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Penelitian didasari oleh menurunnya minat generasi milenial terhadap 
bidang pertanian. Beberapa faktor mengapa generasi muda tidak berminat 
berwirausaha tani, yaitu minimnya arahan atau motivasi dari orangtua, 
dinilai kurang menjanjikan dan tidak ada jenjang karir, rentan gagal, 
dianggap identik dengan profesi orang miskin desa, kalah saing dengan 
produk impor dan sebagainya. Sebagai Negara agraria, Indonesia memiliki 
potensi yang besar dalam mengembangkan pertaniannya. Namun SDM 
pertanian yang mayoritas lanjut usia dan minimnya regenarasi SDM oleh 
usia muda berdampak pada keberlangsungan pertanian Indonesia. 
Terbitnya PERKEMENPER 09/2019 membawa angin segar bagi dunia 
pertanian Indonesia melalui program santri milineal. Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat sejauh mana implementasi PERKEMENPER 09/2019 di 
pondok pesantren yang memiliki potensi pertanian dan keberadaan pondok 
pesantren yang menjajikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan indilator menggunakan Van Mater Van Horn yang telah 
disesuaikan dengan keadaan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keenam indikator Van Mater Van Horn (standart, sumber daya, 
lingkungan eksternal, sikap pelaksana, karakteristik lembaga, komunikasi 
antar organisasi) memperlihatkan hasil yang bagus. BBPP Kota Batu dan 
para santri telah berupaya untuk mengikuti PERKEMENPER 09/2019. 
Sumberdaya pendukung juga telah dipenuhi melalui program-program 
peningkatan SDM dan bantuan keuangan. Kemdian lingkungan ekternal 
juga sangat mendukung mulai dari kondisi social dan ekonomi Kota Batu 
yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Untuk factor - faktor 
pendukung dan penghambat implementasinya terjadi di beberapa aspek, 
yaitu: secara infrastruktur dan koordinasi (termasuk komunikasi) 
merupakan faktor pendukung dari implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial di BBPP Kota Batu. Namun, beberapa kendala 
seperti cuaca, SDM yang mumpuni, distribusi bahan pertanian, 
pengawasan, serta lokasi yng sulit dijangkau menjadi masalah tersendiri 
dalam keberhasilan implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri 
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The research is based on the declining interest of the millennial generation 
in agriculture. Some of the factors why the younger generation is not 
interested in farming entrepreneurship, namely the lack of direction or 
motivation from parents, are considered less promising and have no career 
paths, are prone to failure, are considered synonymous with the profession 
of the rural poor, are less competitive with imported products and so on. As 
an agrarian country, Indonesian has great potential in developing its 
agriculture. However, the majority of agricultural human resources are 
elderly and the lack of regeneration of human resources by young people 
has an impact on the sustainability of Indonesian agriculture. The issuance 
of PERKEMENPER 09/2019 brings a breath of fresh air to the world of 
Indonesian agriculture through the milineal santri program. This study aims 
to see the extent of implementation of PERKEMENPER 09/2019 in Batu 
City which has agricultural potential and the existence of promising Islamic 
boarding schools. This study uses a qualitative approach with an indilator 
using the Van Mater Van Horn which has been adapted to the field 
conditions. The results showed that the three indicators of Van Mater Van 
Horn (standard, resources and external environment) showed good results. 
The Batu City Government and students have made efforts to participate in 
PERKEMENPER 09/2019. Supporting resources have also been fulfilled 
through programs to improve human resources and financial assistance. 
Kemdian external environment is also very supportive starting from the 
social and economic conditions of Pondok Pesantren which support the 
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1.1. Latar Belakang 
Kebijakan merupakan bentuk upaya untuk mengetahui dan 
menyelesaikan persoalan yang bersifat umum. Suatu kebijakan dapat 
terealisir apabila kebijakan itu dibutuhkan oleh masyarakat, artinya 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak atau 
kepentingan publik karena kebijakan muncul di dahului oleh tindakan-
tindakan publik. Untuk kepentingan kebijakan, suatu masalah dapat 
diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang melahirkan 
ketentuan-ketentuan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat untuk 
mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya.  
 Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van 
Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation 
(1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau 
performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara 
sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi 
yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini 
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari 
keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini 
menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel 
yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: 





2. Sumber daya 
3. Karakteristik organisasi pelaksana 
4. Sikap para pelaksana 
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 
pelaksanaan 
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 
 Menurut Pulzl and Treib sejarah perkembangan implementasi 
kebijakan publik terdapat tiga generasi perkembangan di mulai tahun 1970-
an hingga sekarang. Dapat kita ketahui bahwa teori implementasi kebijakan 
yang pertama adalah teori Top-Down atau disebut juga topdowner atau 
fordwar-mapping merupakan teori implementasi kebijakan yang pada saat 
itu dijadikan sebagai tonggak awal implementasi. Hal ini dilakukan untuk 
menjawab pertanyaan mengapa implementasi banyak mengalami 
kegagalan dan bagaimana menghasilkan formula implementasi yang 
memiliki tingkat kegagalan yang rendah. Teori top-dawn ini dikembangkan 
oleh beberapa sarjana Wildsky, Van Mater dan Van Horn, Mazmanian dan 
Sabatier. Teori top down memiliki kekurangan dimana pada teori ini masih 
menitik beratkan pada sudut pandang pembuat kebijakan dan pendekatan 
perspektif yang digunakan bersifat terbatas pada ruang dan waktu. 
 Indonesia dikenal tidak hanya sebagai negara maritim namun juga 
agraris. Kekayaan alam Indonesia bukan cuma terdapat di lautan tapi juga 
di daratan. Artinya dua potensi kekayaan alam yang merupakan anugerah 
Tuhan tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk 





ya semua pihak, mulai dari masyarakat, para pelaku usaha hingga 
pemerintah. 
 Mubyarto (1994) diperkirakan Indonesia merupakan negara 
pertanian yang artinya pertanian memegang peranan penting dari 
keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari 
banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau bekerja dari sektor 
pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Menurut 
Suryana (2003) sektor pertanian dengan produksi berbagai komoditas 
bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional, telah menunjukkan 
kontribusi yang sangat signifikan. Kebutuhan pangan akan terus meningkat 
dalam jumlah, keragaman, dan mutunya, seiring dengan perkembangan 
populasi kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang 
cukup besar, sekitar 271.349.889 juta per desember 2020 dan terus 
bertambah 1,6 persen per tahun, membutuhkan ketersediaan pangan yang 
cukup besar, yang tentunya akan memerlukan upaya dan sumberdaya 
yang besar untuk memenuhinya.  
 Wicaksono (2012), berpendapat bahwasanya pangan merupakan 
isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perkara 
ketahanan pangan seharusnya dijadikan prioritas. Salah satu yang menjadi 
kendala dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia saat ini 
adalah terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan 
pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan 





jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli 
masyarakat dan perubahan selera. 
 Tanpa manajemen sumber daya manusia yang handal, pengelolaan, 
penggunaan dan pemanfaatan sumber – sumber lainnya menjadi tidak 
berdaya guna dan berhasil guna. Dalam situasi demikian tidak mustahil 
gambaran tentang usaha pencapaian tujuan nasional menjadi kabur yang 
pada gilirannya dapat berakibat pada kegelisahan atau keresahan di 
kalangan masyarakat (Siagian, 2011). Rendahnya mutu sumberdaya 
manusia, termasuk disektor pertanian khususnya petani juga sebagian 
besar petugas/aparat teknis/penyuluh pertanian, padahal SDM 
petani/pelaku agribisnis juga aparat penyuluh pertanian merupakan dua 
pilar pokok dalam pembangunan pertanian terutama pengembangan 
sistem dan usaha agribisnis. SDM pertanian yang berkualitas adalah 
prasyarat mutlak keberhasilan pembangunan pertanian. 
 Dibandingkan negara lain, Indonesia memiliki momentum untuk 
mengangkat sektor pertanian menjadi pilihan di kalangan anak muda. Hal 
itu berkaitan dengan bonus demografi yang sedang didapat bangsa ini. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia 
produktif pada 2020-2030, mencapai 52 persen dari total penduduk 
Indonesia. Kategori penduduk produktif antara 15 tahun sampai 64 tahun. 
Adapun bonus demografi diperkirakan akan berakhir pada 2036 atau 
sekitar 37 tahun lagi. Masa sesudahnya, penduduk Indonesia akan 
mengalami penuaan atau jumlah lansia lebih besar daripada usia produktif. 





mendorong agar anak-anak muda, khususnya lulusan kampus ternama 
dalam maupun luar negeri untuk berkompetisi masuk di sektor pertanian. 
Perlu ada insentif bagi mereka yang mau menjadi petani atau bergelut di 
bidang pertanian, supaya sektor ini tidak hanya menjadi pekerjaan 
kalangan tua. 
Keadaan ini menjadikan kebijakan edukasi kepada generasi milenial 
mejadi isu utama kebijakan publik. Seperti  dalam kebijakan kementerian 
pertanian tentang penumbuhan kelompok santri tani milenial (KSTM) di 
bidang pertanian. Kebijakan publik menurut Andeson sebaimana yang di 
kutip Islamy (2002) yaitu: “public policies are those policies developed by 
governmental bodies and officials” (Kebijakan Publik adalah kebijakan-
kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.  
Di dalam kebijakan public terdapat beberapa proses yakni formulasi 
kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi 
kebijakan yang dikemukakan oleh jones sebagaimana di kutip widodo 
(2001) diartikan sebagai “getting the job done and doing it” dibalik 
kesederhanaan rumusan yang demikian, berarti implementasi kebijakan 
merupakan suatu proses kebijakan yang dapa dilakukan dengan mudah, 
namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara lain adanya 
pelaksana, anggaran, dan kemampuan organisasi atau yang disebut 
dengan resources. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan adalah proses paling penting untuk melihat apakah 





Pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh atas 
terselenggaranya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan 
tersebut mengusung semangat reformasi dengan menempatkan 
masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah seperti yang telah 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian 
pembangunan di daerah mengusung semangat partisipasi masyarakat. 
Partisipasi tersebut bisa diwujudkan dengan melibatkan semua stakeholder 
yang turut berperan dalam pembangunan di daerah.  
Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan upaya yang 
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mewujudkan 
tujuan bernegara berdasarkan Pancasila. Salah satu hal mendasar dari 
tujuan pembangunan adala terpenuhinya kebutuhan pokok warga Negara, 
diantaranya adalah kebutuhan pangan. Dalam Undang-Undang Pangan 
No. 17 tahun 2015 tentang angan dan gizi disebutkan bahwa pangan 
merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak 
asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewijudkan sumber daya manusia 
yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Pangan yang aman, 
bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasarat 
utama yang harus terpenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem 
pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta 
makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 





 Kementerian Pertanian sebagai institusi yang menangani urusan 
pertanian mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan 
pertanian dan termasuk salah satu institusi yang bertanggungjawab 
terhadap ketersediaan pangan dalam rangka mendukun pengembangan 
dan meningkatkan jumlah petani milenial yang bertujuan untuk 
menyediakan ketahanan pangan bagi negara. Hal ini dapat dilihat dalam 
peraturan menteri pertanian No. 4 tahun 2019 tentang Gerakan 
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan 
Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 09 Tahun 2019. Sebagaimana peraturan ini untuk membangun 
sumber daya manusia pertanian yang professional, mandiri, dan berdaya 
saing serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. 
Untuk mewujudkan ini semua perlu dilakukan pengembangan kompetensi. 
Dalam pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia pertanian menuju 
lumbung pangan dunia 2045 yang selanjutnya disebut gerakan 
pembangunan SDM pertanian adalah upaya peningkatan kapasitas 
dan kompetensi sumber daya manusia pertanian untuk mendukung 
Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi. 
2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati 
dengan bantuan, teknologi, modal, teaga kerja, dan manajemen 





hortikukutural, perkebunan, dan /atau peternakan dalam suatu 
agroekosistem.  
3. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan 
dan/ataubeserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau perternakan.  
4. Petani milenial adalah petani berusia 19 (semilan belas tahun) 
sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tahun dan/atau petani 
adaptifterhadap teknologi digital.  
5. Petani andalan adalah petani yang memiliki kemampuan dan 
karakter pioneer di bidang agribisnis. 
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang 
dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, 
sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk 
meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.  
7. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani 
yang bergabungdan bekerja sama untuk meningkatkan skala 
ekonomi dan efiiensi usaha.  
Sejak tahun 2016 sampai 2019, Kementan melakukan penumbuhan 
wirausahawan muda pertanian sebanyak 1.515 orang. Mereka berasal dari: 
1) 29 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 
diantaraya dari IPB dan UGM; 2) 6 Politeknik Pembangunan Pertanian, 3) 
20 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP); 4) 





 Bahkan sejak tahun 1984, Kementerian Pertanian sudah 
menyelenggarakan magang pertanian ke Jepang untuk petani muda 
Indonesia. Sampai tahun 2018 jumlah pemuda yang sudah magang 
pertanian di Jepang mencapai 1.330 orang. Untuk menarik generasi muda, 
Pusat Penyuluhan Pertanian juga mengembangkan penyuluhan pertanian 
pada era industri 4.0 yang menggunakan cyber robotic, Internet of think 
(IOT), biotek dan big data. 
 Meski pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) 
terus berupaya melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan 
swasembada pertanian, namun langkah yang diambil terkesan masih 
sporadis. Belum terlihat ada langkah holistik dan berkelanjutan untuk 
mengatasi benang kusut masalah di dunia pertanian, khususnya regenerasi 
petani. Padahal, salah satu faktor terciptanya swasembada di sebuah 
negara adalah kalau para pencari kerja sangat mengidam-idamkan posisi 
menjadi petani. Yang juga terjadi selama ini, gairah untuk memajukan 
sektor pertanian masih terbentur anggapan menjadi petani itu identik 
dengan kemiskinan. Kondisi seperti itu yang membuat pada akhirnya anak 
muda, termasuk sarjana pertanian memilih bekerja di bidang lain yang lebih 
menyediakan kepastian dan kenyamanan bagi mereka.  Belum lagi, fakta 
menyedihkan selalu terjadi, sangat jarang ada cerita petani sukses dan 
menjadi kaya. Hal itu membuat tak ada sosok inspiratif yang menggerakkan 
anak muda untuk mau bekerja di sektor pertanian. 
 Kita tahu bahwa optimalisasi produktivitas di sektor pertanian 





suplai kebutuhan pokok, mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, memenuhi keperluan lapangan kerja, menjaga 
pemasukan devisa negara, dan sebagainya. Menurut data Badan Pusat 
Statistik pada Triwulan II 2018, sektor pertanian telah berhasil menambah 
laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yakni mencapai 13,63 
persen, di mana PDB Indonesia sebesar Rp14.837,4 triliun. Artinya sektor 
pertanian merupakan salah satu kekuatan besar dalam menopang 
perekonomian nasional. 
 Kita harus tetap waspada supaya capaian yang ada tidak berbalik 
menjadi buruk. Salah satu penyebabnya hal tersebut sangat mungkin 
terjadi adalah fakta bahwa dari tahun ke tahun ternyata jumlah petani kita 
terus mengalami penurunan. Selama sepuluh tahun terakhir, prosentase 
rata-rata penurunannya mencapai 1 persen, hal itu dibuktikan dengan data 















Gambar 1Jumlah petani Indonesia tahun 2020 
 
Dokumen BPS , diolah dari Data yang Disajikan Badan Pusat Statistik 
(BPS).  
 Salah satu masalah bidang pertanian yang dihadapi Pemerintah 
Indonesia, saat ini adalah para petani yang didominasi berusia tua. Jamak 
diketahui, menjadi petani bukan lagi sebuah pekerjaan menarik di kalangan 
muda. Sangat sedikit sekali anak-anak muda yang lulus sarjana, 
berkeinginan menjadi petani. Bahkan, kalau diadakan sebuah survei 
tentang cita-cita atau pekerjaan idaman pada masa depan, pasti jawaban 
menjadi petani akan berada di nomor urut sekian atau bahkan tidak masuk 
daftar sama sekali. Kondisi itu merupakan sebuah fakta yang benar-benar 
terjadi. Masyarakat bisa dengan mudah menemukan para petani yang 
membajak sawah, mencangkul di kebun, dan menanam bibit, sudah 





 Ada beberapa faktor mengapa generasi muda tidak berminat 
berwirausaha tani, misalnya minimnya arahan atau motivasi dari orangtua 
(petani), dinilai kurang menjanjikan dan tidak ada jenjang karir, rentan 
gagal, dianggap identik dengan profesi orang miskin desa, dan sebagainya. 
Sedikit membahas tentang peranan orangtua dalam mengarahkan anak-
anak mereka untuk menjadi seorang petani. Harus diakui bahwa mayoritas 
orangtua sekarang ini tidak mau anak-anak mereka kembali berprofesi 
sebagai petani. Mereka ingin anak-anaknya setelah lulus dari jenjang 
pendidikan mencari profesi lain yang lebih bergengsi. 
 Satu lagi, kalau mau menjadi petani maka harus siap selalu 
menerima kenyataan menyedihkan atau menderita, misalnya gagal panen, 
harga panen jatuh, hasil panen kalah bersaing dengan produk impor, dan 
sebagainya. Tidak mengherankan pula, banyak orang yang menjadi petani 
mengharapkan anaknya tidak mengikuti jejaknya. Hal ini jelas menimbulkan 
persepsi di masyarakat bahwa menjadi petani tidak memiliki masa depan 
cerah. Para petani yang seyogianya posisinya dimuliakan pemerintah, 
faktanya terkesan malah diremehkan sama sekali. Kadang saking 
jengkelnya, mereka sampai harus meninggalkan lahan garapan dengan 
pergi berdemo menentang kebijakan pemerintah yang dianggap 
proimportir.   
Sebagai Negara agraris, Indonesia memang salah satunya masih 
mengandalkan pembangunan di bidang pertanian. BPS mencatat pada 
Agustus 2018, jumlah petani yang berkurang berkorelasi dengan naiknya 





tercatat 35,7 juta orang atau 28,79 persen dari jumlah penduduk bekerja 
sebanyak 124,01 juta. Padahal, pada 2017, pekerja sektor pertanian masih 
mencapai 35,9 juta rang atau 29,68 persen dari jumlah penduduk bekerja.  
 Regenerasi petani milenial pada sektor pertanian memberikan 
peluang untuk mendorong percepatan pembangunan pertanian. Salah satu 
sasaran yang potensial untuk ditumbuhkan minatnya adalah santri yang 
berada di pondok pesantren. Berdasarkan data dari Kementerian Agama 
(Februari, 2019) jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 24.515 pondok 
pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3.598.950 orang. Potensi 
tersebut dapat mendorong para santri untuk berkontribusi aktif di bidang 
pertanian dalam rangka mendukung program Pembangunan Pertanian.   
 Permasalahan di atas perlu dihadapi bersama oleh komponen 
bangsa melalui kerjasama yang baik. Administrasi publik merupakan ilmu 
yang mempelajari kerjasama ini. Menurut Pasolong (2011:8) administrasi 
publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau 
lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi 
kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi Publik khususnya 
Kebijakan Publik sebagai salah satu ilmu yang relevan dan aplikatif dengan 
pemerintahan diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa ini.  
 Salah satu upaya dari Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman 
menarik minat generasi muda menjadi petani adalah dengan melakukan 
pengembangan pada generasi milenial melalui pesantren- pesantren di 
indonesia. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka 





 Seperti diketahui bahwa pondok pesantren merupakan tempat 
dimana santri mencari ilmu agama yang baik serta mewujudkan 
masyarakat yang memiliki sikap, wawasan, pengamalan iman dan akhlakul 
karimah. Pondok pesantren saat ini sudah banyak yang berusaha 
menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum karena 
hal tersebut sangat penting bagi santri atau pemuda di kehidupan yang 
akan datang.  
 Santri sebagai individu yang tinggal di dalam pesantren tentu 
memiliki kehidupan yang berbeda dengan masyarakat di luar pesantren. 
Antara lain yang bisa dilihat secara nyata yaitu dari segi keilmuan agama 
yang dipelajari sudah pasti lebih mendalam dan mereka memiliki 
kemandirian yang cukup tinggi karena mereka sudah dibiasakan 
melakukan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain terutama keluarga. Hal 
tersebut merupakan nilai tambah yang positif bagi santri namun tetap saja 
santri setelah lulus dari pesantren masih banyak yang belum segera 
memiliki pekerjaan dikarenakan santri masih banyak yang belum memiliki 
keterampilan yang mumpuni untuk terjun langsung di dunia kerja. Oleh 
karena itu perlunya keseimbangan antara IPTAQ dan IPTEK agar 
pembangunan sumber daya manusia lebih berkualitas.  
 Pesantren dan santrinya memiliki posisi strategis dalam percepatan 
pembangunan pertanian dan regenerasi petani. Pesantren sebagai institusi 
pendidikan harus didorong untuk mengajarkan lifeskill yang bisa 





muda memiliki potensi besar untuk sebagai penerus SDM atau tenaga kerja 
di sektor pertanian.  
 Melalui bimbingan teknis diharapkan terjadi peningkatan 
kompetensi, para santri bisa bergabung dalam KSTM sebagai media 
organisasi pembelajaran dalam dunia pertanian dan pengembangan usaha. 
Kebijakan santri milenial ini, menurutnya bisa mendorong percepatan 
pembangunan di daerah, khususnya dari sektor pertanian. Kebijakan 
tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan kualitas 
sumber daya manusia.  
 Pelatihan merupakan salah satu program dari Pendidikan luar 
sekolah yang dirancang guna memberikan pengetahuan dan keterampilan 
bagi individu atau kelompok. Pelatihan Kelompok Santri Tani Milenial 
merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian 
dalam rangka menumbuhkan minat dan meningkatkan kompetensi santri di 
bidang pertanian khususnya beternak ayam joper. Selain itu program 
pelatihan ini juga dirancang agar santri setelah lulus dari pesantren dapat 
menjadi wirausahawan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
sekitar. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian terhadap 
santri guna memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan santri di 
bidang pertanian karena peranan sektor pertanian dalam perekonomian 
Nasional sangat penting dan strategis. 
 Sudah saatnya masalah pertanian Indonesia diserahkan diurus oleh 
generasi milenial. Karena bagaimana pun, masa depan bangsa ini 





demografi tidak dimanfaatkan, jangan kaget nanti seluruh petani 
merupakan orang-orang tua. Dan, kisah kejayaan petani Indonesia akan 
tinggal kenangan, lantaran tidak ada anak muda yang tertarik 
menggantikan golongan tua. 
 Selanjutnya BBPP Kota Batu yang menjadi pelaksana program 
pelatihan ini di tiga daerah yaitu Sidoarjo, Pamekasan dan Sampang. 
Sebagai pelaksana, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota batu 
berkomitmen untuk memberikan pendampingan terhadap Kelompok Santri 
Tani Milenial (KSTM) yang mendapatkan bantuan ternak ayam dari 
Kementerian Pertanian.  
Guna mengkaji lebih lanjut dari permasalahan di atas, penulis memilih 
BBPP (Balai Besar Pelatihan Peternakan) Kota Batu sebagai objek 
penelitian karena UPT BBPP Kota Batu ini adalah salah satu UPT yang di 
tunjuk oleh Kementerian Pertanian sebagai satker pelaksana di provinsi 
Jawa Timur yang bertanggung jawab atas 70 pondok pesantren.  
Penanggung Jawab kegiatan melakukan koordinasi dan sosialisasi 
kegiatan kepada instansi/dinas terkait yang menangani fungsi peternakan 
di provinsi dan kabupaten/kota, pondok pesantren calon penerima manfaat, 
dan stakeholder terkait lainnya.  
 Tim Satker ditetapkan oleh Kepala Satker lingkup BPPSDMP 
dengan tugas sebagai berikut:  
a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan dengan 





menangani fungsi peternakan, pondok pesantren penerima manfaat, 
 dan stakeholder terkait lainnya.   
b. Melakukan identifikasi dan verifikasi CPCL.   
c. Melaksanakan Bimtek dan penyaluran bantuan bagi KSTM.   
d. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan.   
e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi,  serta 
pengendalian pelaksanaan kegiatan pada  tahun berjalan.   
f.  Membuat laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan akhir 
kegiatan meliputi antara lain: (1) hasil identifikasi CPCL; (2) hasil 
verifikasi CPCL; (3) hasil validasi dan penetapan KSTM; (41 
pelaksanaan Bimtek; dan (5) penerapan rencana implementasi 
untuk disampaikan kepada Kepala BPPSDMP.   
g. Apabila masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih spesifik, 
Satker dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait 
program kegiatan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis  
Jaminan agar pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan tujuan 
maka diperlukan adanya pengawalan dan pendampingan. Adapun ruang 
lingkuppengawalan dan pendampingan, adalah:  
1. pengawalan dan pendampingan dilaksanakan oleh tim yang 
ditetapkan oleh Kepala Satker lingkup BPPSDMP, yang akan 





2. Petugas pengawalan dan pendampingan dapat terdiri dari petugas 
lapangan, widyaiswara, dosen, guru, mahasiswa, alumni perguruan 
tinggi, siswa, dan petugas lain yang kompeten.  
3. Tim pengawalan dan pendampingan juga dapat berkoordinasi 
dengan instansi teknis yang melaksanakan fungsi peternakan dan 
kesehatan hewan di wilayah kerjanya agar dapat melakukan 
pengawalan dan pendampigan secara bersama-sama.  
4. Tim pengawalan dan pendampingan bertugas menngawal 
pelaksanaan kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai 
dengan pelaporan kegiatan.  
5. Setiap tim pengawalan dan pendampingan memberikan 
laporankegiatan sejak proses perencanaan sampai penerapan 
implementasi setelah mengikuti bimtek.  
 Adapun tujuan dari penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana 
satker BBPP Kota Batu berperilaku sebagai subjek yang aktif untuk terlibat 
dan dilibatkan dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang 
pertanian yang dimulai oleh Kementerian Pertanian bersama pemangku 
kepentingan. Akibatnya semua bentuk relasi yang terjalin antara Kementan, 
stakeholder dan masyarakat akan membuahkan dampak bagi kehidupan 
masyarakat lokal dalam memanfaatkan sektor pertanian yang telah 
dibangun. 
Dari latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti 





Tani Milenial Di Bidang Pertanian (Studi Pada Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu)”. 
1.2. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri 
tani milenial di bidang pertanian? 
2. Bagaimana peran aktor dalam melaksanakan implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial? 
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di bidang 
pertanian? Serta bagaimana upaya mengatasi hambatan 
implementasi kebijakan penumbahan kelompok santri tani 
milenial.  
1.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi, mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial 
di bidang pertanian.  
2. Mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor dalam 
melaksanakan implementasi kebijakan penumbuhan kelompok 
santri tani milenial. 
3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan 
penghambat dalam implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial di bidang pertanian. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian merupakan dampak yang diharapkan dengan 





diharapkan akan tercapai, yaitu manfaat penelitian secara praktis dan 
teoritis. Manfaat penelitian praktis berhubungan dengan pemanfaatan 
langsung dari penelitian oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan 
manfaat penelitian teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang berasal dari penelitian yang dihasilkan.  
1.4.1. Manfaat Praktis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau 
sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam membuat skema 
kebijakan sektor pertanian. 
2. Memberikan informasi kepada stakeholder betapa pentingnya 
pembangunan pertanian, sehingga mampu memberikan 
peningkatan di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan 
lingkungan. 
1.4.2. Manfaat Teoritis 
1. Menjadi bahan tambahan dalam pengembangan Ilmu 
Administrasi Publik, khusunya kebijakan publik. 
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan 
peneliti selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan 










2.1. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, 
melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis 
lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, 
penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk 
memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang 
digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan 
pembahasan masalah yang sama. Adapun Penelitian terdahulu yang 







2.1.1. Inayatul Mutmainna, Lukman Hakim, Djuliati Saleh. 2016 
 Dalam penelitiannya yang berjudul Peberdayaan Kelompok Tani Di 
Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Penelitian ini 
menggambarkan pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Marioriwawo 
Kabupaten Soppeng sudah cukup berdaya dilihat dari pemukiman yang 
dimiliki sudah ada, proses penguatan yang dilakukan untuk memberikan 
pengetahuan kepada kelompok tani agar dapat lebih berdaya dan 
memberikan perlindungan, perlindungan ini bertujuan untuk memberikan 
rasa aman dan nyaman kepada kelompok tani dalam melakukan usaha 
taninya.  
 Dalam pemberdayaan kelompok tani terdapat beberapa hal yang 
menjadi penghambat dalam pelaksanaannya mulai dari kualitas sumber 
daya manusia yang rendah, partisipasi manusia masih rendah dan 
minimnya teknologi yang dimiliki. Jika petani dapat bekerjasama dengan 
pemerintah terkhusus dengan penyuluh agar dapat tercipta kualitas SDM 
yang bagus yang dapat menerima berbagai masukan dan melaksanakan 
kegiatan pemberdayaan untuk diri mereka sendiri.  
 Bedanya dengan penelitian implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial di bidang pertanian adalah tertuju pada 
kelompok santri milenial. Relevansi penelitian ini terletak pada topik 








 Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terjun ke 
lapangan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, 
sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, 
laporan-laporan, dan informasi tertulis yang berkaitan dengan penelitian. 
2.1.2. Djoko Suseno dan Hempri Suyatna.2007 
 Dalam penelitiannya berjudul Mewujudkan Kebijakan Pertanian 
yang Pro-Petani. Penelitian ini menggambarkan Permasalahan yang 
dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia adalah 
terbatasnya sektor pertanian dalam menyediakan lapangan kerja dan 
peningkatan pendapatan bagi petani karena terbatasnya akses petani 
terhadap sumberdaya pertanian utamanya akses pada sumber daya lahan. 
oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian harus diikuti oleh 
pengembangan sektor komplemen (agro industri), sehingga diperoleh 
sumber nilai tambah di luar lahan. Dengan pemikiran yang demikian, maka 
strategi pembangunan pertanian harus diletakkan dalam perspektif 
pembangunan pedesaan secara utuh meliputi sektor primer, sektor 
sekunder (sektor koplemen) dan sektor tersirer (jasa). Inilah sebenarnya 
hakiki dari strategI pembangunan sektor pertanian dengan pendekatin 
sistem dan usaha agribisnis. Dengan pendekatan sistem dan usaha 
agribisnis tersebut maka pembangunan pertanian jelas berbasis pada 
_kerakyatan dan dijamin keberlanjutannya karena pengembangannya 
berbasis pada sumber daya lokal. Hal ini dapat aitatukan ketika kita 






 Upaya membangun sektor pertanian harus dilakukan dengan 
berbasis pada potensi sumber daya nasional (pertanian) tanpa harus 
memperdebatkan konsep pembangunan industri dan pembangunan 
pertanian. Dengan demikian, keterpisahan antaia eksistensi masyarakat 
banyak (petani) sebagai pelaku di sektor hulu dan masyarakat industri di 
sektor hilir dapat teratasi. Untuk mendukung hal ini, maka dibutuhkan 
peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Keterbatasan 
kemampuan sumber daya manusia di sektor pertanian menjadi persoalan 
yang mendesak untuk dikelola secara baik. Pertanian masih dilihat dari sisi 
tradisional, sehingga terjadi penurunan apresiasi masyarakat terhadap 
sektor pertanian. 
2.1.3. Jack Mangowal.2017.   
 Dalam penelitiannya berjudul Pemberdayaan Masyarakat Petani 
Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani 
Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini 
mengambarkan pemberdayaan bagi masyarakat petani tidak lain adalah 
memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka agar mampu menggali 
potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui 
cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri 
mereka.  
 Hasil penelitian membuktikan bahwa system pemberdayaan bagi 
masyarakat petani secara umum belum dapat dilakukan hal ini dapat dilihat 
dari minimnya tingkat pengetahuan petani dalam hal bercocok tanam, 






aspek permodalan serta tingkat produktivitas petani secara umum masih 
sangat rendah. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam 
pengembangan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan usaha 
bisnis, pem- berian paket permodalan, pembentukan sikap mental mandiri, 
menumbuhkan kembangkan responsibility terhadap kelembagaan, serta 
memperluas akses pasar, dan meningkatkan produktivitas petani melalui 
sapta usaha tani. Apabila aspek pemberdayaan masyarakat petani dapat 
ditingkatkan maka akan dapat menunjang serta memberikan peluang 
dalam usaha pengembangan ekonomi bagi masyarakat petani khususnya 
dalam aktivitas usaha tani tani dibidang pangan dan tanaman holtikultura.  
 Didesa Tumani aktivitas usaha tani difokuskan dalam kegiatan 
tanaman pangan seperti padi sawah dan padi ladang serta tanaman 
holtikul- tura. Luas lahan areal persawahan sekitar 152 Ha sedangkan luas 
lahan yang dimanfaat- kan untuk tanaman padi 42 Ha atau ada sekitar 27 
% sedangkan untuk tanaman padi ladang jumlah luas lahan 400 Ha 
sedangkan lahan yang baru dimanfaatkan adalah sekitar 17 Ha atau 
terdapat 4,25 %. Dari hasil kegiatan usaha tani padi sawah menghasilkan 
produksi yakni gabah sebesar 294 Ton sedangkan untuk padi ladang 
dengan produksi Ton Gabah kering.  
 Peluang tanaman produksi pangan khususnya dibidang 
swasembada beras cukup potensial apabila dimanfaatkan secara intensif, 
hal ini dibuk- tikan dengan besarnya luas lahan dan potensi tenaga kerja. 
Hal yang menjadi permasalahan pokok adalah bahwa system usaha tani 






oleh minimnya permodalan serta adanya ketergantungan kepada musim 
seperti musim penghujan. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam system 
usaha tani be- lum dapat dilakukan secara intensif.  
 Peluang diluar bidang tanaman pangan ma- sih sangat baik apabila 
dimanfaatkan secara intensif. Jumlah lahan yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan tanaman holtikultura di desa Tumani adalah sebesar 27 Ha 
dengan jumlah produksi adalah sebesar 10,5 Ton yang ditanami dengan 
tanaman Tomat, cabe, sa- yur-sayuran, pisang dan ubi jalar.  
2.1.4. Lifa, Hermawan, Mochammad Rozikin.2015  
 Dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Penelitian ini menggambarkan 
pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi dengan memanfaatkan potensi pertanian yang dimiliki melalui 
pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu 
mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan 
masyarakat di Desa Asmorobangun dalam pembangunan pertanian 
berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif menggunakan analisis model Creswell. Desa Asmorobangun 
memiliki potensi sumber daya dapat menerapkan pembangunan pertanian 
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui proses 
pemberdayaan yang dilakukan dengan tahap penyadaran, 
pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dapat meningkatkan 
kesadaran, kemampuan, keahlian dan kekuatan untuk memanfaatkan 






pembangunan pertanian berkelanjutan belum maksimal. Selain dukungan 
masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi 
berasal dari masyarakat, kuantitas penyuluh pertanian, keterbatasan 
sumber daya alam yang belum mencukupi serta faktor cuaca di Desa 
Asmorobangun sehingga proses pemberdayaan kurang maksimal. 
2.1.5. Gleydis Susanti Oroh.2011.  
 Dalam jurnal berjudul Peranan Pemerintah Desa Dalam 
Pemberdayaan Masayarakat Di Bidang Pertanian DiDesa Tumaratas 
Kecamatan Langiwan Barat Kabupaten Minahasa. Penelitian dengan topik 
Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang 
Pertanian, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan 
Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian 
serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Tumaratas 
Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan 
masyarakat dibidang pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: 
Peranan pemerintah desa dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan 
masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa dengan menggunakan 






pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pengembangan 
kepada masyarakat seperti dalam kegiatan disektor pertanian maka 
kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas 
usaha tani. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa 
pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada 
masyarakat khususnya dibidang pertanian.  
2.1.6. Adrianus Sodi Liwu, Cahyo Sasmito.2019.  
 Dalam penelitiannya Strategi Pemerintah Desa dalam 
Pemberdayaan Kelompok Tani. Penelitian ini tentang Strategi 
pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terlebih khusus untuk 
kelompok tani merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi kelompok 
tani dengan membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui 
pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan 
kepada masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Pujon Lor 
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik 
penentuan informan yaitu purposive sampling. Data diperoleh melalui 
pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data melalui 
tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan melalui tahap 
triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menciptakan 






pemerintah telah mendatangkan pihak penyuluh untuk membantu dalam 
meningkatkan pemahaman kelompok tani agar dapat mengembangkan 
potensi yang ada. Selain itu, strategi pemerintah desa untuk meningkatkan 
kapasitas kelompok tani dengan memperkuat potensi yang ada dan 
melindungi kelompok tani dari berbagai persaingan yang terjadi pemerintah 
desa sudah melakukan monitoring dan sosialisasi dengan tujuan agar 
kelompok tani lebih sejahterah.  
2.1.7. Medan Yonathan Mael.2017 
 Dalam peneltian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah 
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya 
Pangan di Kecamatan Noemuti. Penelitian ini menjelaskan 
penanggulangan masalah sosial rawan pangan di kabupaten TTU 
dilakukan pemerintah lewat berbagai program, salah satunya adalah 
pemerintah menerapkan program Padat Karya Pangan (PKP). Dalam 
tataran pelaksanaan, program PKP belum sepenuhnya mencapai target 
baik mencakup tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program PKP di kecamatan 
Noemuti, kabupaten TTU. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai 
bulan Agustus 2017.  
 Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Populasi adalah seluruh aparatur pemerintah yang bekerja pada 
Dinas Pertanian kabupaten TTU dan RTS-PM di kecamatan Noemuti 






menggunakan metode purposive sampling berjumlah 28 orang. Secara 
operasional ukuran yang digunakan dalam mengkaji kebijakan pemerintah 
dalam program PKP di kecamatan Noemuti meliputi perencanaan 
(pleaning), pelaksanaan atau implementasi, pengawasan, dan evaluasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observation), 
wawancara (interview), dan studi pustaka (dokumentation study). Data 
yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan program PKP yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara belum maksimal 
sebab belum memberikan motivasi dan penyadaran bagi masyarakat akan 
pentingnya memahami hal-hal yang akan dilakukan berkaitan dengan 
pengelolaan PKP.  
 Pada tahapan pelaksanaan program PKP telah berjalan namun 
belum secara efektif dan efisien, sehingga program PKP hingga tahun 
ketiga tidak memenuhi target luas lahan RTS-PM sebesar 75 are 
sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pelaksanaannya. Tahapan 
Pengawasan program padat karya pangan telah berjalan, namun hanya 
dilakukan tiga kali sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program 
tepat sasaran sesuai dengan target menuju pensiun petani. Evaluasi dari 
program PKP yang hanya berjalan atau dilaksanakan pada tingkat desa 
dan kelurahan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten 
sehingga dapat merealisasi masukan-masukan yang merupakan tindakan 
konkret sebagai lanjutan yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala-






2.1.8. Mustakim.2018.  
 Dalam Penelitiannya berjudul Implementasi Kebijakan 
Pembangunan Pertanian Di Era Otonomi Desa. Penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Bungo Dusun Karya Harapan Mukti. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan pertanian di era 
otonomi desa dengan mengidentifikasi berapa besar dana desa yang 
diperuntukkan pada Pembangunan Pertanian di Dusun Karya Harapan 
Mukti, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi pembangunan pertanian di era otonomi Desa di Dusun Karya 
Harapan Mukti.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengetahui serta 
mendapatkan gambaran tentang pembangunan pertanian di Dusun Karya 
Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir tahun anggaran 2015 sampai 
dengan 2018. Penelitian ini menggunakan indikator pembangunan 
pertanian yang meliputi kebijakan, kegiatan penyuluhan dan pelatihan, 
adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian, paket teknologi, kredit 
usaha, kegiatan pengembangan, pembangunan serta pemeliharaan 
prasarana dan sarana pembangunan pertanian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mendukung 
pembangunan pertanian di desa sudah memberikan ruang yang sangat 
luas dan diikuti dengan penganggaran dan pelaksanaannya di lapangan. 
Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang termasuk dalam indikator 






baik yang bersumber dari APB desa maupun non APB desa. Terhitung 
mulai tahun 2015 hingga 2018, Dusun Karya Harapan Mukti telah 
melaksanakan kegiatan yang mendukung sector pertanian sebesar Rp. 
314.055.000,- yang bersumber dari APB Desa dan sebesar Rp. 
1.267.050.000,- non APB Desa yang bersumber dari masyarakat melalui 
kelembagaan yaitu Koperasi Unit Desa “Karya Mukti”. 
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potensi yang ada. 
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ini adalah data 






























































































 Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan 
perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara peneliti 
terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu menjelaskan tentang pemberdayaan 
masyarakat di bidang pertanian melalui pendekatan kelompok. Perbedaan 
penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu pada penelitian terdahulu 
meneliti tentang pelatihan untuk pengembangan pengetahuan terkait 
pertanian agar lebih berdaya. Sedangkan peneliti saat ini melakukan 
penelitian terhadap kebijakan penumbuhan santri tani milenial yang 
diberikan untuk menumbuhkan minat dalam bidang pertanian khususnya 
beternak ayam dengan cara meningkatkan kompetensi santri tentang 






kebijakan KSTM ini, apakah santri memiliki pengetahuan dan keterampilan 
yang mumpuni sehingga dapat meningkatkan keberdayaan santri yang 
diukur dengan kemandirian berpikir dan bertindak serta mampu 
berwirausaha.  
2.2. Kebijakan Publik 
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik 
Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik 
Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif, berpendapat 
bahwa secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk 
menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu 
kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam 
bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi yang sama Robert Eyestone 
yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “Secara luas 
kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit 
pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip 
oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “kebijakan publik 
adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa 
pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan 
tersebut”.  
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai 
tujuan atau berorientasi pada tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan 
seluruh masyarakat. Kebijakan publik secara umum dapat dijelaskan 






tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu yang mengutamakan 
kepentingan masyarakat (Islamy, 2000:23). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara luas segala tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebijakan publik. Kemudian lebih 
spesifik dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses 
dari pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah, dan setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan 
memiliki dampaknya masing-masing. 
2.2.2. Sifat Kebijakan Publik 
Winarno (2016:23) menjelaskan bahwa sifat kebijakan publik dapat 
diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya Policy 
Demands (tuntutan-tuntutan kebijakan), Policy Decisions (keputusan-
keputusan kebijakan), Policy Statements (pernyataan-pernyataan 
kebijakan), Policy Outputs (hasil-hasil kebijakan), dan Policy Outcomes 
(dampak-dampak kebijakan). Adapun penjelasan dari beberapa sifat 
kebijakan publik tersebut adalah, pertama; Policy Demands (tuntutan-
tuntutan kebijakan) adalah suatu tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-
aktor swasta atau pemerintah, yang ditujukan kepada pejabat-pejabat 
pemerintah dalam suatu sistem politik untuk mengambil suatu tindakan 
tertentu. 
Kedua; Policy Decisions (keputusan-keputusan kebijakan) adalah 
suatu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 
mengesahkan atau memberikan arah kebijakan publik, seperti undang-






Statements (pernyataan-pernyataan kebijakan) adalah pernyataan-
pernyataan resmi tentang kebijakan publik, seperti undang-undang dan 
peraturan-peraturan pemerintah yang menunjukkan suatu maksud dan 
tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 
tersebut. 
Keempat; Policy Outputs (hasil-hasil kebijakan) adalah suatu hal 
yang sebenarnya yang dilakukan menurut keputusan-keputusan dan 
pernyataan-pernyataan suatu kebijakan. Dan kelima; Policy Outcomes 
(dampak-dampak kebijakan) adalah suatu akibat yang diperoleh 
masyarakat, baik akibat tersebut yang diinginkan maupun tidak diinginkan 
dari suatu hal yang telah dilakukan oleh pemerintah. 
Jadi dari beberapa pemaparan terkait sifat kebijakan publik tersebut 
dapat diketahui bahwa kebijakan yang baik haruslah memiliki sifat-sifat 
tersebut, diantaranya Policy Demands (tuntutan-tuntutan kebijakan), Policy 
Decisions (keputusan-keputusan kebijakan), Policy Statements 
(pernyataan-pernyataan kebijakan), Policy Outputs (hasil-hasil kebijakan), 
dan Policy Outcomes (dampak-dampak kebijakan). Sebuah kebijakan 
publik itu dijalankan maka salah satu dari kelima sifat tersebut haruslah ada, 
dan tentunya setiap sifat kebijakan publik yang dimaksud tersebut telah 
ditetapkan dan disepakati bersama oleh setiap aktor yang terkait dari suatu 
kebijakan publik yang ada. 
2.2.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang 






dikaji didalamnya. Adapun Dunn yang dikutip oleh Winarno (2016:31) 










Gambar 2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 
Adapun beberapa penjelasan dari gambar di atas adalah, pertama; 
penyusunan agenda adalah suatu tahap menempatkan suatu 
permasalahan menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Dimana 
dalam penyusunannya masalah-masalah yang dirumuskan telah diseleksi 
sebelumnya, dalam tahap ini terdapat suatu masalah yang mungkin tidak 
disentuh sama sekali namun juga terdapat suatu masalah lainnya yang 
ditetapkan dan menjadi fokus pembahasan. Kedua; dalam tahap formulasi 
kebijakan ini masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 
dibahas oleh pembuat kebijakan yang kemudian ditetapkan pemecahan 
masalah tersebut. 
Ketiga; dalam tahap adopsi kebijakan ini dilakukan pemilahan dari 
sekian banyak pemecahan masalah atau alternatif kebijakan yang 












alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi dengan dukungan dari legislatif 
yang berdasarkan konsensus bersama. Keempat; dalam tahap 
implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan yang telah diambil 
sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh 
badan administratif ataupun badan pemerintah lainnya. Karena 
bagaimanapun juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan 
para birokrat jika program yang telah dibuat tidak diimplementasikan. Dan 
keempat; tahap evaluasi kebijakan publik, dalam tahap ini kebijakan yang 
telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana 
kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan 
tentunya dengan indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu 
kebijakan tersebut. 
2.2.4. Implementasi Kebijakan Publik 
Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat di bagi ke dalam 
dua bagian, bagian Pertama merupakan implementation yang artinya 
Function (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, 
implementasi dapat diartikan fungsi yang terdiri dari maksud serta tujuan, 
hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan 
persamaan fungsi dari implementation yang artinya Function (Policy, 
formator, implementator, initiator, time). Penekanan bagian pertama, pada 
ke dua bagian tersebut adalah kepada kebijakan itu sendiri kemudian hasil 
yang di capai dan dilakukan oleh implementator daam kurun waktu tertentu 






hasil dari pada kegiatan pemerintah, hal senada juga sesuai dengan 
perspektif.  
Van Meter dan Van Horn dalam Grindle, (1980, h.6) mengatakan 
bahwa implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan 
tujuan kebijakan publik untuk di realisasikan melalui aktivitas instansi 
pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan 
(stakeholder). Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa 
perspektif atau pendekatan, di antaranya ialah implementation problems 
approach yang di perkenalkan oleh Edward III (1984, h.9-10). 
Edward III menggunakan pendekatan terkait masalah implementasi 
pada mulanya memberikan dua pertanyaan pokok, yakni, (1) faktor apa 
yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (2) fakor apa 
yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ?. Berdasarkan 
dua pertanyaan tersebut maka kemudian di rumuskan empat faktor yang 
merupakan prasyarat utama keberhasilan dalam proses implementasi 
kebijakan, pertama, komunikasi; kedua, sumber daya; ketiga, sikap 
birokrasi atau pelaksana; dan yang keempat adalah struktur organisasi. 
Empat faktor tersebut kemudian menjadi suatu kriteria penting dalam 
implementasi kebijakan. Komunikasi sebuah program pada galibnya hanya 
dapat dilaksanakan dengan baik manakala jelas bagi para pelaksananya. 
Kondisi tersebut menyangkut dalam proses penyampaian informasi, 
kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang di sampaikan. 
 Sumber daya, di jelaskan bahwa meliputi empat komponen yaitu staf 






informasi dalam pengambilan keputusan, derajat kewenangan dalam 
melaksanakan tugas atau tanggung jawab, serta fasilitas yang diperlukan 
dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana adalah komitmen bagi 
pelaksana terhadap suatu program. Masih seturut, struktur birokrasi di 
dasarkan pada standard operating prosedure (SOP), yang mengatur 
tentang tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Sebuah alur atau 
langkah yang digunakan untuk mempermudah dalam implementasi 
kebijakan, diperlukan diseminasi.  
Beberapa syarat diseminasi kebijakan ada empat point, antara lain 
sebagai berikut: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas 
pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang- 
undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk 
menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima serta 
melaksanakan kebijakan terwujud apabila kebijakan dianggap logis; (3) 
keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) pada mulanya suatu 
kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka 
kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Menurut 
Mazmanian dan Sabatier (1983, h.5), terdapat dua perspektif dalam analisis 
implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif poitik.  
Berdasarkan perspektif administrasi publik, implementasi pada 
awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. 
Namun, dalam sejarahnya setelah perang dunia ke dua berbagai penelitian 
administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik 






kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor 
dalam lingkungan politis. Seturut itu perspektif ilmu poitik mendapat 
dukungan dari pedekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan 
ini menandaskan bahwa perspektif organisasi dalam administrasi publik 
dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena 
administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, 
teknologi baru dan preferensi masyarakat. Sudut pandang ini terfokus pada 
pertanyaan dalam analisis implementasi, yakni seberapa jauh konsistensi 
antara output kebijakan dengan tujuannya.  
Ripley mulai memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan 
pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan Ripley & Franklin, 
(1986, h.11). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi 
publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian terhadap tingkat kepatuhan 
agen atau individu bawahan pada agen atau individu atasan. Perspektif 
kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. 
Menurut Ripley, paling tidak ada dua kekurangan perspektif kepatuhan, 
yaitu, Pertama, banyak faktor non- birokratis yang berpengaruh tetapi justru 
kurang diperhatikan; kedua, adanya program yang tidak di desain dengan 
baik. Perspektif ke dua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa 
terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan 
yang mewajibkan implementasi agar lebih lebih berfokus dalam melakukan 
penyesuaian. 
Melihat dua perspektif diatas, dapat diambil kesimplan bahwa 






kepatuhan mulai membuktikan adanya faktor eksternal orgaisasi yang juga 
mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan tidak 
bersebrangan dengan perspektif faktual yang memfokuskan perhatian pada 
berbagai faktor non - organisasional yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan (Grindle, 1980, h.7).  
Pendekatan kepatuhan dan faktual dapat dinyatakan bahwa 
keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan 
keberhasilan dalam proses implementasi ditentukan oleh kemampuan 
implementator, yaitu: Pertama, kepatuhan implementator mengikuti apa 
yang diperintahkan oleh atasan; kedua, kemampuan implementator 
melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam 
menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional 
(pendekatan faktual). Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji 
berdasar perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada 
perspektif proses, program pemerintah dapat dikatakan berhasil jika 
pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan yang 
telah dibuat oleh pembuat program dimana mencakup cara pelaksanaan, 
agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan 
dalam perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil jika program dapat 
membawa dampak seperti yang diinginkan. Sebuah program dapat 
dipandang berhasil bilamana di lihat dari sudut proses, namun bisa gagal 
bila ditinjau dari dampak yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. 
Grindle (1980, h.6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai 






proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bebagai aktor, 
dimana hasil akhir ditentukan oleh materi program yang telah dicapai 
maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik 
administratif. Sedangkan proses politik dapat dilihat melalui proses 
pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, 
kemudian proses administrasi terlihat melalui proses umum terkait aksi 
administratif yang dapat diteliti pada tingkat tertentu. TB Smith memberikan 
argumen dan mengakui bahwa, kebijakan yang usai dibuat, kebijakan 
tersebut harus terimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan itu sendiri Nakamura 
dan Smallwood, (1980, h.2).  
Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan implementasi kebijakan 
diformulasikan ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang di racang 
dan di biayai. Program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. 
Implemantasi kebijakan (program) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan 
serta konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan 
dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasar tujuan 
kebijakan. Luaran program dapat dilihat melalui dampak dari sasaran yang 
dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Cakupan luar 
implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh 
kelompok sasaran. 
2.2.5. Model Implementasi Kebijakan 
Menurut mazmanian dan Sabatier (1983, h.21-48), terdapat dua 






top down dan model bottom up, kedua model tersebut ada pada setiap 
proses pembuatan kebijakan. Model top down merefleksikan gambaran 
proses dalam tahapan pembuatan kebijakan dimana di dalamnya terdapat 
model elite, model proses, dan model inkremental, sedangkan model 
bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan. 
Kebijakan penumbuhan santri tani milenial di bidang pertanian 
merupakan kebijakan yang didesain oleh pemerintah  karena kewenangan 
dalam urusan kemajuan sektor pertanian merupakan urusan pilihan yang 
dapat di kelola oleh pemerintah daerah sebagaimana regulasi yang 
mengutur tentang pemerintahan daerah, oleh sebab itu peneliti akan 
menggunakan model top down  sebagai model implementasi kebijakan 
seturut itu peneliti juga menggunakan model Van Meter Van Horn untuk 
menganalisa fenomena implementasi kebijakan pertanian.  
Grindle (1980, h.6-10), memperkenalkan model implementasi 
sebagai proses politik dan adminstrasi atau dikenal dengan sebutan 
Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle 
dalam Leo Agustino (2008:154), teori implementasi kebijakan, variabel 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian 
hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. 
Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat 






a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) 
dengan merujuk pada aksi kebijakannya.  
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai dengan melihat dua faktor, 
yaitu: 
• Dampak (impact) pada masyarakat secara individu dan 
kelompok.  
• Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok 
sasaran dan perubahan yang terjadi. 
 Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi 
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks 
implementasi (context of implementation) Rian Nugroho (2009:154). Setiap 
implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak 
kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana 
kebijakan itu akan diimplementasikan. Ide dasar Grindle bahwa setelah 
suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan 
implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung 
pada implementability dari program, sebagaimana dapat dilihat pada 














Gambar 2.1 Model Implementasi Grindle  
 
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan keberhasilan 
implementasi kebijakan publik menurut Grindle sangat ditentukan oleh 
tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi kebijakan 
(content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). 
Menurut Grindle (1980:10), kebijakan yang menyangkut banyak 
kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan sehingga 






diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan, dan konteks kebijakan 
mempengaruhi implementasinya. Akhirnya pendekatan model 
implementasi kebijakan menurut Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan 
(content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) 
yang dapat dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut, yaitu:  
Tabel 2.2 
Pendekatan Merilee S. Grindle 
Content of Policy 
 (Isi Kebijakan) 
Context of Implementation 
(Implementasi Lingkungan) 
1. Kepentingan yang 
memengaruhi kebijakan. 
2. Jenis manfaat yang akan 
dihasilkan. 
3. Derajat perubahan yang 
diinginkan. 
4. Kedudukan pembuat 
kebijakan. 
5. Siapa pelaksana program? 
6. Sumber daya yang 
dikerahkan 
1. Kekuasaan, kepentingan, dan 
strategi aktor yang terlibat. 
2. Karakteristik lembaga dan 
penguasa. 
3. Kepatuhan dan daya tanggap. 
 
Sumber: Analisa Kebijakan Publik (Riant D. Nugroho, 2017: hal 745 
 
Berdasarkan tabel di atas, pendekatan implementasi kebijakan 
menurut Merilee S. Grindle dalam Riant D. Nugroho ditentukan oleh 
pertama, isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi 
(context of implementation). Grindel (1980, h.10-11) menjelaskan 
Implementability yang terdiri atas: 
1. Isi Kebijakan (Content of Policy) Mencakup: 
a. Interest Affected (Kepentingan Kepentingan yang 
Mempengaruhi). Interst affected berkaitan dengan berbagai 
kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. 






pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh 
mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh 
terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih 
lanjut. 
b. Type of Benefits (Tipe Manfaat). Pada point ini content of policy 
berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam 
suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang 
menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh 
pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.  
c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin 
Dicapai). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin 
dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada pon ini adalah 
bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah 
kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang 
bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative 
lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar 
memberikan bentuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok 
masyarakat miskin 
d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan). 
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada 
bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan 






e. Program Implementer (Pelaksana Program). Dalam 
menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan 
adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi 
keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau 
terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan 
implementornya dengan rinci. 
f. Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang 
Digunakan). Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya 
yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh 
sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya 
berjalan dengan baik. 
2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), Mencakup: 
a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, 
Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang 
Terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula 
kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang 
digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar 
jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini 
tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan 
program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari 
yang diharapkan. 
b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga 
dan rezim yang sedang berkuasa). Lingkungan dimana suatu 






keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan 
karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi 
suatu kebijakan. 
c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan 
Adanya Respon dari Pelaksana). Hal lain yang dirasa penting 
dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan 
respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada 
poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana 
dalam menanggapi suatu kebijakan. 
Isi kebijakan atau program yang akan berpengaruh pada tingkat 
keberhasilan implementasi berisi apakah kebijakan itu kontroversial lalu 
kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis dan kebijakan 
menghendaki perubahan besar serta biasanya akan mendapatkan 
perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari 
implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan 
kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. 
Adapun konteks dari kebijakan itu dimana dan oleh siapa kebijakan 
tersebut diimplemetasikan akan berpengaruh pada tingkat 
keberhasilannya, karena seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan 
seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap 
bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan 
mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan 
kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari 






Pada tahap mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat kemungkinan 
dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi 
kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan 
sebenarnya.  
Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi 
atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat 
diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah 
kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada 
apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lngkungan, sehingga 
terjadinya tingkat perubahan yang terjadi. Grindle memperkenalkan model 
implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut 
menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi 
program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat 
keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat 
melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor 
kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum 
mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 
tertentu. 
 Seturut dengan pendapat di atas, Korten dalam Tarigan (2000, h.19) 
membuat model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan 
menggunakan pendekatan proses pembelajaran. Model tersebut berfokus 
pada kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan 






sasaran program. Korten mengemukakan bahwa suatu program akan 
berhasil dilakukan jika tedapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi 
program yaitu ; (i) kesesuaian antara program dengan (pemanfaat), yakni 
kesesuaian antara apa yang telah di tawarkan oleh program dengan apa 
yang di butuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat), (ii) kesesuaian 
antara program dan organisasi pelaksana, yakni kesesuaian antara tugas 
yang menjadi syarat program dengan kemampuan organisasi pelaksana, 
(iii) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, 
yakni kesesuaian antara syarat yang disepakati organisasi, untuk dapat 
memperoleh output program dengan apa yang bisa dilakukan oleh 
kelompok sasaran program. 
 Berdasar pola yang telah dikembangkan oleh Korten, dapat 
dipahami bahwa manakala tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur 
implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan 
apa yang diharapkan, jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan 
kelompok sasaran jelas, outputnya tidak mampu di manfaatkan. Oleh sebab 
itu jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan dalam 
melaksanakan tugas yang telah di syaratkan oleh program, maka 
organisasinya tidak mampu menyampaikan output program tersebut secara 
tepat. Sebaliknya, mana kala syarat yang telah di tetapkan organisasi 
pelaksana program tidak dapat di penuhi oleh kelompok sasaran maka 
kelompok sasaran tidak mendapat output program. Berdasarkan hal 
tersebut, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, sangat 






telah dibuat. Tiga model implementasi kebijakan publik yang berorientasi 
pada top down, yakni: (i) Model Brian W. Hogwood dan lewis A Gunn; (ii) 
Model Van Meter Van Horn; dan (iii) Model Daniel Mazmanian dan Paul A. 
Sabatier dalam Wahab (2007, h.16). 
 Studi dalam implementasi kebijakan menyepakati bahwa, model 
Mazmanian dan Sabatier dalam Wibawa (1994, h.9)  termasuk ke dalam 
model top-down yang paling maju, karena mampu mensintesiskan ide – ide 
dari model top-down dan bottom-up menjadi enam kondisi implementasi 
yang efektif, yakni; Pertama, Standar evaluasi dan sumber yang legal; 
Kedua, Teori kausal yang memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan 
memiliki teori yang akurat sebagaimana melakukan perubahan; Ketiga, 
Integrasi organisasi pelaksana dalam mengupayakan kepatuhan bagi 
pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran; Keempat, para pelaksana 
mempunyai komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan 
yang dimiliki untuk mewujudkan kebijakan; Kelima, dukungan dari 
kelompok – kelompok kepentingan dan kekuatan khususnya legislatif dan 
eksekutif; Keenam, perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak 
menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah 
teori kausal yang mendukung suatu kebijakan. 
 Mazmanian dan Sabatier memperkuat argumennya (lihat Islami; 
2001 h.18) menyebutkan bahwa terdapat enam syarat guna 
mengoptimalkan implementasi  kebijakan, yaitu; (1) Ada tujuan yang telah 
di tetapkan secara sah, jelas, dan konsisten; (2) Adanya landasan teori 






kebijakan yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok sasaran 
dengan tercapainya tujuan akir yang diinginkan; (3) Proses implementasi 
yang disusun secara legal guna mendorong kepatuhan para pejabat 
pelaksana serta kelompok sasaran; (4) Adanya komitmen dan kecakapan 
dalam hal politik dan manajerial, yang dimiliki oleh pejabat pelaksana untuk 
memanfaatkan sumber-sumber tercapainya tujuan kebijakan; (5) Adanya 
dukungan politik yang aktif dari para pemegang kekuasaan, eksekutif  dan 
legislatif serta kelompok kepentingan; (6) Prioritas pelaksanaan tujuan 
kebijakan tidak boleh terganggu oleh adanya kebijakan lain yang 
bertentangan atau adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang 
mengganggu secara substansial terhadap pelaksanaan teknis serta adanya 
dukungan politik dan teori sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan atau 
program yang ada. 
  Bila mana kondisi tersebut terpenuhi, tidak menutup kemungkinan 
bahwa implemntasi akan benar – benar berjalan efektif karena terdapat 
faktor- faktor lain yang perlu diperhatikan biasa disebut dengan sub-optimal 
condition, yaitu sebuah kondisi dimana legislatif dan eksekutif menghadapi; 
(i) Informasi yang tidak valid; (ii) Konflik tujuan dan kompleksifitas politik di 
legislatif; (iii) Kesulitan melakukan aktivitas terutama yang terkait dengan 
implementasi dan evaluasi yang disebabkan oleh tidak jelasnya masalah; 
(iv) Tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan; dan (v) Validitas, 
teknik, serta teori yang tidak memadai.  
Van Meter Van Horn menawarkan suatu modal dasar yang dilukiskan 






membentuk kegiatan (linkage) antara kebijakan dan kinerja 
performance.  Model ini seperti diungkapkan oleh Van meter Van 
horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-
variabel bebas dan Variabel terikat mengenai kepentingan 
kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan hubungan antara variabel 
variabel bebas.  Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa secara induktif 
kaitan yang mencakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis 
hipotesis yang dapat secara empirik.  Selain itu, indikator-indikator yang 
memuaskan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat 
dikumpulkan.  Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti 
ini, dalam pandangan Van Meter Van Horn, kita mempunyai harapan yang 
besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana 
keputusan dan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar 
mengumpulkan variabel bebas dan Variabel terikat dalam suatu cara yang 
semena-mena.  Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van meter Van 


















Gambar 3 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn 
 
2.2.5.1. Standart Dan Tujuan Kebijakan 
Variable ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor- 
faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn, 
identifikasi indicator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam 
analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai 
sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah 






menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di 
samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu 
sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Misalnya, 
pemerintah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan untuk para 
pengangguran dengan membuat beberapa proyek padat karya. Untuk 
menjelaskan apakah implementasi telah berhasil atau tidak, perlu 
ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas orang-orang 
yang dipekerjakan dan kemajuan proyek-proyek pembangunan yang 
berhubungan.  
Namun demikian, dalam banyak kasus kita menemukan beberapa 
kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua 
penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn untuk menjawab 
mengapa hal ini terjadi.  Pertama, mungkin disebabkan oleh bidang 
program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, mungkin 
akibat dari kekaburan- kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam 
pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Kadang kala 
kekaburan dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan sengaja 
diciptakan oleh pembuat keputusan agar dapat menjamin tanggapan positif 
dari orang-orang yang diserahi tanggung jawab implementasi pada tingkat 
- tingkat organisasi yang lain atau sistem penyampaian kebijakan.  
Dalam melakukan studi implementasi, tujuan -tujuan dan sasaran-
sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan 
ukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan 






ukuran dasar dari sasaran- sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-
pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam 
banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman 
program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan. 
2.2.5.2. Sumber-sumber Kebijakan 
Di samping ukuran- ukuran dasar dan sasaran- sasaran kebijakan, 
yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implemetasi kebijakan 
adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber – sumber layak mendapat 
perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 
Sumber- sumber yang dimaksud mencakup dana atau atau perangsang 
(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang 
efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, kita sering kali mendengar 
para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai 
cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. 
Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan 
menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.  
Empat faktor tambahan lain yang tercakup dalam model proses 
implementasi kebijakan seperti dikemukakan oleh Van Meter Van Horn 
adalah komunikasi antar organisasi dan kegiatan- kegiatan pelaksanaan, 
karakteristik-karakteristik badan- badan pelaksana; lingkungan ekonomi, 
social, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi 







2.2.5.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan 
Pelaksanaan  
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam 
kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian 
yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 
kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan 
konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan – tujuan tidak 
dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu 
dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat 
mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan itu.  
Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan 
suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke 
bawah suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, 
baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber 
informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten 
terhadap ukuran dasar dan tujuan atau sumber-sumber yang sama 
memberikan interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan 
menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-
maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van meter van Horn, prospek-
prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan 






konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
tersebut.  
Seturut dengan pendapat di atas, Korten dalam Tarigan (2000, h.19) 
membuat model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan 
menggunakan pendekatan proses pembelajaran. Model tersebut berfokus 
pada kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan 
program, yakni program itu sendiri, pelaksanaan program, serta kelompok 
sasaran program. Korten mengemukakan bahwa suatu program akan 
berhasil dilakukan jika tedapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi 
program yaitu ; (i) kesesuaian antara program dengan (pemanfaat), yakni 
kesesuaian antara apa yang telah di tawarkan oleh program dengan apa 
yang di butuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat), (ii) kesesuaian 
antara program dan organisasi pelaksana, yakni kesesuaian antara tugas 
yang menjadi syarat program dengan kemampuan organisasi pelaksana, 
(iii) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, 
yakni kesesuaian antara syarat yang disepakati organisasi, untuk dapat 
memperoleh output program dengan apa yang bisa dilakukan oleh 
kelompok sasaran program. 
2.2.5.4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 
 Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak 
karakteristik badan-badan administrative yang telah mempenaruhi 
pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan 
pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter Van Horn, maka 






diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang 
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potesial maupun nyata denga napa yang mereka miliki 
dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri 
struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak 
formal dari personel mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan 
kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta 
dalam sistem penyampaian kebijakan. Van Meter Van Horn 
mengetenghkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap 
suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:  
1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan 
2. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan – keputusan 
subunit dan proses-proses dalam badan-badan pengawasan.  
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di 
antara anggota-anggota legislative dan eksekutif).  
4. Tingkat komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan 
kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat 
kebebasan yang relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-
individu di luar organisasi. 
5. Vitalitas suatu organisasi. 
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “making 
decision” atau “implementors”.  






Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 
selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van meter Van horn. Dampak kondisi 
kondisi ekonomi,  sosial dan politik  pada kebijakan publik merupakan pusat 
perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.  Para pemilihan 
perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam 
mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil 
kebijakan.  sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi 
keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil,  namun 
menurut Van meter Van horn,  faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek 
yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.  
Untuk tujuan  ilustratif,  Van meter Van Horn mengusulkan agar kita 
memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai 
lingkungan ekonomi,  sosial dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau 
organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan.  
1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yuridiksi atau organisasi 
pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil? 
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi kondisi ekonomi dan sosial 
yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang 
bersangkutan? 
3. Apakah sifat pendapat umum,  bagaimana pentingnya isu kebijakan 
yang berhubungan? 







5.  Apakah sifat-sifat pengikut dari yuridiksi atau organisasi pelaksana; 
Apakah ada oposisi atau dukungan pengurus bagi kebijakan? 
6. Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi 
untuk mendukung atau menentang kebijakan? 
2.2.5.6. Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 
 
 Pada bab sebelumnya telah menyinggung sedikit mengenai 
pentingnya definisi dan persepsi dalam melihat masalah kebijakan. Pada 
tahap ini pengalaman pengalaman subektivitas individu memegang peran 
yang sangat besar. Van Meter Van Horn berpendapat bahwa setiap 
komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui 
persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut 
dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan 
pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan 
mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensif 
pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap nya 
penerimaan netralitas penolakan dan intensitas tanggapan itu.  
 Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran 
ukuran dasar dan tujuan tujuan kebijakan merupakan salah satu hal yang 
penting. Belum Tasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran 
terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa 
kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh 
Ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.  Dalam keadaan 






menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsi nya 
tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. 
 Arah kecenderungan kecenderungan pelaksana terhadap ukuran 
ukuran dasar dan tujuan - tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat 
penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan 
dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung dalam 
kebijakan kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap 
ukuran - ukuran dasar dan tujuan tujuan kebijakan yang diterima secara 
luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi Pendorong bagi 
implementasi kebijakan yang berhasil. Menurut Van Meter van Horn, ada 
beberapa alas an mengapa tujuan tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang 
orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, 
yakni: tujuan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin 
bertentangan dengan system nilai pribadi pribadi para pelaksana, kesetiaan 
Kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau 
karena hubungan hubungan yang ada dan yang lebih disenangi. Dengan 
gejala seperti ini, maka dapat dikatakan dengan Bahasa yang lebih singkat 
bahwa kelompok kelompok manusia menemui kesulitan untuk 
melaksanakan Tindakan Tindakan secara efektif karena mereka tidak 
mempunyai kepercayaan kepercayaan yang mendasari tidakan-tindakan 
tersebut. 
 Akhirnya, seperti diungkapkan oleh fun meter fun hon, intensitas 
kecenderungan kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja 






mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan - 
tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan 
mengundang perdebatan - bawahan mungkin menolak untuk berperan 
serta dalam program tersebut sama sekali. Selain itu, tingkah laku yang 
kurang kuat mungkin menyebabkan para pelaksana mengalihkan perhatian 
dan mengelak secara sembunyi – sembunyi. Dalam keadaan seperti ini, 
Van Meter Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran 
pengawasan dan pelaksanaan untuk menjelaskan perbedaan perbedaan 
ke aktifan implementasi. Oleh karena itu, para pengkaji belum mentasi 
kebijakan harus mengumpulkan banyak individu yang berasal dari unsur 
kecenderungan yang beragam.  
 Berdasar pola yang telah dikembangkan oleh Korten, dapat 
dipahami bahwa manakala tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur 
implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan 
apa yang diharapkan, jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan 
kelompok sasaran jelas, outputnya tidak mampu di manfaatkan. Oleh sebab 
itu jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan dalam 
melaksanakan tugas yang telah di syaratkan oleh program, maka 
organisasinya tidak mampu menyampaikan output program tersebut secara 
tepat. Sebaliknya, mana kala syarat yang telah di tetapkan organisasi 
pelaksana program tidak dapat di penuhi oleh kelompok sasaran maka 
kelompok sasaran tidak mendapat output program. Berdasarkan hal 
tersebut, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, sangat 






telah dibuat. Tiga model implementasi kebijakan publik yang berorientasi 
pada top down, yakni: (i) Model Brian W. Hogwood dan lewis A Gunn; (ii) 
Model Van Meter Van Horn; dan (iii) Model Daniel Mazmanian dan Paul A. 
Sabatier dalam Wahab (2007, h.16). 
 Studi dalam implementasi kebijakan menyepakati bahwa, model 
Mazmanian dan Sabatier dalam Wibawa (1994, h.9)  termasuk ke dalam 
model top-down yang paling maju, karena mampu mensintesiskan ide – ide 
dari model top-down dan bottom-up menjadi enam kondisi implementasi 
yang efektif, yakni; Pertama, Standar evaluasi dan sumber yang legal; 
Kedua, Teori kausal yang memadai sehingga menjamin bahwa kebijakan 
memiliki teori yang akurat sebagaimana melakukan perubahan; Ketiga, 
Integrasi organisasi pelaksana dalam mengupayakan kepatuhan bagi 
pelaksana kebijakan serta kelompok sasaran; Keempat, para pelaksana 
mempunyai komitmen dan keterampilan dalam menerapkan kebebasan 
yang dimiliki untuk mewujudkan kebijakan; Kelima, dukungan dari 
kelompok – kelompok kepentingan dan kekuatan khususnya legislatif dan 
eksekutif; Keenam, perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak 
menghilangkan dukungan kelompok dan kekuasaan atau memperlemah 
teori kausal yang mendukung suatu kebijakan. 
 Mazmanian dan Sabatier memperkuat argumennya (lihat Islami; 
2001 h.18) menyebutkan bahwa terdapat enam syarat guna 
mengoptimalkan implementasi  kebijakan, yaitu; (1) Ada tujuan yang telah 
di tetapkan secara sah, jelas, dan konsisten; (2) Adanya landasan teori 






kebijakan yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok sasaran 
dengan tercapainya tujuan akir yang diinginkan; (3) Proses implementasi 
yang disusun secara legal guna mendorong kepatuhan para pejabat 
pelaksana serta kelompok sasaran; (4) Adanya komitmen dan kecakapan 
dalam hal politik dan manajerial, yang dimiliki oleh pejabat pelaksana untuk 
memanfaatkan sumber-sumber tercapainya tujuan kebijakan; (5) Adanya 
dukungan politik yang aktif dari para pemegang kekuasaan, eksekutif  dan 
legislatif serta kelompok kepentingan; (6) Prioritas pelaksanaan tujuan 
kebijakan tidak boleh terganggu oleh adanya kebijakan lain yang 
bertentangan atau adanya perubahan kondisi sosial ekonomi yang 
mengganggu secara substansial terhadap pelaksanaan teknis serta adanya 
dukungan politik dan teori sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan atau 
program yang ada. 
  Bila mana kondisi tersebut terpenuhi, tidak menutup kemungkinan 
bahwa implemntasi akan benar – benar berjalan efektif karena terdapat 
faktor- faktor lain yang perlu diperhatikan biasa disebut dengan sub-optimal 
condition, yaitu sebuah kondisi dimana legislatif dan eksekutif menghadapi; 
(i) Informasi yang tidak valid; (ii) Konflik tujuan dan kompleksifitas politik di 
legislatif; (iii) Kesulitan melakukan aktivitas terutama yang terkait dengan 
implementasi dan evaluasi yang disebabkan oleh tidak jelasnya masalah; 
(iv) Tidak adanya dukungan dari kelompok kepentingan; dan (v) Validitas, 








2.3.   Peran  
 
2.3.1. Definisi peran  
Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia“ mempunyai 
arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan 
dimilikioleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran 
yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 
seseorangmelakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara 
kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada 
yang lain dan sebaliknya. 
2.3.2. Teori peran 
Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 
berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori 
peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan 
antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari 
dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang 
tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 
berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215). Teori peran adalah 
perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian 
besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial 
(misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, 







Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi 
sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa 
yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan 
peran merupakan pamahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku 
dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai 
peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan 
lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan 
peran tersebut. 
 Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi 
peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:  
1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;  
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;  
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;  
4. Kaitan antar orang dan perilaku.  
Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan 
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 
suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono 
(2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang 
membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan 
tertentu. 
 Hal ini senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisakan 
bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa 






posisi. Suhardono dalam Patoni (2007:40), mengungkapkan bahwa peran 
dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: 
konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki 
hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman 
Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang 
disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas 
dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran 
dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 
menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki 
jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang 
didudukinya tersebut. Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan 
selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam 
masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat 
kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran 
merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki 
suatu status tertentu tersebut (Mahmud, 2012:109).  
2.3.3. Peran Aktor Implementasi Kebijakan 
Thompson dalam Kadir (2014:51) mengungkapkan bahwa peran 
aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh 
kekuatan (power) dan kepentingan (interest) yang dimiliki oleh aktor 
tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu:  
• Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) yang tinggi tetapi 
memiliki kekuatan (power) yang rendah diklasifikasikan sebagai 






pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan 
membentuk aliansi dengan aktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat 
membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga 
dengan baik.  
• Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) 
yang tinggi diklasifikasikan sebagai Pemain Kunci (Key Players). 
Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam 
mengevaluasi strategi baru.  
• Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) dan kekuatan (power) 
yang rendah diklasifikasikan pengikut lain, untuk melibatkan aktor ini 
lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya 
berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor 
dan dijalin komunikasi dengan baik.  
• Aktor dengan tingkat kepentingan (interest) yang rendah tetapi 
memiliki kekuatan (power) yang tinggi diklasifikasikan sebagai 
pendukung (contest setters). Aktor ini dapat mendatangkan resiko 
sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik. 
Aktor ini dapat berubah menjadi key players karena suatu peristiwa. 
Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu segala 
informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka 
dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Sebagaimana 
dinyatakan terdahulu bahwa keterlibatan aktor dalam proses 
kebijakan tidaklah bebas Nilai atau bebas dari kepentingan. Nilai 






aktor baik yang berasal dari kalangan pemerintah atau 
nonpemerintah terlibat dengan persoalan nilai dalam proses 
kebijakan (Islamy,2000). 
2.4.   Pembangunan Pertanian 
  
 Ciri-ciri, prinsip dan tahapan pembangunan pertanian 
sektor pertanian di Indonesia memang cukup strategis dan mempunyai 
keunggulan komparatif (soekartawi dkk, 1993: 3) karena hal-hal sebagai 
berikut:  1. Lokasinya di daerah khatulistiwa sehingga perbedaan musim 
menjadi jelas dan periodenya relatif lama 2. Lokasinya kaya dengan sinar 
matahari yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis 3. Lokasinya 
mempunyai curah hujan dan irigasi relatif memadai 4. Lokasinya cukup 
aman dari bencana bencana dahsyat 5. Adanya politik pemerintah 
sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor 
pertanian.  
 Terdapat ciri-ciri unik pada pertanian yang membawa implikasi 
penting dalam pembangunan pertanian berdasarkan sifat proses biologis 
produksi pertanian (Hanafi, 2010: 47): 
1. Semua jenis pertanian tanaman memerlukan input fisik hampir 
serupa. 
2. Pertanian harus tetap terpencar.  
3. Aspek sumber daya alam. 
4. Waktu untuk melancarkan suatu operasi usaha tani harus 






5. Faktor waktu Pada pertumbuhan tanaman dan hewan mendorong 
adanya keanekaragaman dalam pertanian 
6. Interaksi yang amat kuat antara berbagai faktor fisik dan non fisik. 
7. Kepanjangan Usahawan dan buruh tani harus memiliki keterampilan 
yang lebih luas daripada pekerja pabrik.  
8. Usaha tani dalam ukuran kecil yang lemah secara ekonomi dan 
pengusaha secara tradisional. 
9. Komunikasi dua arah yang efektif antara aspirasi petani dan 
informasi birokrasi. 
10. Musim panen dan luar panen menyebabkan perlunya teknologi 
penyimpanan. 
11. Unit produksi dan unit konsumsi tidak dapat dipisahkan. 
12. Pertanian yang progresif selalu berubah. 
 Dalam upaya pembangunan pertanian terdapat 2 prinsip yang harus 
diperhatikan (AT Mosher dalam Sutanto, 2006:88).  
1. Comparative advantages  
 Prinsip ini ini dimaksudkan untuk memanfaatkan keuntungan-
keuntungan ekonomis suatu wilayah geografis dalam kaitan dengan 
pembandingan masyarakat, ketinggian tempat, kesuburan 
tanah, ketersediaan air, jenis komoditas, kedekatan serta besarnya 
peluang pasar yang bisa dijangkau dan kemudahan transportasi.  
2. Competitive advantages 
 Prinsip ini dimaksudkan untuk penetapan keunggulan yang bisa 






dihasilkannya.  Keunggulan diartikan secara ekonomis yakni mampu 
menghasilkan keuntungan yang besar.  
  Ada tiga tahap perkembangan pembangunan pertanian.   Tahap 
pertama adalah ah pertanian tradisional yang produktivitasnya 
rendah.  Tahap kedua adalah tahap pangan keanekaragaman produk 
pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah ada yang 
dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih 
rendah.  Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian 
modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh 
pemakaian modal dan teknologi yang yang canggih.  Pada tahap ini produk 
pertanian seluruhnya ditunjukkan untuk melayani keperluan pasar 
komersial.  
 Modernisasi pertanian dari tahap tradisional (subsisten) menuju 
pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan 
kembali struktur ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian 
yang baru.  Kita telah mengetahui bahwa dalam mayoritas masyarakat 
tradisional, pertanian bukanlah hanya sekedar kegiatan ekonomi 
saja, tetapi sudah merupakan bagian dari cara hidup mereka.  Setiap 
pemerintah yang berusaha mentransformasi pertanian tradisional haruslah 
menyadari bahwa pemahaman akan perubahan-perubahan yang 
mempengaruhi seluruh kehidupan sosial, politik dan kelembagaan 
masyarakat pedesaan sangat penting.  Tanpa adanya perubahan-
perubahan seperti itu, pembangunan pertanian tidak akan pernah bisa 






1. Pertanian tradisional (subsisten) 
 Dalam pertanian tradisional, produksi pertanian dan konsumsi sama 
banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja yang merupakan 
sumber pokok bahan makanan.  Produksi dan produktivitas rendah karena 
hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Penggunaan 
modal yang minim, sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan 
faktor produksi yang dominan.  
 Pada tahap ini hukum penurunan hasil (Law of Diminishing 
Return) berlaku.  Hal yang ditakuti oleh petani adalah gagal panen, kurang 
suburnya tanah atau pemerasan oleh rentenir.  Tenaga kerja banyak 
menganggur, teknologi sangat terbatas dan sederhana, sistem 
kelembagaan sosial yang kaku, pasar-pasar terpencar jauh, serta kurang 
memadainya jaringan komunikasi.  Pertanian tradisional bersifat tidak 
menentu.  Dengan keadaan yang penuh resiko dan ketidakpastian 
pertanian berpindah ke sistem yang baru karena takut gagal panen.  Yang 
terpenting bagi mereka mempertahankan hidup dari pada usaha 
memaksimalkan produk pertaniannya.  
2. Tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern 
 Jika mentransformasikan secara cepat suatu sistem pertanian 
tradisional ke modern (komersial) merupakan tindakan yang tidak 
realistis.  Upaya mengenalkan perdagangan dalam pertanian tradisional 
seringkali gagal dalam membantu petani meningkatkan kehidupannya, 
karena perdagangan lebih mengundang risiko fluktuasi harga.  Oleh karena 






langkah pertama yang cukup logis dalam masa transisi dari pertanian 
tradisional ke pertanian modern.  Pada tahap ini, produk pertanian mulai 
kaya dengan jenis berbagai produk pertanian.  Terdapat pemakaian alat 
sederhana seperti, CCTV untuk memantau peternakan, penggunaan bibit 
yang unggul, serta irigasi yang baik bisa meningkatkan produk 
pertanian.  Keberhasilan atau kegagalan usaha usaha untuk 
mentransformasikan pertanian tradisional tidak hanya tergantung pada 
keterampilan dan kemauan para petani dalam meningkatkan 
produktivitasnya, tetapi juga tergantung pada kondisi kondisi sosial 
komersial dan kelembagaannya.  
3. Pertanian modern  
 Modern atau dikenal juga dengan istilah pertanian spesialisasi 
menggambarkan tingkat pertanian paling maju.  Keadaan demikian bisa 
kita lihat di negara-negara industri yang sudah maju.  Pertanyaan 
spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap dan sejalan dengan 
pembangunan yang menyeluruh di bidang-bidang lain dalam ekonomi 
nasional.  Kenaikan standar hidup, kemajuan biologis dan teknologis serta 
perluasan pasar pasar nasional dan internasional merupakan motor yang 
penting bagi pembangunan ekonomi nasional.  
  Keadaan atau gambaran umum dari pertanian modern. Beratnya 
ada pada salah satu jenis produk pertanian tertentu, menggunakan 
intensifikasi modal dan pada umumnya berprofesi dengan teknologi yang 
hemat tenaga serta memperhatikan skala ekonomis yang efisien (economy 






keuntungan tertentu.  Untuk mencapai semua tujuan, pertanian modern 
praktis tidak berbeda dalam konsep atau operasinya dengan perusahaan 
industri yang besar.  Sistem pertanian modern yang demikian itu sekarang 
ini dikenal dengan agribisnis (Arsyad, 2004:  329- 333).  
2.4.1.  Dimensi dan strategi pembangunan pertanian 
Beberapa pendapat di atas Arifin (2005: 13) Menjelaskan tiga 
dimensi penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan 
pertanian, yaitu:  
1. Dimensi pertumbuhan pertanian 
 Strategi yang digunakan dalam dimensi ini meliputi: 1.  Inovasi, 
sistem penelitian,  pengembangan,  dan penyuluhan pertanian (swasta dan 
pemerintah)  yang menghasilkan dan menyebarluaskan teknologi baru 
untuk meningkatkan produktivitas; 2.  Infrastruktur yang memadai 
khususnya jalan,  transportasi, dan irigasi; 3.  Input,  sistem pengadaan dan 
distribusi pelayanan pertanian yang efisien,  sistem kelembagaan pasar 
yang efisien dan membawa Petani dalam memperoleh akses memadai 
terhadap pasar domestik dan pasar dunia,  serta sistem kelembagaan dan 
pasar yang mampu memberikan pelayanan pokok,  terutama yang tidak 
dapat dilakukan oleh sekolah swasta; 5.  Insentif,  sistem insentif dan 
kebijakan makro,  perdagangan dan sektoral lain yang tidak mengganggu 
sektor pertanian.  
2. Dimensi pemerataan dan pengentasan kemiskinan. 
 Strategi yang digunakan dalam dimensi ini meliputi: 1.  Fungsi 






rumahtangga petani sebagai kelompok sasaran; 
2.  Pelaksanaan   landreform dengan program redistribusi berbasis pasar. 
3.  Investasi sumber daya manusia di pedesaan. 4.  Peranan Wanita dalam 
pertanian dan kegiatan rumah tangga; 5.  Partisipasi masyarakat pedesaan 
dalam pengambilan keputusan; 6. Pengembangan secara aktif 
perekonomian pedesaan dan usaha tani.  
3. Dimensi keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup 
 Strategi yang digunakan dalam dimensi ini meliputi:1)Berikan 
prioritas pada daerah terbelakang walaupun kondisi sumber daya di daerah 
tersebut tidak cukup baik; 2)Jelaskan pengertian bernuansa keberlanjutan 
lingkungan hidup tentang teknologi pertanian, 3) tingkatkan hak dan 
kepemilikan petani terhadap sumber daya alamnya; 4)  tingkatkan 
pengelolaan sumber daya milik bersama  (common property resources); 5. 
Selesaikan masalah eksternalitas yang masih menggantung melalui sistem 
perpajakan yang optimal; 6)  tingkatkan kerja institusi pemerintah terkait 
yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan sumber daya alam; 7) 
perbaiki distorsi harga yang memungkinkan penggunaan faktor produksi 
secara berlebihan;  dan 8)  ciptakan sistem monitoring sumber daya alam 
untuk mengetahui dan memantau perubahan yang terjadi.  
 Terdapat 4 macam strategi pembangunan pertanian (Agriculture 
development strategy) menurut Korten dan Alfonso dalam Suryono (2010: 
121- 122) yaitu: 1) strategi pertumbuhan (growth strategy) berusaha 
mencapai kenaikan yang tepat dalam nilai tambah ekonomi hasil pertanian 






modern dan petani besar yang dianggap memiliki padat modal dan mampu 
memanfaatkan teknologi. Orientasinya adalah memprodusir batas 
keuntungan marginal yang paling besar terutama dalam hal menghasilkan 
konsumsi elit dan komoditi ekspor; 2) strategi kesejahteraan (welfare 
strategy) bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat, baik melalui sektor 
pertanian maupun sektor-sektor lainnya.  Ciri yang menonjol bawah 
bantuan atau subsidi pemerintah dianggap bersifat pemberian cuma-cuma 
(charity),  dengan asumsi bahwa masyarakat miskin itu tidak memiliki 
kemampuan untuk menentukan apa yang mereka kehendaki (felt need); 
3)  strategi jawaban (respons  strategy)  merupakan jalan keluar terhadap 
kelemahan strategi kesejahteraan  yang mana fungsi pemerintah hanya 
memberikan respons (dukungan)  terhadap kebutuhan-kebutuhan yang 
dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan suntikan dana yang 
diharapkan  mampu mendorong masyarakat untuk mencapai apa yang 
dikehendaki; dan 4) anne-marie strategi menyeluruh (holistic 
strategy)  memiliki tujuan yang beragam dan bersifat kompleks dengan 
sasaran pokok menciptakan keadilan,  pemerataan,  dan partisipasi dalam 
proses pembangunan.  Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, birokrasi 
pemerintah harus memiliki pengembangan kemampuan intervensi sosial.  
2.4.2. Sistem Pembangunan Pertanian  
 Berikut beberapa pendapat beberapa ahli yang melihat 
pembangunan pertanian sebagai masalah sistem dan strategi 
pengembangannya:  






 syarat pokok esensial pembangunan pertanian menurut mosher (1987: 79) 
adalah 
1. Pasaran untuk hasil usaha tani 
 Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi hasil-hasil 
usaha tani.  Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan 
harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang akan 
dikeluarkan petani sewaktu memproduksinya.  Di dalam memasarkan hasil 
hasil produk pertanian ini diperlukan adanya permintaan (demand) akan 
hasil-hasil pertanian tersebut, sistem pemasaran pertanian dan 
kepercayaan para petani pada sistem pemasaran tersebut.  
2. Teknologi yang senantiasa berkembang 
 Meningkatnya produksi pertanian diakibatkan oleh pemakaian cara-
cara atau teknik-teknik baru di dalam usaha tani.  Memang tidaklah 
mungkin untuk memperoleh hasil yang banyak hanya menggunakan 
tanaman dan hewan itu-itu saja, menggunakan tanah yang lama nama dan 
dengan cara yang tetap seperti dulu.  
  Teknologi pertanian berarti cara-cara bertani.  Didalamnya termasuk 
cara-cara Bagaimana cara petani menyebarkan benih, memelihara 
tanaman dan memungut hasil serta memelihara ternak.  Agar 
pembangunan pertanian dapat berjalan terus haruslah terjadi 
perubahan.  Apabila perubahan ini terhenti maka pembangunan pertanian 
pun terhenti.  Produk terhenti kenaikannya bahkan dapat menurun karena 
merosotnya kesuburan tanah atau karena kerusakan yang semakin 






3. Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal 
  Sebagian besar metode baru yang dapat meningkatkan produksi 
pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi 
yang khusus oleh para petani.  Diantaranya termasuk bibit, pupuk, obat-
obatan pemberantasan hama, makanan dan obat ternak.  Pembangunan 
pertanian memerlukan ke semua faktor di atas yang tersedia di berbagai 
tempat dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap 
petani yang mungkin mau menggunakannya.  
4. Perangsang produksi bagi petani 
Teknologi yang lebih maju, pasar yang mudah dan Tersedianya bahan-
bahan dan alat-alat produksi, kesemuanya memberikan kesempatan 
kepada para petani untuk menaikkan produksi, akan tetapi timbul 
pertanyaan Apakah petani mau menggunakan kesempatan tersebut? 
 Para petani, sebagai orang yang menginginkan kehidupan yang 
layak bagi dirinya dan keluarganya tentu ia harus berusaha untuk mencapai 
tujuan-tujuannya tersebut dengan usaha taninya.  Faktor perangsang 
utama yang membuat petani bergairah untuk meningkatkan produksinya 
adalah perangsang yang bersifat ekonomis.  Faktor perangsang tersebut 
adalah harga hasil produksi pertanian yang menguntungkan, yang wajar 
dan Tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk 
keluarganya.  
5. Terjadinya pengangkutan yang lancar dan kontinyu 
Syarat mutlak kelima adalah pengangkutan. Tanpa pengangkutan yang 






2.5. Kerangka Berfikir Penelitian 
 Salah satu masalah bidang pertanian yang dihadapi Pemerintah 
Indonesia, saat ini adalah para petani yang didominasi berusia tua. Jamak 
diketahui, menjadi petani bukan lagi sebuah pekerjaan menarik di kalangan 
muda. Sangat sedikit sekali anak-anak muda yang lulus sarjana, 
berkeinginan menjadi petani. Bahkan, kalau diadakan sebuah survei 
tentang cita-cita atau pekerjaan idaman pada masa depan, pasti jawaban 
menjadi petani akan berada di nomor urut sekian atau bahkan tidak masuk 
daftar sama sekali. Kondisi itu merupakan sebuah fakta yang benar-benar 
terjadi.  
 Kementerian Pertanian sebagai institusi yang menangani urusan 
pertanian mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan 
pertanian dan termasuk salah satu institusi yang bertanggungjawab 
terhadap ketersediaan pangan dalam rangka mendukung pengembangan 
dan meningkatkan jumlah petani milenial yang bertujuan untuk 
menyediakan ketahanan pangan bagi negara. Hal ini dapat dilihat dalam 
peraturan menteri pertanian No. 4 tahun 2019 tentang Gerakan 
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan 
Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 09 Tahun 2019. Sebagaimana peraturan ini untuk membangun 
sumber daya manusia pertanian yang professional, mandiri, dan berdaya 
saing serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.  
 Pembinaan sumberdaya manusia pada sektor pertanian saat ini 






dalam hal mutu sumberdaya manusia (SDM). Tuntutan pembinaan mutu 
SDM tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi 
persaingan global, di mana dalam kondisi tersebut akan mendorong 
semakin tingginya mobilitas tenaga kerja sektor pertanian antar negara.  
 Alur pemikiran dalam penelitian ini diawali oleh permasalahan 
mendasar yaitu kurangnya minat generasi milenial dalam sektor pertanian 
dan menurunnya jumlah petani di Indonesia serta menyisakan petani yang 
di dominasi usia tua. Keberlanjutan pertanian dalam menyediakan pangan 
sangat tergantung pada SDM pertanian. Salah satu kebijakan dalam 
meningkatkan produksi pertanian adalah pengembangan sumberdaya 
manusia (SDM). Pengembangan SDM penting karena SDM tidak hanya 
sekedar faktor produksi melainkan pelaku langsung dari pembangunan 
pertanian.  
 Kementerian pertanian melihat adanya potensi besar yang bisa 
dikembangkan di lingkungan pondok pesantren. Potensi untuk regenerasi 
petani dari Pondok Pesantren sangat dimungkinkan, terlebih saat ini banyak 
orang tua mempercayakan pendidikan di Pondok Pesantren Modern atau 
Boardingschool. Dengan melihat potensi yang begitu besar di lingkungan 
pondok pesantren, Kementerian pertanian membuat suatu kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial di bidang pertanian (KSTM) yang 
mendorong agar generasi milenial khususnya santri terjun di bidang 
pertanian melalui pendekatan kelompok. Kebijakan ini mengacu pada 






pembangunan sumber daya manusia pertanian menuju lumbung pangan 
dunia 2045 yang selanjutnya disebut gerakan pembangunan SDM 
pertanian adalah upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber 
daya manusia pertanian untuk mendukung Indonesia menjadi lumbung 
pangan dunia 2045 dan akselerasi pertumbuhan ekonomi 
 Dari permaparan di atas tersebut peneliti ingin menganalisa 
bagaimana implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani 
milenial di bidang pertanian dan bagaimana peran aktor dalam 
melaksanakan implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani 
milenial serta faktor pendukung dan penghambatnya. Peneliti 
menggunakan teori Van Meter Van Horn, model ini menjelaskan bahwa 
proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang 
saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:  
1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Ukuran 
dan Tujuan kebijakan KSTM dimaksudkan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial. KSTM juga 
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri tani milenial 
untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok. 
Pelaksana di BBPP Kota Batu maupun di pondok pesantren 
memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Pemahaman 
implementor tentang kebijakan akan mempengaruhi sikapnya 
terhadap kebijakan. Kebijakan ini juga dirasakan cukup realistis 
untuk dilaksanakan karena pada dasarnya urusan-urusan yang 






ditunjuk oleh kementan untuk menjadi penanggung jawab 
pelaksanaan di 70 pesantren. 
2) Sumber daya, Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung 
pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
implementasi kebijakan adalah sember data manusia, finansial, dan 
waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam 
penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.  
3) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Hal yang perlu diperhatikan 
guna menilai kinerja implementasi kebijakan penumbuhan kelompok 
santri tani milenial adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut 
mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, 
ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber 
masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, 
upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan 
eksternal yang kondusifKarakteristik organisasi pelaksana,  
4) Sikap para pelaksana, Sikap Kecenderungan pelaksana kebijakan di 
BBPP Kota Batu, maupun di lingkungan pondok pesantran 
memahami maksud dan tujuan kebijakan KSTM dilaksanakan. 
Walau menyatakan dengan cara yang berbeda, namun bisa 
diketahui bahwa pelaksana mengetahui arah maupun tujuan 
kebijakan ini diterbitkan. 
5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 






dalam implementasi kebijakan khususnya komunikasi antara BBPP 
Kota Batu dan pondok pesantren di mana ada kesinambungan 
antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan sasaran sehingga 
kebijakan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran, aspek 
Sumberdaya, terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya 
anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumber daya informasi.  
6)  Karakteristik lembaga pelaksana, Karakteristik organisasi 
pelaksana ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat 
dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dari para agen pelaksana. 
Dalam hal ini misalnya Kementerian Pertanian (Kementan) mengatur 
penggunaan anggaran dengan satker yang telah di tunjuk seperti 
BBPP Kota Batu, pesantren-pesantren yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial 
juga ikut serta berkontribusi dalam setiap tahapan sosialisasi, 
verifikasi, validasi dan pelaksaan di pondok pesantren masing-
masing.  
 Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah sebagai 
leading sector dalam pelaksanaan kebijakan, stakeholder terkait serta  
pondok pesantren maka akan muncul kolaborasi khususnya dalam hal 
pembangunan sumber daya manusia di bidang pertanian, dimana pelibatan 
santri mutlak di perlukan sebagai subyek dari pembangunan manuasia itu 
sendiri. Melalui mekanisme pendekatan kelompok maka kebijakan KSTM 
ini diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas SDM milenial di pondok 






bidang pertanian dan memberikan kesempatan kepada santri tani milenial 
untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok.  
 Setelah menjabarkan secara verbal, penjelasan mengenai alur 















3.1. Jenis Penelitian 
 Dalam penelitian ini jika dilihat dari judul dan latar belakang yang 
bersifat deduktif dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui 
bagaimana Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok Santri Tani 
Milenial di Bidang pertanian dengan Metode Kualitatif Deskriptif, dalam 
penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah, Bagaimana 
Implementasi Kebijakan KSTM, Peran kerja sama aktor untuk 
meningkatkan kompetensi santri tani milenial di bidang pertanian, maka 
jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif (berdasarkan tingkat eksplanasi), dengan 
menggunakan policy research (berdasarkan metode penelitian kebijakan) 
yang fokus pada studi kasus implementasi suatu kebijakan pemerintah. 
Maksud dari fokus studi secara deskriptif adalah dengan menggambarkan 
fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun 
rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, dan 
saling keterkaitan antara kegiatan dan faktor pendukung dan faktor 
penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok Santri 
tani Milenial di Bidang Pertanian. 
 Menurut Nazir (2005), penelitian deskriptif adalah suatu metode 
dalam meneliti status sekelompok manusia, objek suatu set kondisi, suatu 
system pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 






atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.  
 Demikian juga menurut Sukmadinata (2011), penelitian kualitatif 
deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan 
fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun 
rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, dan 
saling keterkaitan antara kegiatan. Dalam penelitian Deskriptif ini juga tidak 
memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variable-
variabel yang diteliti, murni hanya menggambarkan situasi yang apa 
adanya. Perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
 Berdasarkan dari pernyataan beberapa ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada deskriptif yaitu rangkaian 
kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa dalam 
kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna, yang merupakan 
penelitian kualitatif. Menurut Bogdan and Biklen dikutip Sugiyono (2009) 
menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :  
• Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung 
ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.   
• Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 
berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 
angka.   
• Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk.  






• Penekanan kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik 
yang  teramati).   
 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin memperoleh gambaran yang 
mendalam tentang Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok Santri 
tani Milenial di Bidang Pertanian sebagaimana kebijakan yang mendasari 
yaitu Peraturan Kementan No 09 Tahun 2019, tentang Pedoman Gerakan 
Pembengunan Sumber Daya Manusia Menuju Lumbung Pangan Dunia 
2045. Setelah peneliti memperoleh gambaran tentang potensi kerentanan 
peneliti juga menganganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung 
yang dihadapi di lapangan sehingga diharapkan lebih jauh dapat dibuat 
rekomedasi dan kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Penumbuhan 
Kelompok Santri tani Milenial di Bidang Pertanian seperti apa yang 
diharapkan sehingga proses kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Peneliti berupaya mendeskripsikan, menguraikan, 
menginterpretasikan permasalahan serta mengambil kesimpulan dari 
permasalahan tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan Sugiyono (2009) 
yang menyatakan:  
“Bila dilihat dari level of explanation, penelitian kualitatif bisa 
menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran 
yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, 
komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial yang satu ke status 
sosial yang lainnya atau dari waktu tertentu ke waktu yang lain, atau 
dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu 
dengan aspek yang lain, dan dapat menemukan hipotesis atau teori. 
Hasil penelitian kualitatif yang tertinggi kalau sudah dapat 
menemukan teori, atau hukum-hukum, dan paling rendah kalau 







 Potensi penumbuhan kelompok santri tani dapat dilihat dari 
pemetaan kerentanan baik dari sisi sumber daya, lingkungan, sikap 
pelaksana. Peneliti akan menganalisis Implementasi Kebijakan 
Penumbuhan Kelompok Santri tani Milenial di Bidang Pertanian disini akan 
dikhususkan pada BBPP Kota Batu selaku satker yang di tunjuk oleh 
Kementrerian Pertanian untuk menjadi penanggung jawab 70 KSTM di 3 
daerah yaitu Sidoarjo, Sampang, Pamekasan. Meskipun mungkin masih 
ada stakeholder lain yang terkait, namun peneliti berupaya memetakan 
stakeholder yang berkaitan langsung dengan kebijakan kelompok santri 
tani milenial. Berdasarakan ciri policy research maka studi dengan 
pendekatan deskriptif ini berdasarkan data rekam stakeholder yang terkait 
mengenai penumbuhan kelompok santri tani yang terus dilakukan termasuk 
untuk melakukan berbagai tindakan preventif baik secara struktural dan non 
struktural sesuai dengan Peraturan Kementrian no 09 tahun 2019, 
termasuk membentuk tim pelaksana kegiatan yang telah bersinergi antar 
stakeholder satu sama lain membentuk kerangka regulasi bagi kegiatan 
agar sesuai dengan tujuan.  
3.2. Fokus Penelitian 
Menarik minat generasi muda menjadi petani adalah dengan 
melakukan pengembangan pada generasi milenial melalui pesantren- 
pesantren di indonesia. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kopetensi 
dalam rangka penumbuhan (KTSM) kelompok santri milenial. Selain 
diharapkan terjadi peningkatan kompetensi, para santri bisa bergabung 






pertanian dan pengembangan usaha. Kebijakan santri milenial ini bisa 
mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya dari sektor 
pertanian. Kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam 
peningkatan kualitas sumber daya manusia.  
Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan 
sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran 
secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Fokus pada dasarnya 
adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui 
pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun 
kepustakaan lainnya”. Adapun fokus penelitian ini menggunakan konsep 
Van Meter Van Horn adalah: 
1. Kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di bidang 
pertanian merupakan media pembelajaran di bidang pertanian yang 
bertujuan memberikan kesempatan kepada santri tani milenial untuk 
mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok guna 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani 
milenial. Adapun pelaksanaannya meliputi:  
• Koordinasi dan sosialisasi kegiatan pertanian di instansi dan 
pondok pesantren,  
• Identifikasi calon petani calon lokasi (CPCL) KTSM,  
• Verivikasi, validasi dan penetapan KSTM dan pelaksanaan 
bimbingan teknis.  
 Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial 






a. Standar dan tujuan kebijakan, konsisten dengan standar 
tujuan utama dan pengukuran kebijakan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang 
pertanian melalui pendekatan kelompok. 
b. Ketersediaan sumber daya yang menjadi faktor yang 
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan KSTM, 
meliputi; sumber daya manusia yang diwakili oleh aktor yang 
terlibat, waktu, angaran, dan faktor pendukung. 
c. Kondisi lingkungan ekonomi dan sosial yang ada untuk 
merespons kebijakan Kelompok Santri Tani Milenial. 
2. Peran kerja sama aktor untuk meningkatkan kompetensi santri tani 
milenial di bidang pertanian menurut Van Meter Van Horn, meliputi:  
a. Sikap pelaksana kebijakan yang akan diidentifikasi dengan 
memeriksa upaya kerja sama antar aktor untuk mendukung 
peningkatan kompetensi santri tani milenial di bidang 
pertanian.  
b. Karakteristik lembaga pelaksana meliputi BBPP, kerja sama 
sub-regional, kepala lembaga pemerintah, dan pemilik 
Pondok Pesantren.  
c. Komunikasi organisasional antar aktor, yang 
dimanifestasikan oleh koordinasi antar aktor sebagai 
pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, dalam 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di 






3. Faktor-faktor baik pendukung maupun penghambat yang 
memengaruhi proses implementasi kebijakan KTSM dari teori serta 
wawancara mendalam dengan key informan yang telah ditentukan 
oleh peneliti yaitu fenomena empiris yang terjadi pada BBPP (Balai 
Besar Pelatihan Peternakan) kota Batu selaku satker kebijakan 
KTSM di bidang pertanian.  
3.3. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi dan situs penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan 
keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Pemilihan lokasi ini 
mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam menggali, memproses, 
dan mengungkapkan data lapangan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian di Balai Besar 
Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu. Pemilihan situs penelitihan ini 
juga berdasarkan pertimbangan kesesuaian subtansi penelitian dengan 
situs penelitian.  
Situs dalam penelitian ini adalah di Balai Besar Pelatihan 
Peternakan. Adapun dasar pertimbangan dalam penetapan situs 
penelitian ini adalah dikarenakan Balai Besar Pelatihan Peternakan 
(BBPP) Batu memegang peran strategis dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan. Sebagai unit 
pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 
Kementerian Pertanian, BBPP Batu memainkan perannya dengan 
menggelar pelatihan bagi aparatur maupun non aparatur, termasuk petani, 






profesional serta kurikulum terkini, BBPP Batu berupaya menjawab 
kebutuhan para petani dan peternak. Tercatat beberapa kali lembaga 
menjalin kerja sama dengan instansi dan perusahaan berskala nasional 
maupun internasional. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Balai Besar 
Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu yaitu melaksanakan dan 
mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di 
bidang peternakan bagi Aparartur dan Non Aparatur.   
3.4. Jenis dan Sumber Data 
 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 
pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang 
dimaksud sumber data menurut Lofland dan Lofland dalam Herdianysah 
(2011:99) mengatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen dan lain-lain”. Berkaitan dengan hal ini terdapat dua jenis 
sumber data yang ada, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti 
secara langsung dari sumbernya. Sumber data dari jenis ini 
diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek 
penelitian melalui wawancara mendalam (in-depth interview) 
kepada staf atau pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota 
Batu (purposive sampling). Data primer ini merupakan jawaban 
berupa opini yang objektif berupa keterangan pribadi narasumber 






snow ball sampling, dalam hal ini yang menjadi narasumber 
wawancara dalam penelitian ini adalah narasumber yang 
berkompeten dalam menjawab disetiap indikator yang ada, yaitu: 
a. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu (Dr. Wasis 
Sarjono, S.Pt. M.Si) 
b. Kepala Bidang Evaluasi Program Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu (Ibu Nurul khomariah, S.Sos, MSi) 
c. Staf Bidang Pelatihan Pelatihan Peternakan. (Muhammad Jafar, 
S.Kom dan Sri Suprihati Ningsih, S.ST) 
d. Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu 
(Prima Puji Raharjo, S.PT, M.Si) 
e. Santri Pondok pesantren Hikmatul Hidayah (Abdul Aziz dan 
Fitroni) 
f. Pengurus Pondok Hikmatul Hidayah Muhammad Ali Wafa 
 Peneliti mewawancarai narasumber diatas yaitu kepala dan 
staf BBPP Kota Batu selaku satuan kerja yang diberikan 
kewenangan oleh Kementan untuk melaksanakan serta mengawasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial dan ada 
beberapa informan kunci dari santri dan pengurus pondok, 
berdasarkan wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi 
terkait bagaimana pelaksaaan kebijakan ini di lapangan serta 
bagaimana peran aktor dalam menjalankan tugasnya. Terlebih 
peneliti juga tidak luput untuk mencari dukungan informasi secara 






pengurus pondok melalui telefon karena kondisi yang tidak 
memungkinkan untuk bertatap muka karena masih pandemi. Hal 
tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses memadukan antara 
informasi yang telah didapatkan dari narasumber berikutnya, 
sehingga data yang didapatkan bersifat valid. 
Peneliti secara faktual memperoleh data terkait bagaimana 
implementasi kebijakan KSTM ini berjalan, hal tersebut juga di 
dukung melalui dokumen yang diberikan oleh BBPP Kota  Batu 
kepada peneliti berupa laporan laporan capaian kinerja dan 
dokumen selama pelaksanaan di pondok pesantren dan telah cukup 
memberikan arahan dan garis besar kepada peneliti dalam 
memperoleh data serta informasi. Dilanjutkan ketika peneliti 
mewawancarai santri dan pengurus pondok melalui telfon, melalui 
informan tersebut peneliti mendapatkan hasil yang mana informan 
memiliki kopetensi dalam memberikan informasi terkait 
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal tersebut juga didukung 
dengan gambar obyek yang di berikan peneliti oleh informan dari 
staf BBPP Kota Batu yang relevan sesuai hasil wawancara dengan 
santri dan pengurus pondok.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan secara tidak 
langsung dari sumbernya. Sumber data dari jenis data sekunder 






catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Data sekunder dari: 
a. Arsip berupa draft penerima bantuan dan anggaran untuk 
masing – masing pondok pesantren dari Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu 
b. Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu 
dan Pesantren 
c. Data yang diambil dari berbagai literatur, jurnal, serta situs dari 
internet yang terkait tentang Implementasi Kebijakan 
Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial di Bidang Pertanian. 
d. Juknis Penumbuhan Kelompok Santri tani Milenial. 
e. Peraturan kementan no 09 tahun 2019 tentang Pedoman 
Gerakan Pembengunan Sumber Daya Manusia Menuju 
Lumbung Pangan Dunia 2045. 
f. Peraturan Menteri Pertanian No 7/ Permentan/ OT.140/1/013 
tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda. 
g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
185/KPTS/OT.050/M/3/2019 tentang Penanggung Jawab 
Kegiatan Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial Tahun 
2019.  
 Sumber Data 
a. Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah Staf atau Pegawai BBPP 






program BBPP Kota Batu, widyaswara dari BBPP Kota Batu dan 
Tim pendamping, baik laki-laki maupun perempuan. 
b. Dokumen 
 Dokumen merupakan sumber data yang berasal dari 
dokumen-dokumen serta arsip-arsip tertulis yang berkaitan dengan 
fokus penelitian seperti Juknis Penumbuhan Kelompok Santri tani 
Milenial, Arsip berupa draft penerima bantuan dan anggaran untuk 
masing – masing pondok pesantren dari Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu, Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu dan Pesantren, dan lain sebagainya.  
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah strategis yang 
diambil peneliti untuk mengumpulkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, 
maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer (sumber 
langsung) dan sumber sekunder (sumber tidak langsung) (Sugiyono, 
2014:225). Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 
1. Wawancara 
 Wawancara dalam penilitian kualitatif merupakan pembicaraan yang  
mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyan informal. Wawancara 
penelitian kualitatif lebih sekedar dari percakapan informal ke formal, aturan 
dalam wawancara penelitian lebih ketat dari wawancara biasa. Wawancara 
penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi secara lebih 
mendalam (Sugiyono, 2017). Wanwancara yang digunakan dalam 






karena peneliti mencari informasi/data secara maksimal yang tidak jarang 
cara untuk mendapatkan informasi/data secara maksimal, pertanyaan yang 
diajukan muncul secara spontan namun tidak melenceng dengan fokus 
penelitian.  
 Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada Staf 
maupun Kepala Bidang Program dan Evaluasi Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu. Durasi waktu ketika melakukan wawancara di BBPP 
Kota Batu, rata-rata sekitar 30 menit hingga satu jam, dengan rentang 
waktu tersebut peneliti melakukan wawancara di BBPP Kota Batu sebanyak 
dua kali dengan waktu yang berbeda. Dalam melakukan wawancara 
peneliti menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, 
menjaga jarak dan menggunakan handsanitizer.  Banyaknya informan yang 
telah di wawancarai di lokasi tersebut sebanyak enam orang. Peneliti 
melakukan wawancara kepada para informan tersebut rata-rata 
menghabiskan waktu sekitar 30 hingga satu jam, dengan dibantu dengan 
dibantu dengan hp untuk merekam serta catatan kecil jika dirasa perlu 
ketika mendapatkan informasi yang penting, dan perlu untuk di gali kembali. 
Peneliti menghabiskan waktu hampir satu bulan lebih dengan melakukan 
wawancara kurang lebih 2 hingga lima kali, untuk memperoleh data yang 
cukup terkait kebijaka penumbuhan kelompok santri tani milenial. 
 Seturut itu untuk memberikan informasi yang valid terkait 
penumbuhan kelompok santri tani milenial di pondok pesantren, peneliti 
juga mewwawancarai beberapa santri melalui telfon karena kondisi tidak 






megklarifikasi data yang sebelumnya telah peneliti dapat, dalam hal 
tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Abdul Aziz dan Fitroni 
dengan waktu sekali wawancara dan durasi waktu sekitar 20 menit. Dengan 
memperoleh informasi melalui wawancara, di mungkinkan peneliti dapat 
lebih memahai dan mengurangi resiko bias dalam memahami hasil 
penelitian tersebut. 
 Selanjutnya berdasar pemaparan diatas, maka informan peneliti pun 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu informan kunci dan informan utama. 
Pemilihan dua informan tersebut mengacu pada topik permasalahan yang 
peneliti angkat sehingga fokusnya berkutat pada BBPP Kota Batu sebagai 
satker yang ditunjuk untuk mengawasi dan melaksanakan kebijakan ini. 
Maka pertanyaan pun berkembang sesuai pandangan yang muncul dari 
para informan. Untuk data informan adalah sebagai berikut:  
Table 2 Informan dalam penelitian 





















































2. Observasi  
Observasi adalah metode yang digunakan untuk meperoleh 
suatu gambaran secara langsung mengenai obyek penelitian yang 
dilaksanakan. Dalam penelitian melakukan observasi serta 
pengamatan langsung di lapangan, yaitu di UPT Balai Besar 
Pelatihan Peternakan Kota batu serta dengan melakukan 
pengamatan apa yang terjadi dan mengkaji sebuah data yang telah 
di peroleh melalui fenomena serta melalui informan yang ada 
dilapangan. Dalam hal ini tujuan peneliti melakukan observasi di 
lapangan yakni ingin mengetahui kondisi real / nyata yang terdapat 
di lapangan terkait apa saja yang menjadi faktor keberhasilan 
khususnya dalam melaksanakan kebijakan penumbuhan kelompok 






Selama observasi peneliti selalu menerapkan protokol 
kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan 
handsanitizer dan menjaga jarak aman. Secara faktual peneliti 
melakukan observasi di BBPP Kota Batu sebanyak 2 kali, hal 
tersebut ternyata belum cukup memberikan gambaran tentang 
kondisi riil di lokasi penelitian, oleh karena itu peneliti kurang lebih 2 
minggu intens berkomunikasi dengan informan melalui telepon. 
Selama melakukan observasi di BBPP Kota Batu peneliti 
menggunkan kamera DSLR untuk mendokumentasikan keadaan di 
lokasi penelitian, dengan durasi waktu sekitar 2 jam karena harus 
berpindah- pindah ruangan ke informan lain.  Selain observasi ke 
BBPP Kota Batu peneliti juga beberapa kali melakukan wawancara 
ke rumah informan yaitu staf BBPP Kota Batu sesuai dengan 
protokol kesehatan.  
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara 
merekam, mengambil gambar dengan menggunakan alat perekam 
seperti handphone, kamera digital yang berfungsi sebagai recorder 
atau alat perekam suara, dan juga sebagai pengambil gambar 
untuk Dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah dari 
penelitian. Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau menganalisis doukumen-dokumen 
yang ada. Menurut Herdiansyah (2011:143) dalam bukunya yang 






salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 
mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu 
media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat 
langsung oleh subjek yang bersangkutan”. Dari penelitian ini jenis 
Dokumen yang digunakan berupa beberapa dokumentasi yang 
dilampirkan penulis dalam lampiran tesis ini.  
 Secara operasional peneliti dalam memperoleh data 
lapangan berupa foto serta dokumen penunjang penelitian, peneliti 
terlebih dahulu meminta ijin kepada pihak yang berwenang, dalam 
hal ini terlebih dahulu mengajukan surat penelitian dari kampus. 
Setelah data diterima peneliti kemudian memperoleh informasi 
terkait persetujuan untuk melaksanakan penelitian di BBPP Kota 
Batu. Seturut itu peneliti juga mengabadikan gambar sebagai bukti 
telah melakukan penelitian di BBPP Kota Batu dengan merekam 
suara secara langsung menggunakan smartphone dan kamera dslr 
untuk foto bersama beberapa staf di BBPP Kota Batu.  
3.6. Instrumen Penelitian  
 
Instrumen penelitian diartikan sebagai alat bantu yang dapat 
diwujudkan dalam bentuk angket, pedoman wawancara lembar 
pengamatan dan panduan pengamatan lainya. Herdianysah (2011:65) 
mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak dapat 
dipisahkan dari sebuah pengamatan peran, namun peran penelitilah yang 
sangat menentukan keseluruhan skenarionya. Instrumen yang ada dalam 






1. Peneliti sendiri 
Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. 
Peneliti menggunakan panca indera untuk melihat dan mengamati 
serta merasakan setiap fenomena atau peristiwa yang terjadi di 
lapangan terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian. 
2. Pedoman wawancara (interview guide) 
Pedoman dalam melakukan wawancara bertujuan agar peneliti 
memperoleh data dan/atau informasi yang akurat serta lengkap 
tetapi tidak keluar atau melebar pada fokus dari penelitian. 
3. Catatan lapangan (Field Note) 
Catatan dibuat sendiri oleh peneliti pada saat melakukan 
kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara dengan 
narasumber, serta melakukan pencatatan lain terkait hasil dari 
kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.   
3.7. Analisis Data 
 
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 
ilmiah. Hal ini dikarenkan analisa data menyangkut kekuatan analisa dan 
kemampuan dalam mendiskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi 
yang merupakan bagian dari objek penelitian. Miles dan Huberman dalam 
Sugiyono (2014:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data di tandai 
dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam 






display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 
drawing/verification).  
 
Gambar 4 Components of data analysis: Interactive Model 
 
Dalam hal analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 
penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2014:245). Penelitian kualitatif 
sendiri menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang 
orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Tahapan-tahapan 
analisis data adalah sebagai berikut:   
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat 
penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang 






wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, 
observasi ke lapangan dan Dokumen. Dalam hal ini pengumpulan 
data di lakukan oleh peneliti melalui wawancara yang di laksanakan 
pada BBPP  Kota Batu yakni pegawai internal yang dianggap 
memiliki kopentensi untuk memberikan informasi terkait 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani tani 
milenial, peneliti juga mewawancarai tim pendamping yang 
mengetahui kondisi real di pondok pesantren. Perihal Dokumen yang 
dikumpulkan peneliti mengguakan data yang bersumber dari serta 
arsip-arsip tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti 
Juknis Penumbuhan Kelompok Santri tani Milenial, Arsip dari Balai 
Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu, Laporan Kinerja Balai Besar 
Pelatihan Peternakan Kota Batu dan Pesantren, dan lain 
sebagainya, serta dokumen lain seperti soft copy laporan dan PPT 
yang di peroleh peneliti selama berada di lapangan dan website 
terkait.  
2. Kondensasi Data (data condensation) 
Kondensasi data dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, 
dimana penulis memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada 
hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Kondensasi data 
dilakukan setelah peneliti melakukan kegiatan wawancara, 
observasi dan Dokumen. Kondensasi data juga dilakukan sesuai 
dengan indikator yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. Dalam 






melakukan fokus penelitian berdasarkan pada 3 rumusan masalah 
yang mengacu pada variable teori yang peneliti gunakan analisis 
yakni: bagaimana implementasi kebijakan penumbuhan kelompok 
santri tani milenial di bidang pertanian; peran kerja sama aktor untuk 
meningkatkan kompetensi santri tani milenial; dan factor pendukung 
dan penghambat dalam implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial. Lebih lanjut, kondensasi data 
dilaksanakan dengan menuliskan transkip wawancara dari para 
informan dan memilah dokumen-dokumen stakeholder yang terkait. 
3. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, berupa bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya dalam penyajian 
data yang biasa digunakan dan yang peneliti gunakan adalah 
penyajian data yang bersifat naratif. Dalam konteks penelitian ini 
penyajian data dilakukan melalui kutipan hasil wawancara, 
dokumentasi foto dari instansi terkait, seperti foto wawancara di 
BBPP Kota Batu, foto kegiatan di pondok pesantren dari arsip BBPP 
Kota Batu, juknis KSTM dan hasil obeservasi dari media internet, 
serta berupa tabel dari dokumen  atau dari hasil wawancara yang 
dapat disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data ini tentunya tetap 
dilakukan stelah kondensasi data dilakukan, sehingga data yang 
disajikan akan sesuai dengan fokus penelitian. 
4. Menarik Kesimpulan dan verifikasi (Conclusion:  drawing/verifying) 






awal dan Faktor pendukung serta faktor penghambat baik pada 
kondisi internal maupun eksternal. Hal ini dilaksanakan agar validitas 
data dapat terpunuhi dalam penarikan kesimpulan. Sehingga 
penelitian menyangkut implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial di bidang pertanian dapat tercapai 
penarikan kesimpulan yang sesuai dari segi teoritis dan fakta di 
lapangan. 
3.8. Keabsahan Data  
 
 Standar derajat kebenaran terhadap penelitian kualitatif 
disebut keabsahan data. Moleong (2014) menerangkan untuk 
menentapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang 
didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, 
kebergantungan dan kepastian). Data hasil penelitian dipastikan 
dengan kriteria keabsahan data sebagai berikut:  
1) Derajat kepercayaan (credibility) Kriteria ini dilakukan dengan 
mempertunjukan derajat kepercayaan hasil -hasil penemuan 
dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda 
yang sedang diteliti. Teknik pemeriksaan pada kriteria derajat 
kepercayaan: perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. 
Melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti memiliki cukup waktu 
untuk mempelajari lebih dalam karakteristik dan budaya, dan 
dapat membangun kepercayaan informan terhadap peneliti. 
Lama penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan mulai 






situasi dilapangan dan agar lebih memahami konteks situasi 
tersebut. Triangulasi yaitu pengecekan kebenaran data dengan 
membandingkannya diluar data yang diperoleh dari sumber data 
itu. Dalam penelitian ini, triangulasi dapat tercapai dengan 
membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil 
observasi, membandingkan hasil wawancara dengan isi 
dokumen yang berkaitan.  
2) Keteralihan (transferability) Sementara kriteria keteralihan 
(transferability) berkaitan dengan kemampuan hasil temuan 
penelitian untuk diberlakukan (transferable) dalam konteks yang 
sama. Agar hal ini bisa dilaksanakan, peneliti harus mampu 
menguraikan secara detail deskripsi konteks dan fokus 
penelitian. Dalam konteks ini peneliti melakukan semacam 
reduksi dan kodifikasi data yang sesuai dengan realitas di 
lapangan dan mengkaitkan dengan indikator variable dari teori 
Van Meter Van Horn. 
3) Kepastian (confirmability) Penelitian dilakukan obyektif bila hasil 
penelitian telah disepakati banyak orang. Kriteria kepastian 
dilakukan dengan pemeriksaan yang cermat terhadap semua 
komponen dan proses penelitian hingga hasil penelitian. Pada 
penelitian ini, proses kepastian atas hasil penelitian dilakukan 
dengan konsultasi berkesinambungan dengan komisi 
pembimbing. Dengan demikian, diperoleh masukan untuk 
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BAB IV 
ANALISA SOSIAL SETTING 
 
4.1. Gambaran Umum Kantor Balai besar Pelatihan 
Peternakan 
 
 Berdiri sejak 1977, BBPP Batu awalnya bernama Regional Dairy 
Training Center (RDTC), yang kemudian berkembang menjadi Balai Besar 
Pelatihan Peternakan atau BBPP pada 2007. Balai Besar Pelatihan 
Peternakan (BBPP) Batu memegang peran strategis dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan.   
 BBPP Kota Batu telah di tunjuk sebagai satker oleh kementerian 
pertaian, Tim Satuan Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Satker 
Lingkup BPPSDMP yang menjadi penanggung jawab program 
penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) di bidang pertanian, 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan 
Kompetensi dalam rangka Penumbuhan KSTM. Tim UPT ditetapkan oleh 
Kepala Satker UPT BPPSDMP. Tim Satker ditetapkan oleh Kepala Satker 
lingkup BPPSDMP dengan tugas sebagai berikut:  
a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan  dengan 
instansi/dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota yang menangani 
fungsi peternakan, pondok pesantren penerima manfaat,  dan 
stakeholder terkait lainnya.  
b. Melakukan identifikasi dan verifikasi CPCL.  






d. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan.   
e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi,  serta 
pengendalian pelaksanaan kegiatan pada  tahun berjalan.  
f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan akhir 
kegiatan meliputi antara lain: (1) hasil identifikasi CPCL; (2) hasil 
verifikasi CPCL; (3) hasil validasi dan penetapan KSTM; (41 
pelaksanaan Bimtek; dan (5) penerapan rencana implementasi untuk 
disampaikan kepada Kepala BPPSDMP. 
g. Apabila masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih spesifik, 
Satker dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait 
program kegiatan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis. 
 Sebagai unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, BBPP Batu 
memainkan perannya dengan menggelar pelatihan bagi aparatur maupun 
non aparatur, termasuk petani, peternak, dan pelaku usaha. Didukung 
dengan widyaiswara yang profesional serta kurikulum terkini, BBPP Batu 
berupaya menjawab kebutuhan para petani dan peternak. Tercatat 
beberapa kali lembaga menjalin kerja sama dengan instansi dan 
perusahaan berskala nasional maupun internasional. Adapun tugas pokok 
dan fungsi dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kota Batu yaitu 
melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan teknis, fungsional 
dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi Aparartur dan Non Aparatur.   
Fungsi BBPP Kota Batu:  






2. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, 
3. Pelaksanaan Pelatihan Teknis di bidang Peternakan bagi Aparatur 
dan Non Aparatur, 
4. Pelaksanaan Pelatihan Fungsional dibidang Peternakan bagi 
Aparatur dan Non Aparatur, 
5. Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan dibidang Peternakan bagi 
Aparatur dan Non Aparatur, 
6. Pelaksanaan pengembangan teknik pelatihan dibidang Peternakan 
bagi Aparatur dan Non Aparatur, 
7. Pelaksanaan Pengembangan teknik pelatihan dibidang Persusuan 
dan Teknologi Hasil Ternak, 
8. Penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) Pelatihan 
Teknis, Fungsional dan Kewirausahaan, 
9. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan Media Teknis, 
Fungsional dan Kewirausahaan.. 
Visi Dan Misi Kantor BBPP Kota Batu 
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Peternakan yang Profesional, Mandiri, 
dan Berdaya saing Berorientasi pada Pengembangan dan Pemanfaatan 
Bioindustri dan Bioindustri yang berkelanjutan.  
MISI BBPP-Batu 
1. Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja dan melaksanakan 
sistem informasi, pemantuan, evaluasi dan pelaporan serta 






2. Melaksanakan pengembangan pelatihan teknis, fungsional dan 
kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur peternakan sesuai 
dengan standar kompetensi kerja (SSK). 
3. Meningkatkan kualitas pengeloaan administrasi penatausahaan, 
keuangan dan rumah tangga balai yang transparan dan akuntabel 
serta meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana 
pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis. 
4. Meningkatkan Kompetensi tenaga pelatihan dalam memberikan 
pelayanan konsultasi agribisnis yang prima  
5. Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negri dan melaksanakan 
pelatihan kerjasama luar negeri. 
Sasaran 
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan berdasar standar Nasional 
Dan Internasional, 
2. Meningkatnya kapasitas tenaga fungsional Widyaiswara dan 
Tenaga Pelatihan berdasar Standar Profesi, 
3. Terselenggaranya Diklat sesuai standar Nasional dan Internasional 
yang menghasilkan Sumber Daya Manusia Peternakan yang Inovatif 
dan Profesional, 
4. Terselenggaranya kerjasama dan jejaring kerja Pelatihan 
Peternakan, 
5. Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi dan 
Pengendalian Internal.
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
5.1. Hasil Penelitian.  
5.1.1. Implementasi Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial Di 
Bidang Pertanian. 
 Implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial 
di bidang pertanian pada dasarnya merupakan sebuah agenda pemerintah 
yang dilakukan oleh kementan didasarkan pada meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap santri milenial dan memberikan 
kesempatan kepada santri mempelajari bidang pertanian melaui 
pendekatan kelompok. Hal ini juga didorong oleh instruksi dari  kementan 
pusat melalui koordinasi dengan satker yang telah ditunjuk seperti 
contohnya BBPP Kota Batu untuk melaksanakan kebijakan ini sesuai 
arahan yang sudah disepakati. Adapun landasan hukum kebijakan ini 
adalah peraturan Kementrian Pertanian nomor 9 tahun 2019 tentang 
pedoman gerakan pembangunan sumber daya manusia pertanian menuju 
lumbung pangan dunia 2045.  
Regenerasi petani merupakan hal yang sangat penting demi 
menunjang pembangunan di Indonesia. Potensi untuk regenerasi petani 
dari Pondok Pesantren sangat dimungkinkan. Jumlah siswanya banyak 
karena saat ini banyak orang tua mempercayakan pendidikan di Pondok 
Pesantren Modern atau Boardingschool. Kementerian Pertanian 






di lingkungan pondok pesantren. Lingkungan dan ekosistem di pesantren 
sangat mendukung. Di beberapa pondok yang memiliki lahan yang luas, 
sudah banyak santrinya dibekali untuk berternak, sehingga lebih mudah 
untuk membimbing dan membinanya. 
Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan dalam rangka 
meningkatkan produksi pertanian di berbagai komoditas melalui 
peningkatan minat generasi muda (milenial). Kementerian Pertanian terus 
mendorong peran serta kaum milenial dalam pembangunan pertanian 
Indonesia, sebagai bagian dari strategi meningkatkan kecintaan dan 
kesejahteraan masyarakat petani secara merata di seluruh wilayah 
Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan Kementerian Pertanian 
adalah Program Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM). Kebijakan ini 
dimaksudkan untuk mendorong kaum santri dan generasi milenial yang 
berasal dari pondok-pondok pesantren untuk aktif dan berkontribusi 
langsung dibidang pertanian 
Santri tani diharapkan tergabung dalam Kelompok Santri Tani 
Milenial (KSTM) sebagai media organisasi pembelajaran di bidang 
pertanian. Diharapkan para santri yang tergabung dalam KSTM dapat 
mengimplementasikan hasil pembinaan yang diikuti dalam bentuk budidaya 







Gambar 5 Wawancara Kepada Ibu Nurul khomariah, S.Sos, MSi 
selaku Kepala Bidang Evaluasi Program BBPP Kota Batu. 
Sumber: Penulis 2020 
 
Menurut hasil wawancara Kepala Bidang Evaluasi Program BBPP 
Kota Batu Ibu Nurul Khomariah menyampaiakan:  
"…Pesantren menjadi potensi untuk menciptakan regenerasi petani. 
Melalui program Santri Tani Milenial, kita dorong generasi santri 
untuk terjun ke pertanian. Sekarang pertanian sudah canggih, alat-
alat pertanian sudah banyak tersebar seperti alat mengolah, 
menanam dan panen…" (wawancara, 10 November 2020) 
 
Selain medapat pendidikan utama di pesantren, nantinya santri-
santri akan diberikan pembekalan ilmu dan pendampingan yang 
komprehensif, termasuk kegiatan budidaya, teknologi pertanian, pasca 
panen, dan pemasaran. Mereka didorong bertani dengan teknologi digital, 
karena era milenial dikenal sebagai era yang serba digital, serba cepat, dan 






berjalan sejak 2019. Diharapkan, para santri ketika keluar dari pondok 
memiliki life skill, bahkan bukan tak mungkin jadi eksportir. Lewat balai-
balai pelatihan, para santri bisa diarahkan ke minat yang mereka sukai, baik 
di peternakan, pengolahan hasil, atau pemasaran produk pertanian.  
Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan landasan peraturan 
hukum pelaksanaan kebijakan penumbuhuhan kelompok santri milenial, 
yakni terdiri dari: 
1. Undang - undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan 
pemberdayaan petani (lembaran NKRI tahun 2013 nomor 131). 
2. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang kementrian 
pertanian.  
3. Peraturan kementan nomor Nomor 7 f Permertanl OT.L4O I 1 I 
2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda 
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1O5. 
4. Peraturan kementan nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman 
gerakan pembangunan sumber daya manusiaertanian menuju 
lumbung pangan dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan 
peraturan kementan nomor 9 tahun 2019.  
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 185/KPTS/OT.O5O lM/ 3/  
2Ol9 tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan 







Gambar 6 Penyerahan Bantuan Ayam joper Oleh Kepala Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian, Prof. Dr. 
Dedi Nursyamsi, MSc. 
Sumber: Arsip BBPP Kota Batu 
 
 Kementerian Pertanian terus mendorong peran serta kaum milenial 
dalam pembangunan pertanian Indonesia, sebagai bagian dari strategi 
meningkatkan kecintaan dan kesejahteraan masyarakat petani secara 
merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu strategi yang ditempuh 
adalah program KSTM. Program ini dimaksudkan untuk mendorong kaum 
santri dan generasi milenial yang berbasis di pondok-pondok pesantren 
untuk aktif dan berkontribusi di bidang pertanian.  
 Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI (Februari 2019) 
jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 24.525 pondok pesantren dengan 
jumlah santri sebanyak 3.598.950 orang.  Potensi tersebut dinilai dapat 






dilakukan dengan modernisasi alat mesin pertanian dan bimbingan teknis 
untuk keterampilan bertani. 
Sejarah telah mencatat peran santri dalam mengabdikan diri bagi 
umat dan bangsa sejak periode penjajahan hingga periode kemerdekaan 
hari ini. Santri telah mampu mewarnai berbagai dinamika kemajuan bangsa 
dengan mahakarya dan berbagai kontribusi aktif di dalamnya. Santri hari 
ini, atau istilah kerennya adalah santri zaman now, adalah bagian dari 
generasi millenial yang tentunya tidak terlepas dari karakteristik generasi 
millenial itu sendiri. Menurut Hassanuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul 
Milenial Nusantara, yang dimaksud generasi millenial adalah generasi yang 
lahir pada tahun 1981-2000, di mana millenial adalah istilah cohort. Dalam 
demografi, terdapat empat cohort besar yaitu Baby bommer, Gen-X, Gen-
Y (generasi millenial), dan Gen-Z. Lebih lanjut lagi, Hassanuddin 
menerangkan bahwa setidaknya ada tiga karakteristik dasar generasi 
millenial, yaitu confidence (percaya diri), creative (kaya akan ide dan 
gagasan), dan connected (pandai bersosialisasi dalam berbagai 
komunitas). Karakteristik ini juga yang tentu dimiliki juga oleh santri zaman 
now sebagai bagian dari generasi millenial.  
5.1.1.1. Standar dan Tujuan Kebijakan  
 
Kementerian Pertanian sebagai institusi yang menangani urusan 
pertanian mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan 
pertanian dan termasuk salah satu institusi yang bertanggungjawab 
terhadap ketersediaan pangan dalam rangka mendukung pengembangan 






menyediakan ketahanan pangan bagi negara. Hal ini dapat dilihat dalam 
peraturan menteri pertanian No. 4 tahun 2019 tentang Gerakan 
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan 
Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 09 Tahun 2019. Sebagaimana peraturan ini untuk membangun 
sumber daya manusia pertanian yang professional, mandiri, dan berdaya 
saing serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. 
Untuk mewujudkan ini semua perlu dilakukan pengembangan kompetensi. 
Dalam pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia pertanian menuju 
lumbung pangan dunia 2045 yang selanjutnya disebut gerakan 
pembangunan SDM pertanian adalah upaya peningkatan kapasitas 
dan kompetensi sumber daya manusia pertanian untuk mendukung 
Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi. 
2. Petani milenial adalah petani berusia 19 (semilan belas tahun) 
sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tahun dan/atau petani 
adaptifterhadap teknologi digital.  
3. Petani andalan adalah petani yang memiliki kemampuan dan 
karakter pioneer di bidang agribisnis. 
4. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang 
dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, 
sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk 






5. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani 
yang bergabungdan bekerja sama untuk meningkatkan skala 
ekonomi dan efiiensi usaha. 
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati 
dengan bantuan, teknologi, modal, teaga kerja, dan manajemen 
untuk menghasilkan komoditas pertanian tanaman pangan, 
hortikukutural, perkebunan, dan /atau peternakan dalam suatu 
agroekosistem.  
7. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan 
dan/ataubeserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau perternakan.  
Tujuan kebijakan dan standar yang jelas yaitu perincian mengenai 
sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk 
mengukur pencapaiannya. Kinerja implementasi kebijakan tentang 
penumbuhan kelompok santri tani milenial dapat diukur tingkat 
keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realitis 
dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van meter dan 
van horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan 
tentunya menegaskan standard sasaran tertentu yang harus dicapai oleh 
para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.  
suatu kebijakan. Seperti yang di katakan oleh informan staf BBPP Kota Batu 
Muhammad Jafar pada waktu waawncara: 
“…ya tujuan dilaksanakannya KSTM ini sudah jelas, mereka dijarkan 






memiliki skill lain dari keilmuan yang di dapat di pondok pesantren. 
Sejauh ini kami melihat mereka antusias mengikuti sosialisasi, 
bimtek hingga praktek. Hanya saja mereka belum memahami secara 
penuh bagaimana mengelola dan menjual hasil ternak. Walaupun 
begitu para santri memahami tujuan kegiatan ini dilakukan, yang 
mana untuk menambah pengetahuan dan skill mereka terhadap 
dunia usaha seperti beternak ayam ini. (wawancara, 20 november 
2020 dirumah informan). 
 
 Ukuran dan Tujuan kebijakan KSTM dimaksudkan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial. 
KSTM juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri tani 
milenial untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok. 
Pelaksana di BBPP Kota Batu maupun di pondok pesantren memahami 
maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Pemahaman implementor tentang 
kebijakan akan mempengaruhi sikapnya terhadap kebijakan. Kebijakan ini 
juga dirasakan cukup realistis untuk dilaksanakan karena pada dasarnya 
urusan-urusan yang diserahkan kepada BBPP Kota Batu sebagi satker 
yang telah ditunjuk oleh kementan untuk menjadi penanggung jawab 
pelaksanaan di 70 pesantren. Harapan besarnya santri milenial adalah 
dapat menjadi pelopor peradaban kemajuan Indonesia. Keilmuan santri 
harus mampu menyesuaikan dengan keadaan zaman, sehingga tidak lagi 
dikotomi antara keilmuan dunia dan keilmuan akhirat.  
Salah satu prinsip dalam pemberdayaan adalah penguasaan 
terhadap kemampuan ekonomi yaitu, kemampuan memanfaatkan dan 
mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan penjualan. Kemampuan 
dalam konteks ini menyangkut kinerja individu yang merupakan wujud 
kompetensi individu tersebut dapat meningkat melalui proses pembelajaran 






ekonomi. Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan pengelola ekonomi) 
yang perlu ditingkatkan; sebagaimana diungkapkan oleh Damihartini dan 
Jahi adalah menyangkut aspek: (1) sumberdaya manusia; (2) 
kewirausahaan/enterpreneurship; (3) administrasi dan manajemen 
(organisasi); dan (4) teknis pertanian. Penguasaan berternak ayam joper 
yang di dapat santri adalah melalui pelatihan. Hal itu sesuai dengan apa 
yang di sampaikan oleh Abdul Aziz selaku santri di pondok pesantren 
Hikmatul Hidayah 
“…Santri telah memiliki pengetahuan setelah mengkuti pelatihan 
yaitu tentang perkandangan. Sehingga pada awal akan beternak 
sudah mengetahui syarat kandang yang baik dan bentuk kandang. 
Pengetahuan yang kedua tentang pakan dan dikatakan bahwa 
pemberian pakan yang baik harus disesuaikan dengan usia ayam 
ternak. Terkait dengan manajemen pemeliharaan santri telah 
mengetahui cara memelihara ayam yang baik serta suhu box yang 
harus diperhartikan pada saat ayam masih kecil. Kemudian 
pengetahuan terkait pengendalian penyakit santri sudah bisa 
membuat racikan obat tradisional dan cara mencegah penyakit itu 
sendiri. Dan yang terakhir penanganan panen dan pasca panen 
santri sudah bisa mengetahui berat ideal seekor ayam yang akan 
dipanen. Pengetahuan baru tentang perkandangan telah dimiliki 
santri setelah mengikuti pelatihan. Terkait dengan pakan dijelaskan 
bahwa ayam pada saat masa pertumbuhan membutuhkan protein 
yang cukup agar bobotnya semakin meningkat. (wawancara tanggal 
24 Agustus 2021, percakapan melalui telfon). 
 
 Kemampuan berwirausaha atau mengelola ekonomi itu sendiri 
ditandai dengan kemampuan santri dalam memasarkan hasil ternak 
secara online maupun menjual langsung kepada pedagang daging 
ayam di pasar tradisional. Peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan pada santri ini merupakan wujud dampak dari pelatihan 
Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dalam mewujudkan 






keterampilan dalam beternak ayam maka santri setelah lulus dari 
Pondok Pesantren sudah memiliki bekal untuk berwirausaha dan 
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sehingga 
dengan adanya santri-santri yang berhasil beternak ayam secara 
mandiri akan semakin banyak pemuda di luar sana yang berminat 
untuk terjun pada sektor pertanian khususnya dalam beternak. 
 Kebangkitan pemuda adalah suatu keniscayaan yang akan 
membangun Indonesia di masa mendatang, yaitu dengan adanya 
fenomena bonus demografi yang kemudian berimplikasi setidaknya ke 
dalam tiga sektor yaitu organisasi, politik, dan ekonomi. Ketiga sektor ini 
menjadi wacana youth civil society, youth government, dan youth 
entrepreneurship akan lahir dari kalangan pemuda generasi milenial yang 
termasuk di dalamnya adalah kaum santri. Bahkan tidak menutup 
kemungkinan bahwa santri akan menjadi pelopor kemajuan pemuda di 
bidangnya masing-masing, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh 
santri. Sehingga santri millenial dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, 
skill entrepreneur yang mumpuni, berintegritas, serta berakhlak mulia, 
bukan tidak mungkin akan menjadi pelopor kemajuan peradaban di 
Indonesia.   
5.1.1.2. Sumber Daya  
Implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial 
dipengaruhi oleh sumber daya manusia, anggaran dan waktu. Sumber daya 
manusia sudah dapat dikategorikan sebagai sumber daya yang berkualitas 






Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 
merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implemntasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan 
proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang 
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang 
telah ditetapkan secara politik.   
1. Sumber Daya Manusia  
Jika ditinjau dari ketersediaan sumber daya manusia dalam 
kebijakan kelompok santri tani milenial di bidang pertanian, pada dasarnya 
dapat dipahami berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh ketua 
bidang evaluasi program BBPP Kota Batu. Dimana sumberdaya manusia 
untuk tenaga operasional dasar pada dasarnya juga sudah mencukupi 
untuk melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan 
sebelumnya. Apalagi dengan adanya antusiasme santri dari pondok 
pesantren setempat, dan adanya bantuan baik yang tergabung dalam tim 
pendampingan dan dosen. Disamping itu, komitmen beberapa stakeholder 
juga telah membuktikan sebuah keunggulan dalam jajaran atas 
kepemimpinan.  
Pemahaman sumber daya manusia/ santri terhadap kebijakan 
KSTM ini merupakan kunci utama untuk mensukseskan kebijakan ini. 
Dalam upaya mendukung salah satu kebijakan Kementerian Pertanian 
yaitu Penumbuhan dan Penguatan Santri Tani Milenial (KSTM) Tahun 






Kota Batu yaitu melaksanakan kegiatan persiapan untuk lebih 
mematangkan pelaksanaan kegiatan nantinya. Persiapan kegiatan yaitu 
melaksanakan rapat koordinasi dengan tim pelaksana, dilanjutkan kegiatan 
Identifikasi Penerima Manfaat/CPCL.  Adapun tahapannya sebagai berikut:  
1) Satuan Kerja (Satker) Pelaksana di masing-masing provinsi dan 
kabupaten/kota (Pormat 1) melakukan identifikasi dan inventarisasi 
KSTM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu 
pada database Pondok Pesantren dari Kementerian Agama.  
2) Identifikasi dan inventarisasi CPCL KSTM penerima manfaat 
dilaksanakan oieh Pelaksana kegiatan Peningkatan Kompetensi 
dalam rangka Penumbuhan KSTM dengan mengacu pada Daftar 
Alokasi Provinsi, Kabupaten, dan KSTM Penerima Manfaat Tahun 
2019. Adapun kriteria KSTM sebagai berikut:  
a. KSTM beranggotakan 20 - 3O orang santri tani yang berada 
pada pondok pesantren serta memiliki minat untuk beternak 
ayam.  
b. Usia santri tani yang tergabung dalam KSTM berkisar antara 
15 - 39 tahun dan/atau yang berjiwa milenial dan adaptif 
terhadap teknologi informasi.  
3) Hasil identifikasi CPCL KSTM selanjutnya direkapitulasi per 
kabupaten dan ditandatangani oleh Kepala Bidang yang menangani 
fungsi peternakan atau Kanwil Kementerian Agama di tingkat 






Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu kepala bagian 
evaluasi program BBPP Kota Batu:  
“…Kegiatan identifikasi ini untuk menjaring 70 pondok pesantren 
yang menjadi tanggungjawab BBPP Kota Batu dalam Program 
Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial”, 
ungkap Kepala bidang evaluasi program, Ibu Nurul khomariah, 
S.Sos, MSi saat ditemui peneliti disela-sela kegiatan kantor. 
“Identifikasi dilaksanakan selama 2 hari, (wawancara 5 November 
2020) 
 
Kegiatan Identifikasi Calon Penerima Manfaat Program 
Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial dilakukan 
serempak di 3 Kabupaten/Kota yaitu Sidoarjo, Sampang, Pamekasan. 
Kegiatan ini untuk menjaring anggota KSTM sebanyak 20-30 orang per 
pondok pesantren, dengan kriteria usia 15-39 tahun dan memiliki minat 
dibidang pertanian. Kriteria lainnya bahwa pondok pesantren harus memiliki 
lahan untuk nantinya budidaya ayam buras yang merupakan bagian dari 
program ini.   
Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu 
diperhitungkan juga ialah sumber daya financial dan sumber daya sarana 
dan prasarana.  Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang 
kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui 
anggaran tidak tersedia, maka memang terjadi persoalan sulit untuk 
merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan Publik 
tersebut.  Demikian halnya sumber daya sarana prasarana, saat sumber 
daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi 
terbentur dengan persoalan sarana prasarana, maka hal ini pun dapat 






2. Sumber Daya Material 
Jika ditinjau dari segi sumberdaya material hasil temuan peneliti 
terkait bantuan dana dalam kebijakan kelompok santri tani milenial. Dimana 
menurut informasi yang disampaikan oleh ibu nurul khomariyah selaku 
kepala bidang evaluasi program di BBPP Kota Batu, terdapat pembagian 
bantuan sumber daya material.  
Masing – masing kelompok santri tani milenial yang berada di bawah 
tanggung jawab BBPP Kota Batu mendapat bantuan sebanyak 500 ekor 
ayam kampung berumur 4 minggu, 500 kg pakan, 1 paket vitamin dan obat 
-obatan, dan stimulasi bantuan untuk pembuatan kandang yang di transfer 
langsung ke rekening KSTM masing – masing 3 juta.  
“…Mekanisme untuk mendapatkan bantuan ini merupakan usulan 
dari KSTM yang ditandatangani Pondok Pesantren, Kepala Desa, 
diketahui Camat, Dinas Pertanian selanjutnya diajukan ke 
Kementerian Pertanian. (wawancara, kamis 10 november 2020). 
 
Pada tahap perencanaan, BBPP Kota Batu melaksanakan kegiatan 
identifikasi calon penerima manfaat yaitu dengan melakukan verifikasi data 
pondok pesantren dan KSTM yang ada di bawah pembinaan BBPP Kota 
Batu. Ketentuan KSTM penerima bantuan adalah: 1) Pondok pesantren 
memiliki lahan untuk penempatan kandang dengan kapasitas 500 ekor 
ayam (umur 4 minggu), 2) KSTM memiliki minat dibidang peternakan ayam, 
3) Setiap KSTM terdiri dari 20-30 orang, 4) Setiap Pondok Pesantren 
memiliki maksimal 3 KSTM, dan 5) Anggota KSTM berusia 15 – 39 tahun, 
6) KSTM siap menjalankan usaha. Dari kriteria tersebut, terjaring beberapa 
KSTM dari beberapa daerah yang berada di bawah tanggung jawab BBPP 







Table 3 Penerima Bantuan pemerintah Kegiatan Bimtek Peningkatan 
Kelompok Santri Tani Milenial di Kabupaten Pamekasan Provinsi 
Jawa Timur Tahun Anggaran 2019. 
 





























































































19.  KSTM SUMBER 









21.  KSTM AL KHOLIL 20 DESA PAKONG, PAMEKASAN 












25.  KSTM NURUL ULUM 20 DESA ROMBUH, PALENGAAN 










Sumber: Kementan/ BBPP Kota Batu. 
Table 4 Penerima Bantuan pemerintah Kegiatan Bimtek Peningkatan 
Kelompok Santri Tani Milenial di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2019. 

















2.  KSTM MAMBAUL HUDA 
AL MUBAROK 20 
JL. MILINA NO.1 
DESA KEDUNGREJO, 
KEC JABON 
3.  KSTM DARUL HUDA 20 DESA JEMIRAHAN, KEC JABON 






KSTM AL IKHLAS 20 
DESA SUWALUH RT.9 
RW.3 KEC 
BALONGBENDO 




















KSTM BAHRUL ULUM 20 




Sumber: Kementan/ BBPP Kota Batu. 
Table 5 Penerima Bantuan pemerintah Kegiatan Bimtek Peningkatan 
Kelompok Santri Tani Milenial di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa 
Timur Tahun Anggaran 2019. 






















5.  KSTM AL IHSAN 20 DESA TANGLOK, KEC SAMPANG 









7.  KSTM AS- SHIDDIQI 20 DESA KARA, KEC TORJUN 
8.  KSTM DARUS SALAM 20 DESA TORJUN. KEC TORJUN 








11.  KSTM DARUL MUSTHOFAH SYAM 20 
DESA METENG, 
KEC OMBEN 
12.  KSTM DARU SALAM 20 DESA OMBEN, KEC OMBEN 
13.  KSTM AN-NOER 20 DESA METENG, KEC OMBEN 
14.  KSTM AL ASYARI 20 DESA KOMIS, KEDUNGDUNG 
15.  KSTM NURUL HIDAYAH 20 DESA ROHAYU, KEDUNGDUNG 
16.  KSTM NURUL ISLAM 20 DESA OMBUL, KEDUNGDUNG 









19.  KSTM DARUL ULUM 20 DESA DALEMAN, KEDUNGDUNG 




















25.  KSTM DARUT TAUHID 20 DESA DULANG, TORJUN 









27.  KSTM NURUL JADID 20 DESA LEPPELE, ROBATAL 
28.  KSTM MIFTAHUL ULUM 20 DESA TRAGIH, ROBATAL 









31.  KSTM AT THOYIBIN 20 DESARUBBIYAN, KETAPANG 
32.  KSTM AS SUNJANIYAH 20 DESARUBBIYAN, KETAPANG 





Sumber: Kementan/ BBPP Kota Batu. 
Program penumbuhan dan penguatan KSTM ini berupa bantuan 
paket budidaya ayam kampung yaitu: 500 ekor ayam kampung KUB usia 4 
minggu, bantuan pakan 2kg/ekor selama 2 bulan, obat-obatan dan vitamin 
serta desinfektan, bantuan pembuatan kandang ayam sebesar 3 juta, dan 
pelaksanaan bimtek selama 2 hari bagi 10 orang per KSTM.  
Berikut adalah tabel daftar lokasi provinsi, kabupaten dan KSTM 
penerima manfaat tahun 2019 serts data yang terlampir untuk mengetahui 






















Sumber: Kementrian Pertanian 
Program Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani 
Milenial (KSTM) dibidang pertanian yang dicanangkan Kementerian 






Nomor  09 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan SDM 
Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 dan Perjanjian Kerjasama 
antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan 
Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI) Nomor 
20/PKS/I/01/2019 dan Nomor 642/A.II/PRMI/MOU/I/2019 tentang 
Peningkatan Kompetensi Santri Indonesia di Bidang Pertanian dalam 
rangka Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial. 
3. Sumber Daya Waktu  
Mengenai sumber daya waktu, hasil informasi yang disampaikan 
oleh beberapa informan yang menwakili masing-masing menyebutkan 
bahwa tidak terdapat kerangka waktu yang spesifik kecuali mengacu pada 
juknis yang sudah di edarkan oleh kementrian pertanian. Hal ini 
menjelaskan mengenai letak sinkronisasi antara rencana pembangunan 
sumber daya manusia di bidang pertanian dengan visi kementrian pertanian 
untuk mencapai lumbung pangan dunia di 2045 sesuai peraturan kementan 
nomer 09 tahun 2019.  
5.1.1.3. Kondisi Lingkungan Ekonomi dan Sosial 
 
Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial adalah sejauh mana 
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. 
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi 
sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, 







Kondisi lingkungan sosial di pondok pesantren terkait implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milnenial adalah sangat 
mendukung, santri beserta stake holder berperan aktif dalam terlaksananya 
implementasi kebijakan ini mulai dari sosialisasi hingga bimbingan teknis, 
hingga patuhnya para santri dalam penggunaan anggaran yang tepat agar 
proses kegiatan dapat berjalan lancar. Hal ini senada yang telah di 
sampaikan oleh Ibu SRI SUPRIHATI NINGSIH, S.ST (Ibu Cici) selaku staf di 
BBPP Kota Batu yang sekaligus tim pelaksanaan kebijakan KSTM. 
“…Untuk kondisi lingkungan di sekitar pondok pesantren hamper 
semua mendukung penuh mas, selama kami melakukan koordinasi 
dan sosialisasi alhamdulillah semua pihak menyambut, artinya 
mereka antusias dengan kebijakan KSTM ini (wawancara, 10 
November 2020).  
 
 
Gambar 7 Wawancara Kepada SRI SUPRIHATI NINGSIH, S.ST selaku 
staf BBPP Kota Batu. 






Dukungan pemerintah daerah dari Ra Latif selaku bupati bangkalan  
juga sangat mendukung kebijakan KSTM tersebut Ketika launching karena 
selaras dengan program prioritas daerah yang disusunnya, yakni program 
santri enterpreneur dan penumbuhan 1000 wirausahawan di tiap 
kecamatan.  
Dengan adanya dukungan dari berbagai stake holder dan kondisi 
lingkungan sosial maka diharapkan santri memahami pentingnya 
pembangunan sumber daya manusia milenial di bidang pertanian melalui 
pendekatan kelompok di pondok pesantren untuk meningkatkan skill, 
pengetahuan, dan sikap santri milenial. Kebijakan ini tentunya memberi 
sumbangsih terhadap peningkatan dalam bidang ekonomi, sosial dan 
pendidikan kepada santri. Dalam bidang politik adanya implementasi 
penumbuhan kelompok santri tani milenial (KSTM) merupakan wujud 
kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
 Kondisi lingkungan sosial di pondok pesantren terkait implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milnenial adalah sangat 
mendukung, santri beserta stake holder berperan aktif dalam terlaksananya 
implementasi kebijakan ini mulai dari sosialisasi hingga bimbingan teknis, 
hingga patuhnya para santri dalam penggunaan anggaran yang tepat agar 
proses kegiatan dapat berjalan lancer.  
Santri memahami pentingnya pembangunan sumber daya manusia 
milenial di bidang pertanian melalui pendekatan kelompok di pondok 






Implementasi kebijakan KSTM ini berdampak positif bagi 
keberdayaan santri, keberdayaan santri ditandai dengan kemandirian santri 
dan kemampuan santri dalam berwirausaha ternak ayam. Kemandirian 
tersebut mencakup dua aspek yakni kemandirian berpikir dan kemandirian 
bertindak. Kemandirian berpikir berpikir yaitu keadaan dimana santri dalam 
menjalankan usaha ternak ayam mampu memikirkan solusi dari setiap 
permasalahan yang ada. Begitu juga dengan kemandirian dalam bertindak 
merupakan kemampuan santri dalam mengambil tindakan atau perlakuan 
untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam beternak ayam.  Hal ini 
senada dengan yang di sampaikan oleh Fauzi selaku santri pondok 
pesantren Hikmatul Hidayah ketika peneliti bertanya tentang berwirausaha 
ayam joper setelah panen:  
“…Selain beternak kami (santri) juga belajar berwirausaha dan 
sudah bisa mencari konsumen mulai dari yang terdekat. Konsumen 
terdekat itu merupakan pedagang yang ada di pasar tradisional 
dekat pesantren. Kemudian kami (santri) juga menjual hasil ternak 
melalui media sosial karena harga jual juga lebih tinggi. (wawancara 
tanggal 24 april 2021 melalui sambungan telfon). 
 
 Salah satu prinsip dalam kebijakan KSTM ini adalah penguasaan 
terhadap kemampuan ekonomi yaitu, kemampuan memanfaatkan dan 
mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan penjualan. Kemampuan 
dalam konteks ini menyangkut kinerja individu yang merupakan wujud 
kompetensi individu tersebut dapat meningkat melalui proses pembelajaran 
maupun terlibat langsung di lapangan, seperti kompetensi mengelola 
ekonomi. Kemampuan (pengetahuan dan keterampilan pengelola ekonomi) 
yang perlu ditingkatkan; sebagaimana diungkapkan oleh informan BBPP 






kewirausahaan/enterpreneurship; (3) administrasi dan manajemen 
(organisasi); dan (4) teknis pertanian 
Kemampuan  berwirausaha itu sendiri ditandai dengan kemampuan 
santri dalam memasarkan hasil ternak secara online maupun menjual 
langsung kepada pedagang daging ayam di pasar tradisional. Peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan pada santri ini merupakan wujud dampak 
dari pelatihan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dalam mewujudkan 
keberdayaan santri. Ketika santri sudah menguasai pengetahuan dan 
keterampilan dalam beternak ayam maka santri setelah lulus dari Pondok 
Pesantren sudah memiliki bekal untuk berwirausaha dan membuka 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya 
santri-santri yang berhasil beternak ayam secara mandiri akan semakin 
banyak pemuda di luar sana yang berminat untuk terjun pada sektor 
pertanian khususnya dalam beternak. 
5.1.2. Peran kerja sama aktor untuk meningkatkan kompetensi 
santri tani milenial di bidang pertanian.  
Secara konteks peran para aktor dalam kebijakan Implementasi 
penumbuhan kelompok santri tani milenial, Kementrian Pertanian sebagai 
stakeholder primer yang berperan sebagai policy creator yang berperan 
sebagai pengambil keputusan dalam Kebijakan penumbuhan kelompok 
santri milenial. Adapun pernyataan ibu Nurul khomariah, S.Sos, M.Si, 
selaku kepala bidang program dan evaluasi di BBPP Kota Batu 
menjelaskan tentang strategi para aktor dalam kebijakan Implementasi 






stakeholder primer yang berperan sebagai policy creator yang berperan 
sebagai pengambil keputusan dalam Kebijakan penumbuhan kelompok 
santri milenial sebagai berikut:  
“Kebijakan KSTM telah ada di dalam dokumen pembangunan 
sumber daya manusia di bidang pertanian, dan telah disetujui oleh 
bapak menteri pertanian dan ini yang menjadi rujukan BBPP Kota 
Batu sebagai satker yang ditunjuk dalam Implementasi penumbuhan 
kelompok santri tani milenial dilapangan. Salah satu aspek yg 
menjadi perhatian pemerintah adalah pada saat pelaksanaan adalah 
berharap santri tani ini bisa menyerap semua ilmu yang sudah 
diberikan oleh tim untuk di praktekkan, sehingga nantinya santri 
memiliki skill di bidang pertanian dan ilmu keagamaan. Hal itu 
tertuang pada peraturan kementrian nomor 9 tahun 2019 tentang 
pedoman gerakan pembangunan sumber daya manusia pertanian 
menuju lumbung pangan dunia 2045 ...” (Wawancara dengan ibu 
Nurul khomariah, S.Sos, M.Si, 5 november  2020) 
 
Penjelasan di atas dimana kekuasaan yang dimiliki kepala 
Kementrian pertanian sebagai decision making, memiliki pengaruh 
dan kepentingan yang harus dilibatkan penuh dalam tahapan- 
tahapan kegiatan kebijakan penumbuhan kelompok santri milenial di 
bidang pertanian yang itu untuk regenerasi petani Indonesia. 
Berkaitan dengan pelaksanaan tujuan kebijakan tersebut seperti yang 
termuat dalam peraturan Kementerian Pertanian tentang pedoman 
gerakan pembangunan sumber daya manusia pertanian menuju lumbung 
pangan dunia 2045 yang tertuang dalam peraturan nomor 9 tahun 2019.  
Secara konteks peran para aktor dalam kebijakan implementasi 
penumbuhan kelompok santri tani milenial di bidang pertanian, Sekretaris 
Kementrian pertanian yang secara de facto adalah kepala pelaksana BBPP 
Kota Batu yang berperan sebagai koordinator yang memfasilitasi dan 






memfasilitasi stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan 
KSTM, baik yang berperan langsung mensosialisasikan, verifikasi, 
pelaksanaan bimbtek, pengawasan yang itu untuk berpartisipasi secara 
aktif.  
5.1.2.1. Komunikasi Antar Organisasi 
Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan 
suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke 
bawah suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, 
baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber 
informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten 
terhadap ukuran dasar dan tujuan atau sumber-sumber yang sama 
memberikan interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan 
menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-
maksud kebijakan.  
Komunikasi antar organisasi (BBPP Kota Batu dan Pondok 
Pesantren) dari informasi yang diperoleh dari informan adalah lancar 
dimana dalam prosesnya ada pelaporan secara berkala dan adanya 
pertemuan-pertemuan antar organisasi terkait pembagian tugas dan 
tanggung jawab juga membuktikan terjalinnya komunikasi yang baik antar 
ketiga organisasi pelaksana dalam implemntasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial.  
“…Komunikasi yang kami lakukan dengan pondok pesantren cukup 
intens menjelang pelaksanaan, karena kami dari BBPP Kota Batu 
juga butuh koordinasi terkait sosialisi dan bimbingan teknis selama 
di pondok pesantren. Persiapan harus matang karena jumlah 
peserta tidak sedikit mas. Kami belajar dari satker lain yang juga di 






Wawancara, 10 November 2020 kepada ibu Sri Sprihati Ningsih, 
S.ST selaku staf BBPP Kota Batu).  
 
Komunikasi yang di bangun oleh antar organisasi antara BBPP Kota 
Batu dan pondok pesantren adalah melalui koordinasi dan sosialisasi. 
Sebuah koordinasi dapat dilakukan apabila kedua pihak menciptakan suatu 
kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya, 
koordinasi yang dilakukan oleh BBPP Kota Batu selaku satker yang ditunjuk 
oleh kementan dengan beberapa pondok pesantren yang berada 
ditanggung jawabnya, dalam koordinasinya kedua instansi tersebut 
mempunyai peran koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan penumbuhan 
kelompok santri milenial ini. (1) Peran BBPP Kota Batu dalam koordinasi 
ini, antara lain: memberikan pembimbing, pemberi materi mengenai 
pembuatan kendang ayam dan tata cara pemilahan ayam joper, pemberi 
ayam dan pakan. (2) Peran Pondok pesantren, yaitu: penyedia lahan dan 
pembiayan, menyediakan peserta pelatihan, memberikan sarana dan 
prasarana, penyedian pakan tambahan.  Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh fauzi selaku santri pondok pesantren Hikmatul Hidayah 
bahwa beberapa santri memang belum sepenuhnya bisa beternak ayam 
dengan baik. 
“…Santri belum sepenuhnya mandiri dalam beternak. apabila 
terdapat beberapa permasalahan dalam beternak, perwakilan dari 
KSTM Pondok Pesantren Baitul Hikmah menghubungi pendamping 
yang mendampingi pada saat ternak siklus pertama. Akan tetapi 
sebagian santri sudah mandiri dalam bertindak semisal mengobati 







Jaminan agar pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan 
tujuan maka diperlukan adanya pengawalan dan pendampingan. Adapun 
ruang lingkup pengawalan dan pendampingan, adalah:  
1. Pengawalan dan pendampingan dilaksanakan oleh tim yang 
ditetapkan oleh Kepala Satker lingkup BPPSDMP, yang akan 
melakukan pengawalan pada setiap KSTM di wilayah kerjanya.  
2. Petugas pengawalan dan pendampingan dapat terdiri dari 
petugas lapangan, widyaiswara, dosen, guru, mahasiswa, alumni 
perguruan tinggi, siswa dan petugas lain yang kompeten.  
3. Tim pengawalan dan pendampingan juga dapat berkoordinasi 
dengan instansi teknis yang melaksanakan fungsi peternakan 
dan kesehatan hewan di wilayah kerjanya agar dapat melakukan 
pengawalan dan pendampingan secara bersama-sama.  
4. Tim pengawalan dan pendampingan bertugas mengawal 
pelaksanaan kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai 
dengan pelaporan kegiatan.  
5. Setiap tim pengawalan dan pendampingan memberikan laporan 
kegiatan sejak proses perencanaan sampai dengan penerapan 
rencana implementasi setelah mengikuti bimtek  
Berbicara mengenai koordinasi, Kementrian Pertanian telah 
membuat suatu struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam 
kegiatan penumbuhan kelompok santri tani milenial tahun 2019 yang 






85/ KPf S/ OT .O5O /M / 3/ 2019. Adapun tim pelaksana tersebut adalah 
sebagai berikut:  
A. Tim Lingkup BPPSDMP:  
1. Pengarah: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pertanian.   
2. Penanggungiawab Kegiatan KSTM: Sekretaris Badan 
Peny'uluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pertanian. 
3. Penanggungiawab Pelatihan/Bimtek: Kepala Pusat Pelatihan 
Pertanian. 
4. Penanggunglawab Verifikasi dan Penetapan CPCL: Kepala 
Pusat Penyuluhan Pertanian. 
5. Penanggungjawab Wilayah; Koordinator: Kepala Pusat 
Pendidikan Pertanian dengan beranggotakan:  
c. Direktur Polbangtan Medan  
d. Direktur Polbangtan Bogor 
e. Direktur Polbangtan Yoryakarta Magelang   
f. Direktur Polbangtan Malang   
g. Direktur Polbangtan Gowa   
h. Drektur Polbangtan Manokwari   
i. Kepala SMK PP Sembawa  
Koordinator: Kepala Pusat Pelatihan Pertanian anggota: 
1. Kepala BBPP Lembang  






3. Kepala BBPP Batu  
4. Kepala BBPP Ketindan  
5. Kepala BPP Jambi  
B. Tim Satuan Kerja 
Tim Satuan Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Satker 
Lingkup BPPSDMP yang menjadi penanggung jawab program 
penumbuhan KSTM di bidang pertanian, untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi dalam 
rangka Penumbuhan KSTM. Tim UPT ditetapkan oleh Kepala Satker 
UPT BPPSDMP.  
C. Tugas dan Tanggung Jawab  
1. Tim Pusat  
Tim Pusat ditetapkan oleh Kepala BPPSDMP yang mempunyai 
tugas sebagai berikut:  
a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi/ dinas 
terkait di provinsi dan kabupaten/kota yang menangani fungsi 
peternakan, pondok pesantren penerima kegiatan,  dan 
stakeholder terkait lainnya.   
b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi  pada tahun 
berjalan.   
c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan  yang 
menjadi tanggung jawabnya kepala Kepala  BPPSDMP.   






Tim Satker ditetapkan oleh Kepala Satker lingkup BPPSDMP 
dengan tugas sebagai berikut:  
a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan  dengan 
instansi/dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota yang 
menangani fungsi peternakan, pondok pesantren 
penerima manfaat,  dan stakeholder terkait lainnya. 
b. Melakukan identifikasi dan verifikasi CPCL.  
c. Melaksanakan Bimtek dan penyaluran bantuan  bagi 
KSTM. 
d. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan.   
e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi,  serta 
pengendalian pelaksanaan kegiatan pada  tahun 
berjalan.  
f. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan dan 
laporan akhir kegiatan meliputi antara lain: (1) hasil 
identifikasi CPCL; (2) hasil verifikasi CPCL; (3) hasil 
validasi dan penetapan KSTM; (41 pelaksanaan Bimtek; 
dan (5) penerapan rencana implementasi untuk 
disampaikan kepada Kepala BPPSDMP. 
g. Apabila masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang 
lebih spesifik, Satker dapat menyusun Petunjuk 
Pelaksanaan (Juklak) terkait program kegiatan dengan 






Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok 
Santri Tari Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, 
melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan 
pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
kepada penerima manfaat dan stakeholder terkait. Sosialisasi dapat 
dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara 
langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan 
oleh pusat, provinsi, dar kabupaten/kota, sedangkan secara tidak langsung 
dilaksanakan melalui media publikasi.  
5.1.2.2. Sikap Pelaksana Kebijakan. 
Sikap Kecenderungan pelaksana kebijakan di BBPP Kota Batu, 
maupun di lingkungan pondok pesantran memahami maksud dan tujuan 
kebijakan KSTM dilaksanakan. Walau menyatakan dengan cara yang 
berbeda, namun bisa diketahui bahwa pelaksana mengetahui arah maupun 
tujuan kebijakan ini diterbitkan. Van Meter Van Horn (dalam Widodo 2013: 
105) mengatakan bahwa keinginan dan kemauan untuk melaksanakan 
kebijakan dipengaruhi oleh tiga elemen antara lain pengetahuan, 
pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. 
Santri dibekali pemahaman mengenai kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial melalui bimbingan teknis oleh tim yang sudah 
di bentuk oleh BBPP Kota Batu selaku satker yang di tunjuk oleh 






Melalui telfon peneliti mewawancarai  tim penamping  Bapak Prima 
Puji Raharjo, S.PT, M.Si, peneliti mendapatkan informasi bahwa santri 
sudah memahami kebijakan KSTM ini.  
“…Setelah dilakukan sosialisasi oleh para tim dari BBPP Kota Batu, 
dan berikan pemahaman terkait kebijakan ini. Santri mengetahui 
dengan jelas bagaimana kebijakan akan berdampak positif bagi 
mereka secara keilmuan maupun finansial. Pemahaman santri 
terhadap kebijakan KSTM sudah ok, mereka memahami kebijakan 
ini sebagai pembelajaran mereka di dunia pertanian melalui 
pendekatan kelompok. Terlebih lagi mereka antusias saat 




Gambar 8 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan 
Sumber: arsip BBPP Kota Batu 
 
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi 
KSTM terdiri atas 3 daerah yang berada di bawah tanggung jawab BBPP 
Kota Batu. Pelaksanaan di Kab. Pamekasan, dilaksanakan selama 2 hari 






Pamekasan, dengan peserta 80 orang. Untuk di wilayah Kabupaten 
Sampang dilaksanakan di Pondok Pesantren Darut Tauhid mulai 15-17 
maret. Sedangkan di wilayah Sidoarjo dilaksanakan di Pondok Pesantren 
Al Ikhlas pada 15-17 maret. Fasilitator selama Bimtek yaitu Widyaiswara 
BBPP Kota Batu, Prima Puji Raharjo, S.Pt, M.Si yang memberikan materi 
di Kabupaten Pamekasan tentang Mendesain Kandang Ayam. Selain itu 
petugas dari Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Pamekasan, Gaffar dan 
Jafar secara bergantian memberikan materi tentang Membuat Kandang 
Ayam, Pemeliharaan Ayam, Mengelola Pakan Ayam, dan Program 
Vaksinasi dan Penanganan Penyakit. 
Pelaksanaan Bimbingan Teknis  
1. Peserta  
Peserta bimbingan teknis adalah santri tani yang tergabung dalam 
KSTM yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Satker 
lingkup BPPSDMP. 
2. Fasilitator  
Fasilitator bimbingan teknis adalah:  
a. Widyaiswara, dosen, praktisi, penyuluh pertanian,  tenaga 
teknis peternakan dan instruktur.  
b. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang  peternakan dan 
manajerial usairatani. 
3. Durasi/ Jangka Waktu  
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi KSTM di Bidang 







Lembaga Pelatihan/ Peternakan di tingkat pusat maupun 
provinsi, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Pusat Pelatihan 
Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), Politeknik 
Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Sekolah Menengah 
Kejuruan Penyuluhan Pertanian (SMK-PP), Pondok Pesantren, 
dan instansi pemerintah lainnya.  
5. Materi  
Materi disusun dalam bentuk bahan bimbingan teknis, antara lain 
berupa:  2 buku, modul, petunjuk lapangan, paket keterampilan, 
dan bahan  serahan lainnya. materi terdiri dari unsur kelompok 
dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang,  dengan 
mengutamakan praktek. Adapun materi tersebut adalah sebagai 
berikut:  
Table 6 Materi Pelatihan 
NO Materi 
A Kelompok Dasar 
1.  
Program Peningkatan Kompetensi Santri Tani Milenial 
Bidang Pertanian 
B Kelompok Inti 
1.  Perkandangan 
2.  Pemeliharaan Ayam 
3.  Pengelolaan Pakan Ayam 






5.  Penanganan Panen 
6.  Penanganan Limbah 
C Kelompok Penunjang 
1.  Rencana Implementasi 
Sumber: Kementan/ BBPP Kota Batu 2019 
6. Metode Bimbingan Teknis  
Bimbingan Teknis dilakukan dengan metode diskusi, 
demonstrasi, studi kasus, simulasi, magang/praktek, dan On The 
Job Training (OJT) dengan pendekatan Pendidikan Orang 
Dewasa (Andragogg) melalui AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, 
Simpulkan dan Aplikasikan).  
7. Rencana Implementasi Penerapan  
Rencana implementasi dilaksanakan setelah peserta mengikuti 
Bimbingan Teknis. Peserta diharapkan untuk menerapkan 
rencana implementasi yang telah disusun pada saat Bimbingan 
Teknis berlangsung. Peserta bimbingan teknis difasilitasi 
dengan bantuan pemerintah berupa sarana pembelajaran agar 
penerapan rencana implementasi berjalan dengan baik.  
Jaminan agar pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan 
tujuan maka diperlukan adanya pengawalan dan pendampingan. Adapun 
ruang lingkup pengawalan dan pendampingan, adalah:  
a. Pengawalan dan pendampingan dilaksanakan oleh tim yang 
ditetapkan oleh Kepala Satker lingkup BPPSDMP, yang akan 






b. Petugas pengawalan dan pendampingan dapat terdiri dari petugas 
lapangan, widyaiswara, dosen, guru, mahasiswa, alumni perguruan 
tinggi, siswa dan petugas lain yang kompeten.  
c. Tim pengawalan dan pendampingan juga dapat berkoordinasi 
dengan instansi teknis yang melaksanakan fungsi peternakan dan 
kesehatan hewan di wilayah kerjanya agar dapat melakukan 
pengawalan dan pendampingan secara bersama-sama.  
d. Tim pengawalan dan pendampingan bertugas mengawal 
pelaksanaan kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai 
dengan pelaporan kegiatan.  
e. Setiap tim pengawalan dan pendampingan memberikan laporan 
kegiatan sejak proses perencanaan sampai dengan penerapan 







Gambar 9 Bimbingan Teknis  KSTM 
Sumber: arsip BBPP Kota Batu  
 
Kepala BBPP Kota Batu, Dr. Wasis Sarjono S.Pt. M. Si, memberikan 
arahan terkait Program Pengembangan Agribisnis Ayam, sesaat sebelum 
penutupan Bimtek. Hal itu diungkapkan kepada peneliti pada saat 
wawancara  
“…BBPP Kota Batu memiliki tanggung jawab dalam Program 
Penumbuhan dan Penguatan KSTM ini sebanyak 70 KSTM dengan 
komposisi di Kota Sidoarjo ada 9 KSTM, Kabupaten Pamekasan 28 
KSTM dan Kabupaten Sampang 33 KSTM. Bimtek ini sebagai 
pembelajaran bagi santri tani milenial agar disamping belajar agama 
juga nantinya pandai berwirausaha”, (wawancara, kamis 5 november 
2020) 
 
 Penjelasan dari Dr. Wasis Sarjono S.Pt. M. Si diatas 
menggambarkan bagaimana harapan supaya kebijakan ini bisa memberi 
manfaat bagi generasi milenial yang telah di bina.  
“...Harapan kami stimulus ini dapat berkembang dari 500 ekor 
menjadi lebih banyak lagi dan dapat memberi manfaat bagi generasi 
milenial kita” (Wawancara, Kamis 5 November 2020) 
 
Menurut informasi dari informan BBPP Kota Batu, selain tim dari 
BBPP Kota batu turut hadir juga Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Pamekasan, Galih Pra Asih, yang juga menyapa seluruh 
peserta Bimtek dan memberikan motivasi kepada santri tani milenial untuk 
semangat dalam budidaya ayam joper. Santri memahami cara beternak 
setelah di berikan pelatihan oleh tim dari BBPP Kota Batu dan pendamping 
lainnya. Hal itu sesuai dengan yang di sampaikan oleh Abdul Aziz selaku 
santri di pondok pesantren Hikmatul Hidayah.  
“…Setelah mengikuti pelatihan santri mengetahui cara membuat 






pemeliharaan ayam santri mengetahui tiga cara memelihara ayam 
yaitu ekstensif, semi ekstensif, dan intensif. Selain itu santri juga bisa 
mengenal dan mengetahui gejala penyakit dan pengobatan pada 
ayam ternak. Dan yang terakhir santri sudah mengetahui cara 
memanen dan terbukti bisa dalam menangani ayam yang siap 
dipanen pada siklus yang pertama. Pengetahuan yang didapat 
tentang kandang sudah cukup sebagai peternak pemula dan apabila 
semakin luas maka akan meningkatkan keberhasilan ternak. Dalam 
pemeliharaan ayam yang sudah diketahui bahwa yang harus benar-
benar diperhatikan agar mencapai berat badan standar adalah 
konsumsi pakan harus sesuai dengan kebutuhan ayam. Kemudian 
santri sudah bisa melakukan pencegahan agar ayam tidak mudah 
terserang penyakit, akan tetapi jika terserang penyakit yang cukup 
parah santri belum bisa menangani dengan sepenuhnya. Dan untuk 
penanganan panen dan pasca panen disampaikan bahwa setelah 
panen dilakukan sterilisasi agar tidak ada kuman atau virus di 
kandang yang akan dipakai untuk ternak yang selanjutnya. 
(wawancara tanggal 24 april 2021, melalui telfon) 
 
Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar 
dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting.  Implementasi 
kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan 
tersebut secara menyeluruh.  Hal ini berarti kegagalan suatu implementasi 
kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhasap 
kebijakan.  Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. 
Para pelaksana kebijakan yang ada di BBPP Kota Batu sebagai organisasi 
pelaksana telah mengetahui dan memahami Standar dan Tujuan dari 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial.  
Sikap penerimaan atau penolakan dari segi pelaksana kebijakan 
sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 
kebijakan publik.  Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang 
dilaksankan bukanlah hasil formulasi para santri setempat yang mengenal 
betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.  Tetapi kebijakan 






keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, 
keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.  
5.1.2.3. Karakteristik Lembaga Pelaksana 
 
Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi 
formal dan informal yang terdiri atas Balai Besar Pelatihan Peternakan 
(BBPP) Kota batu dan pondok pesantren. Karakteristik organisasi 
pelaksana ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat 
dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dari para agen pelaksana. Dalam 
hal ini misalnya Kementerian Pertanian (Kementan) mengatur penggunaan 
anggaran dengan satker yang telah di tunjuk seperti BBPP Kota Batu, 
pesantren-pesantren yang terlibat dalam implementasi kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial juga ikut serta berkontribusi 
dalam setiap tahapan sosialisasi, verifikasi, validasi dan pelaksaan di 
pondok pesantren masing-masing.  
Bantuan –bantuan yang diberikan oleh kementerian pertanian yang 
di distribusikan oleh BBPP Kota Batu dalam implementasi kebijakan 
kelompok santri tani milenial ini berupa bantuan berupa pelatihan, material 
dan juga dana. Bantuan dana yang berikan untuk membangun kandang 
ayam joper di lingkungan pondok pesantren. Dalam wawancara dengan 
pak kholis selaku pengurus pondok pesantren dijelaskan bahwa para santri 
bergotong royong ketika membuat kandangnya.  
“…Saat pembuatan kandang dilakukan santri sebisa mungkin 
membuat kandang yang sesuai dengan ayam yang akan dipelihara. 
Mulai dari memotong bambu yang ukurannya sama hingga 
penataannya harus rapi antara satu dengan yang lain agar 
memudahkan santri dalam memelihara ayam itu tadi. Memberi 






terkadang santri yang memberi pakan bisa terdiri dari 3 orang atau 
lebih. Diusahakan agar tidak ramai dan tetap fokus memberi pakan 
dan minum sesuai takaran yang ada. keterampilan- keterampilan 
dalam beternak ayam masih terus diasah karena sebagai peternak 
pemula seperti santri ini perlu belajar lebih maksimal agar dapat 
memelihara ayam dan menghasilkan panen yang lebih baik. Santri 
memiliki keterampilan baru namun tidak semua santri bisa 
menguasai itu semua. Hal ini disebabkan kesibukan santri yang 
berbeda-beda. (wawancara tanggal 24 april 2021 melalui telfon).  
 
Berdasarkan karakteristik organisasi pelaksana dari donald van 
meter dan carl van horn, suatu organisasi pelaksana harus bersifat 
demokratis dan persuasif dalam melaksanakan kebijakan. Demokratis 
disini maksudnya adalah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan para 
agen pelaksana sebagai perwalikan pondok pesantren melaksanakan 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial dengan 
baik dan disesuikan dengan sandar, tujuan dan sasaran kebijakan yang 
ingin dicapai. Sedangkan persuasif disini maksudnya adalah bahwa para 
agen pelaksana harus dapat mengajak santri dan BBPP Kota Batu untuk 
tetap menjaga komunikasi guna kedepannya kondisi mantap dalam 
pengawasan.  
5.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial di Bidang 
Pertanian.  
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada serangkaian 
narasumber kunci, yang mewakili beberapa organisasi pelaksana kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial. Dapat diketahui terdapat 
beberapa faktor pendukung dan pengahambat, baik yang berasal dari 






eksternal. Mengenai penjabaran faktor pendukung dan penghambat 
tersebut dapat dilihat pada bagian dibawah ini.  
5.1.3.1. Faktor Pendukung  
 Melihat hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, maka 
dalam penelitian ini berhasil ditemukan beberapa faktor pendukung 
implementasi kebijakan. Faktor pendukung ini dapat ditemukan seiring 
dengan karakter khusus dari lokasi penelitian dimana budaya organisasi 
yang baik akan mengoptimalkan implementasi kebijakan kelompok santri 
tani milenial. Oleh karena itu, ditinjau dari hasil wawancara kepada BBPP 
Kota Batu, Kepala Bidang evaluasi program BBPP Kota Batu, beberapa 
kepala biro dalam BBPP Kota Batu, mengindikasikan tingkat kepatuhan 
yang sangat baik. Oleh karena itu, proses koordinasi dalam jajaran 
managerial nyaris berjalan dengan sangat baik tanpa adanya hambatan-
hambatan kepentingan yang berarti. Fenomena ini juga didukung oleh 
pendapat dari ibu Nurul Khomariyah, Kepala Bidang evaluasi program 
BBPP Kota Batu, selaku koordinator pelaksana kebijakan ini yang 
berpendapat: 
“…ya ini kita cukup berterimakasih pada organisasi pemerintah 
khususnya yang berada di jajaran kementrian dan satker yang di 
tunjuk itu sendiri, karena selama ini sudah bekerja dengan sangat 
baik hingga rencana mulai dari sosialisasi hingga bimtek dapat 
terselesaikan. Harapan kami juga di tahun-tahun mendatang itu ada 
semacam bentuk partisipasi dari lembaga-lembaga lain diluar 
pemerintah agar ikut serta dalam kebijakan semacam ini walaupun 
pelaksanaan dan koordinasi selama ini sudah baik” (Wawancara 
pada ibu Nurul 10 November 2020) 
 
 Berjalanya kolaborasi antar lembaga pemeritahan di tingkat atas 






dengan maksimal, meskipun hasil wawancara lanjutan juga menunjukan 
kurangnya sinergitas antar pelaksana di tingkat bawah serta organisasi 
diluar lingkup pemerintahan.  
 Adapun faktor pendukung lain dalam kebijakan penumbuhan 
kelompok santri milenial, yaitu:  
1. Kesiapan Pondok Pesantren dalam menyiapkan tempat seperti 
kendang dan lahan di lingkungan pondok pesantren.  
2. Kondisi lingkungan serta antusiasme para santri untuk ikut terlibat 
dalam kegiatan pelatihan. 
3. Tim satker dari BBPP Kota Batu berkoordinasi dengan baik dengan 
semua stakeholder yang terlibat untuk memastikan implementasi 
kegiatan berjalan dengan baik.  
4. BBPP Kota Batu mengadakan pelatihan sebelum memberikan 
bantuan, mengenai cara beternak ayam joper dan menjual hasil 
ternak. Sehingga meminimalisir kegagalan Ketika praktek.  
5.1.3.2. Faktor Penghambat 
 
 Sedangkan dari faktor penghambat dalam penelitian ini menurut 
data primer yang didapat terdapat dapat dijelaskan melalui 5 (lima) jenis 
hambatan. Menurut hasil wawancara dengan kepala bidang evaluasi 
program dan staf BBPP Kota Batu keduanya menceritakan hal yang sama 
terkait hambatan dalam imolementasi kebijakan ini.  
“…Sejauh ini kendala dalam melaksanakan kebijakan ini itu terkait 
masalah sumber daya manusia itu sendiri, karena mereka biasanya 
hanya diajarkan ngaji, pegang kitab kemudian di suruh mengelola 
ayam joper ini ya agak susah, perlu belajar lagi biar bisa maksimal. 






yang masih kecil itu rentan terhadap cuaca, kemudian monitoring, 
bibit ayam dan lokasi. (wawancara, 10 November 2020) 
 
 
Gambar 10Wawancara Kepada Ibu Nurul khomariah, S.Sos, MSi 
selaku Kepala Bidang Evaluasi Program BBPP Kota Batu. 
Sumber: Peneliti 2020 
 
1. Cuaca terhadap kematian ayam joper 
 Informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan kunci di 
BBPP Kota Batu bahwa stres panas pada unggas (di atas suhu nyaman 
unggas) akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang ditunjukkan oleh 
peningkatan frekuensi panting dan konsumsi air minum, serta menurunnya 
konsumsi pakan. Kondisi fisiologis dan hormonal juga terpengaruh oleh 
stres panas, ditandai dengan meningkatnya hormon. 






a. Pemahaman santri milenial terhadap teknik berternak masih 
belum maksimal karena memang sebagian dari santri tidak 
pernah beternak ayam. Hal lain yang menjadi perhatian tim 
adalah bagaimana teknis pengelolaannya kedepan. Mulai dari 
persiapan kandang, jenis makanan yang dipakai, vitamin yang 
digunakan, waktu vaksin yang tepat harus Anda ketahui. Jika 
salah dalam pengelolaan ini, ayam yang Anda pelihara bisa 
mengalami stres dan menyebabkan kematian atau gagal panen. 
Kandang yang tidak bersih juga akan menyebabkan penyakit 
bagi ayam. Ketahuilah cara merawat ayam dengan baik agar 
terhindar dari kegagalan bisnis ayam petelur. 
b. Banyak KSTM belum bisa memanfaatkan bantuan secara 
maksimal, artinya bantuan yang sudah diberikan oleh BBPP Kota 
Batu terhadap beberapa KSTM hanya bertahan kurang dari satu 
bulan. Contohnya fasilitas kandang sudah di bongkar sebelum 
satu bulan. Seharusnya jika di kelola dengan baik akan 
memberikan manfaat secara keilmuan dan ekonomi.  
3. Bibit ayam joper 
 Koordinasi aliran distribusi untuk pasokan ayam joper peternakan 
ayam dari supplier kepada pondok pesantren dirasa masih kurang. BBPP 
Kota Batu mengkoordinasikan permintaan kebutuhan pondok pesantren 
kepada supplier ayam joper. Namun ditribusi ayam joper terkendala karena 
sulitnya mencari bibit ayam joper yang sesuai kriteria yang sudah di 






yang berusia 2 minggu. Kurangnya bibit ayam joper inilah yang menjadi 
hambatan saat pendistribusian bantuan ayam ke pondok pesantren. 
4. Monitoring 
 Proses pendampingan oleh BBPP Kota Batu ini dijadikan sebagai 
sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang dianggap penting 
dalam membangun wawasan dan dapat merubah mindset kelompok santri 
tani milenial dan atau pengelola bantuan ayam joper. Setiap monitoring, 
para pendamping menjadikan momentum ini untuk melihat juga bagaimana 
perkembangan para KSTM dan atau pengelola bantuan ayam joper dalam 
pelaksanaan kebijakan dilapangan. Oleh karena itu diperlukan aktor untuk 
berkoordinasi dalam menangani masalah yang terjadi dilapangan dimana 
sebagai penengah jika terjadi hal-hal yang menghambat terutama dalam 
hal monitoring, hasil akhirnya nanti dijadikan laporan oleh pendamping 
BBPP Kota Batu dijadikan bahan evaluasi. Karena minimnya anggran untuk 
kegiatan monitoring, maka BBPP Kota Batu selaku penanggung jawab 
menggunakan media sosial untuk melakukan monitoring. BBPP membuat 
grub khusus di aplikasi Whatsapp agar memudahkan KSTM saling 
berkomunikasi. 
5. Lokasi 
 Tempat/ lokasi KSTM di beberapa daerah memiliki waktu tempuh 
yang cukup jauh contohnya di daerah pamekasan dan sampang. Proses 
transportasi ayam joper dari kandang pemeliharaan ke lokasi KSTM bisa 






5.2. Pembahasan.  
5.2.1. Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok Santri Tani 
Milenial di Bidang Petanian.  
 Untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan Penumbuhan 
Kelompok Satri tani Tani Milenial peneliti menggunakan teori yang diusung 
oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Seperti yang dikatakan oleh 
Nugroho (2011: 645) tidak ada model terbaik karena setiap kebijakan publik 
memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Dimensi-
dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn dirasa peneliti cukup 
mewakili permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan dapat 
dijadikan panduan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan 
Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial di Bidang Petanian. Fenomena 
yang ditemui dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan 
alur model milik Van Meter Van Horn.  
 Selain itu, menurut peneliti, model implementasi Van Meter Van Horn 
ini menawarkan dimensi yang lebih luas dibandingkan model implementasi 
milik Edward III yang selama ini sering digunakan oleh penelitian-penelitian 
sebelumnya yang mengkaji tentang masalah pemberdayaan sumber daya 
manusia di bidang pertanian. Model implementasi milik Van Meter Van Horn 
melihat implementasi bukan hanya dari sisi implementor saja, tetapi juga 
dari ukuran dan tujuan kebijakan serta lingkungan kebijakan. Beberapa 
dimensi dari model implementasi milik Edward III seperti komunikasi, 
disposisi, sumber daya dan struktur birokasi juga dibahas dalam model 






menambahkan dimensi lainnya yaitu ukuran dan tujuan kebijakan serta 
kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dirasa peneliti juga 
sangat mempengaruhi implementasi kebijakan penumbuhan kelompok 
santri tani di bidang pertanian.  
 Donald s. Van Meter dan Carl e. Van Horn dalam Wahab (2001:75), 
menjelaskan bahwa keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya 
adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan 
tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Model pendekatan 
implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut 
dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini 
merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan 
kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih 
kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam 
hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi 
kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan 
kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan 
dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.  
 Berbeda halnya dengan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 
(Agustino 2014:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai 
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif 
yang penting atau keputusan badan peradilan. Secara umum ada tiga 
pendekatan teoritis yang berbeda dalam studi implementasi. Tiga 






terus berkembang dari generasi ke generasi. Fischer dkk (2015: 129) 
mengemukakan tiga pendekatan teoritis tersebut antara lain:  
1) Model atas-bawah yang menekankan pada kemampuan pembuat 
keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang tegas dan pada 
pengendalian tahap implementasi   
2) Kritik bawah-atas yang melihat birokrasi lokal sebagai aktor utama 
dalam penyampaian kebijakan dan memahami implementasi 
sebagai proses negosiasi dalam jaringan pelaksana  
3) Teori hibrida yang mencoba mengatasi kesenjangan antara dua 
pendekatan dengan menggabungkan unsur- unsur model atas 
bawah, bawah atas dan model teoritis lainnya. Fenomena sosial sulit 
dijelaskan menggunakan berbagai konsep yang abstrak. Untuk itu, 
dibutuhkan sebuah model yang merupakan sebuah kerangka 
sederhana untuk mempermudah dalam menjelaskan fenomena. 
Definisi model yang sederhana menurut Bullock dan Stallybrass 
adalah “a representation of something else, designed for a specific 
purpose (representasi dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk 
tujuan tertentu) (dalam Wahab 2014:154). 
 Bagi yang melihat kebijakan publik dari perspektif siklus kebijakan, 
maka implementasi kebijkan merupakan aktifitas yang penting (Wahab 
2014:125). Implementasi kebijakan setidaknya bukan hanya mekanisme 
penjabaran politik ke dalam prosedur, tetapi juga memasuki berbagai 







 Hal ini juga disampaikan oleh Udoji (dalam Wahab 2014: 126) 
seorang pakar kebijakan Afrika yang menyatakan bahwa pelaksanaan 
kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih 
penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa 
impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 
diimplementasikan. Dalam bahasa sederhana implementasi kebijakan bisa 
diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kebijakan. Menurut Gordon 
(dalam Keban 2008: 76) mengatakan, implementasi berkenaan dengan 
berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dengan 
demikian, para implementator mengatur, mengorganisir, 
menginterpretasikan juga menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.  
 Donald s. Van Meter dan Carl e. Van Horn memperkenalkan model 
proses implementasi sebagai bagian dari proses politik dan administrasi. 
Model tersebut menggambarkan proses dalam pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh berbagai aktor, dimana hasil akhir ditentukan oleh 
materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat 
keputusan dalam konteks politik administratif. Sedangkan proses politik 
dapat dilihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan 
berbagai aktor kebijakan, kemudian proses administrasi terlihat melalui 
proses umum terkait aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat 
tertentu. 
5.2.1.1. Standar dan Tujuan Kebijakan 
 Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya 






yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran 
kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Lebih lanjut 
Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90) mengemukakan: 
“Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya 
menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh 
para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya 
merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran 
tersebut” (Sulaeman, 1998). 
 
 Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan 
kebijakan adalah penting.  Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi 
gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya 
menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan 
kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana 
(implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap 
standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. 
Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, 
dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan 
suatu kebijakan. 
 Pemahaman yang diberikan kepada santri dalam kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial adalah melalui pelatihan. 
Pelatihan merupakan suatu program dari pendidikan luar sekolah yang 
dirancang untuk menambah atau memberikan pengetahuan dan 
keterampilan baru terhadap individu atau kelompok. Menurut Combs dalam 
Joesoef (1992) pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan 
yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal 






tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. Sejalan dengan hal tersebut, 
Mondy (2008) juga berpendapat bahwa pelatihan merupakan serangkaian 
aktivitas yang dirancang guna memberi pengetahuan dan keterampilan 
yang dibutuhkan para pembelajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan 
mereka pada saat ini. Simamora (1995) juga mengartikan pelatihan sebagai 
serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-
keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang 
individu.  
 Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelatihan Kelompok Santri Tani 
Milenial (KSTM) adalah sebuah kegiatan peningkatan kompetensi yang 
diberikan kepada sejumlah kelompok santri di pondok pesantren. Adapun 
indikator dampak keberhasilan dari pelatihan ini yaitu santri mampu 
memahami materi terkait pengelolaan ternak ayam dan santri terampil 
dalam mengelola ternak ayam diantaranya dalam hal perkandangan, 
pakan, manajemen pemeliharaan, pengendalian penyakit, penanganan 
panen dan pasca panen. Santri tani milenial yang disebutkan di dalam 
petunjuk teknis pelatihan merupakan santri yang memiliki minat dibidang 
pertanian, berusia 15-39 tahun, dan/atau yang adaptif terhadap teknologi 
digital. Metode yang diterapkan dalam pelatihan ini yaitu metode diskusi, 
demonstrasi, studi kasus, simuasi, praktek, dan On the Job Training (OJT) 
dengan pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (Andragogy) melalui 






Sebuah pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi komponen- 
komponen dalam pelatihan. Adapun komponen-komponen pelatihan yang 
dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) antara lain:  
1. Tujuan dan sasaran pelatihan serta pengembangan harus jelas dan 
dapat diukur. Tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan santri Tani Milenial dalam beternak 
ayam;  
2. Para pelatih harus profesional atau berkualitas. Pemateri dan 
pendamping pelatihan ini yaitu petugas dari BBPP Kota Batu dan 
pendampingnya merupakan mahasiswa dari Politeknik 
Pembangunan Pertanian Malang yang saat itu sedang melakukan 
KKN dan ditugaskan untuk memberikan pendampingan pada santri 
yang baru selesai mengikuti pelatihan sekaligus mendapat bantuan 
ternak ayam untuk dikelola.  
3. Materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan tujuan yang 
akan dicapai. Materi yang diberikan pada saat pelatihan telah 
disesuaikan dengan tujuan program pelatihan dan semua sudah 
ada pada modul yang diberikan saat pelatihan berlangsung.  
4. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan atau ketentuan 
yang ada. Dalam hal ini santri yang mengikuti program pelatihan 
Kelompok Santri Tani Milenial sudah memenuhi kriteria atau 
persyaratan yang ada pada petunjuk teknis pelatihan dari 






 Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa 
pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan pada seseorang yang dapat membantu dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan saat ini atau masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, 
peneliti mengambil fokus pengetahuan dan keterampilan. Alasan peneliti 
mengambil dua fokus yaitu karena ingin mengetahui pengetahuan dan 
keterampilan apa saja yang sudah dimiliki oleh santri setelah mengikuti 
pelatihan. 
 Ukuran dan Tujuan kebijakan KSTM dimaksudkan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial. 
KSTM juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri tani 
milenial untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok. 
Pelaksana di BBPP Kota Batu maupun di pondok pesantren memahami 
maksud dan tujuan dari kebijakan ini. Pemahaman implementor tentang 
kebijakan akan mempengaruhi sikapnya terhadap kebijakan. Kebijakan ini 
juga dirasakan cukup realistis untuk dilaksanakan karena pada dasarnya 
urusan-urusan yang diserahkan kepada BBPP Kota Batu sebagi satker 
yang telah ditunjuk oleh kementan untuk menjadi penanggung jawab 
pelaksanaan di 70 pesantren.  
 Pemahaman implementor tentang kebijakan akan mempengaruhi 
sikapnya terhadap kebijakan. Kebijakan ini juga dirasakan cukup realistis 
untuk dilaksanakan karena pada dasarnya urusan-urusan yang diserahkan 
kepada BBPP Kota Batu selaku satker yang di tunjuk untuk bertanggung 






inkremental cenderung akan menimbulkan tanggapan positif (Van Meter 
Van Horn dalam Winarno, 20144 : 155).  
Tujuan kebijakan dan standar yang jelas yaitu perincian mengenai 
sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk 
mengukur pencapaiannya. Kinerja implementasi kebijakan tentang 
penumbuhan kelompok santri tani milenial dapat diukur tingkat 
keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realitis 
dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van meter dan 
van horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan 
tentunya menegaskan standard sasaran tertentu yang harus dicapai oleh 
para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 
penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.  
Sejarah telah mencatat peran santri dalam mengabdikan diri bagi 
umat dan bangsa sejak periode penjajahan hingga periode kemerdekaan 
hari ini. Santri telah mampu mewarnai berbagai dinamika kemajuan bangsa 
dengan mahakarya dan berbagai kontribusi aktif di dalamnya. Santri hari 
ini, atau istilah kerennya adalah santri zaman now, adalah bagian dari 
generasi millenial yang tentunya tidak terlepas dari karakteristik generasi 
millenial itu sendiri. Menurut Hassanuddin Ali, dalam bukunya yang berjudul 
Milenial Nusantara, yang dimaksud generasi millenial adalah generasi yang 
lahir pada tahun 1981-2000, di mana millenial adalah istilah cohort. Dalam 
demografi, terdapat empat cohort besar yaitu Baby bommer, Gen-X, Gen-
Y (generasi millenial), dan Gen-Z. Lebih lanjut lagi, Hassanuddin 






millenial, yaitu confidence (percaya diri), creative (kaya akan ide dan 
gagasan), dan connected (pandai bersosialisasi dalam berbagai 
komunitas). Karakteristik ini juga yang tentu dimiliki juga oleh santri zaman 
now sebagai bagian dari generasi millenial.  
Harapan besarnya santri milenial adalah dapat menjadi pelopor 
peradaban kemajuan Indonesia. Keilmuan santri harus mampu 
menyesuaikan dengan keadaan zaman, sehingga tidak lagi dikotomi antara 
keilmuan dunia dan keilmuan akhirat. Rasulullah SAW telah memberikan 
contoh langsung untuk kita teladani di mana beliau merupakan sosok 
pebisnis yang sukses. Kesungguhannya dalam berdagang mengantarkan 
Rasulullah mencapai kondisi yang mandiri secara finansial di usia muda.  
Contoh keteladanan inilah yang harus dicontoh oleh santri hari ini, 
bahwa mandiri secara finansial harus dirintis dan diperjuangkan dari sejak 
muda. Maka sudah sepatutnya, santri tidak hanya belajar membaca kitab 
kemudian menghukuminya saja, lebih dari itu santri harus bisa 
mengaktualisasikannya. Harapan besar lainnya juga santri bisa menjadi 
lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, 
persiapan yang harus dilakukan santri yaitu bahwa santri harus bisa berdiri 
di atas keteguhan dan keistiqomahan memegang prinsip karakteristik 
santri. Maraknya kenakalan remaja, kasus kriminal, dan merosotnya moral 
para pelajar di Indonesia yang diakibatkan kurangnya pendidikan berbasis 
karakter seharusnya tidak dialami oleh santri.  Karena sejatinya, pesantren 
sebagai tempat pembelajaran bagi santri telah menerapkan pendidikan 






dengan etika luhur (strong ethic), berakhlak mulia (possesing a positive 
attitude), dan berintegritas (intergrity).  
 Kebangkitan pemuda adalah suatu keniscayaan yang akan 
membangun Indonesia di masa mendatang, yaitu dengan adanya 
fenomena bonus demografi yang kemudian berimplikasi setidaknya ke 
dalam tiga sektor yaitu organisasi, politik, dan ekonomi. Ketiga sektor ini 
menjadi wacana youth civil society, youth government, dan youth 
entrepreneurship akan lahir dari kalangan pemuda generasi milenial yang 
termasuk di dalamnya adalah kaum santri. Bahkan tidak menutup 
kemungkinan bahwa santri akan menjadi pelopor kemajuan pemuda di 
bidangnya masing-masing, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh 
santri. Sehingga santri millenial dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, 
skill entrepreneur yang mumpuni, berintegritas, serta berakhlak mulia, 
bukan tidak mungkin akan menjadi pelopor kemajuan peradaban di 
Indonesia.   
5.2.1.2. Sumber Daya  
 Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan 
untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang 
harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah 
sember data manusia, finansial, dan waktu. Manusia merupakan sumber 
daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas 
sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah 






Sumber daya finansial menentukan keterlaksananya suatu kebijakan. Jika 
sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan 
terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Mater dan Van Horn (dalam 
Widodo 2008) menegaskan bahwa “Sumber daya kebijakan (policy 
resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya 
kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar 
administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas 
dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu 
kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan 
merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.” 
 Pentingnya sumber daya juga disampaikan oleh George C. Edward 
III (dalam Nawawi 2009: 136) dimana sasaran, tujuan dan isi kebijakan 
walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi 
tidak berjalan dengan efektif dan efisien. 
 Apabila ditinjau berdasarkan sumber daya yang dikerahkan, maka 
dapat dipahami bahwa implementasi penumbuhan kelompok santri tani 
milenial tersebut, membutuhkan sumber daya yang cukup besar dan 
bermacam-macam. Tetapi pada dasarnya sekumpulan sumber daya 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaknin 1) Sumber Daya 
Manusia, 2) Sumber Daya Materi/ Material, 3) Sumber Daya Waktu, dari 








1) Sumber Daya Manusia  
 Jika ditinjau dari ketersediaan sumber daya manusia dalam 
kebijakan kelompok santri tani milenial di bidang pertanian, pada dasarnya 
dapat dipahami berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh ketua 
bidang evaluasi program BBPP Kota Batu. Dimana sumberdaya manusia 
untuk tenaga operasional dasar pada dasarnya juga sudah mencukupi 
untuk melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan 
sebelumnya. Apalagi dengan adanya antusiasme santri dari pondok 
pesantren setempat, dan adanya bantuan baik yang tergabung dalam tim 
pendampingan dan dosen.  
 Dalam kebijakan KSTM ini santri memiliki ketrampilan baru dalam 
beternak ayam joper karena sudah diberikan pelatihan oleh tim 
pendamping. Mondy (2008) berpendapat bahwa pelatihan merupakan 
serangkaian aktivitas yang dirancang guna memberi pengetahuan dan 
keterampilan yang dibutuhkan para pembelajar untuk dapat melaksanakan 
pekerjaan mereka pada saat ini. Simamora (1995) juga mengartikan 
pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 
meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun 
perubahan sikap seorang individu.  
 Keterampilan adalah perilaku yang dimiliki oleh santri melalui 
pelatihan KSTM yang telah diikuti. Keterampilan yang dimaksud yaitu 
keterampilan dalam beternak ayam. Keterampilan juga diartikan sebagai 
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu hal yang meliputi 






semuanya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk 
menunjang keberhasilannya di dalam penyelesaian tugas (Rusyadi dalam 
Yanto: 2005). Sejalan dengan hal tersebut, Dunette (1976) menyatakan 
bahwa keterampilan adalah hasil dari latihan yang berulang-ulang yang 
dapat disebut perubahan meningkat atau progresif atau pertumbuhan yang 
dialami oleh orang yang mempelajari keterampilan tadi sebagai hasil dari 
aktifitas tertentu. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan 
dengan keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu.  
 Istilah terampil biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat 
kemampuan seseorang yang bervariasi. Keterampilan (skill) merupakan 
kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat 
(Widiastuti, 2010). Sedangkan menurut Amirullah (2003) istilah terampil 
juga diartikan sebagai suatu perbuatan atau tugas, dan sebagai indikator 
dari suatu tingkat kemahiran.  
 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti dapat menarik 
garis merah bahwa keterampilan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki 
oleh individu yang didapatnya melalui latihan yang terus menerus dilakukan 
sehingga menghasilkan sebuah keberhasilan tertentu. Keterampilan itu 
sendiri dapat memberikan perubahan terhadap seseorang dalam bertindak. 
Keterampilan yang didapat oleh santri melalui bimbingan teknis ini dapat 
memberikan pengaruh dalam keberdayaan santri di pondok pesantren.  
2) Sumber Daya Material  
 Jika ditinjau dari segi sumberdaya material hasil temuan yang paling 






pelaksanaan kegiatan kelompok santri tani milenial karena menurut Van 
Meter Van Horn menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 
Dimana menurut informasi yang disampaikan kepala bidang evaluasi 
program di BBPP Kota Batu, terdapat pembagian bantuan sumber daya 
material. Masing – masing kelompok santri tani milenial yang berada di 
bawah tanggung jawab BBPP Kota Batu mendapat bantuan sebanyak 500 
ekor ayam kampung berumur 4 minggu, 500 kg pakan, 1 paket vitamin dan 
obat -obatan, dan stimulasi bantuan untuk pembuatan kandang yang di 
transfer langsung ke rekening KSTM masing – masing 3 juta.  
Ketentuan KSTM penerima bantuan adalah: 1) Pondok pesantren 
memiliki lahan untuk penempatan kandang dengan kapasitas 500 ekor 
ayam (umur 4 minggu), 2) KSTM memiliki minat dibidang peternakan ayam, 
3) Setiap KSTM terdiri dari 20-30 orang, 4) Setiap Pondok Pesantren 
memiliki maksimal 3 KSTM, dan 5) Anggota KSTM berusia 15 – 39 tahun, 
6) KSTM siap menjalankan usaha. Dari kriteria tersebut, terjaring beberapa 
KSTM dari beberapa daerah yang berada di bawah tanggung jawab BBPP 
Kota Batu.  
 Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) kurangnya dukungan 
sumberdaya dalam implementasi kebijakan dapat berpengaruh kepada 
terhambatnya rencana implementasi secara keseluruhan. Adapun dalam 
kebijakan ini, dengan adanya kepastian dalam sistem pendanaan kebijakan 
kelompok santri tani milenial ini tetap memiliki dampak terutama kepada 
pelaksanaan program- program yang membutuhkan biaya pembangunan 






3) Sumber Daya Waktu  
 Mengenai sumber daya waktu, hasil informasi yang disampaikan 
oleh beberapa informan yang menwakili masing-masing menyebutkan 
bahwa tidak terdapat kerangka waktu yang spesifik kecuali mengacu pada 
juknis yang sudah di edarkan oleh kementrian pertanian. Hal ini 
menjelaskan mengenai letak sinkronisasi antara rencana pembangunan 
sumber daya manusia di bidang pertanian dengan visi kementrian pertanian 
untuk mencapai lumbung pangan dunia di 2045 sesuai peraturan kementan 
nomer 09 tahun 2019.  
5.2.1.3. Kondisi Lingkungan Ekonomi dan Sosial 
 
 Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial adalah sejauh mana 
lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. 
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi 
sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, 
upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal 
yang kondusif  
 Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 
selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van meter Van horn. Dampak kondisi 
kondisi ekonomi,  sosial dan politik  pada kebijakan publik merupakan pusat 
perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.  Para pemilihan 
perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam 
mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil 






keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil,  namun 
menurut Van Meter Van Horn,  faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek 
yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.  
 Kondisi lingkungan sosial di pondok pesantren terkait implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milnenial adalah sangat 
mendukung, santri beserta stake holder berperan aktif dalam terlaksananya 
implementasi kebijakan ini mulai dari sosialisasi hingga bimbingan teknis, 
hingga patuhnya para santri dalam penggunaan anggaran yang tepat agar 
proses kegiatan dapat berjalan lancer.  
Santri memahami pentingnya pembangunan sumber daya manusia 
milenial di bidang pertanian melalui pendekatan kelompok di pondok 
pesantren untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan sikap santri milenial. 
Kebijakan ini tentunya memberi sumbangsih terhadap peningkatan dalam 
bidang ekonomi, sosial dan pendidikan kepada santri. Dalam bidang politik 
adanya implementasi penumbuhan kelompok santri tani milenial (KSTM) 
merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
 Kesejateraaran itu di buktikan dengan berwirausaha, yang dimaksud 
yaitu santri dapat mengelola ternak dengan baik sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan santri dan memberi peluang kerja terhadap 
masyarakat sekitar. Timmons (dalam Wahyudin: 2012) memandang 
wirausaha sebagai tindakan kreatif atau suatu kemampuan melihat dan 
memanfaatkan peluang, bahkan pada saat semua orang atau masyarakat 






(dalam Saragih: 2017) juga berpendapat bahwa wirausaha menjadi sebuah 
proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan 
mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari.  
 Menurut Suryana (2008) terdapat dua unsur yang penting di dalam 
berwirausaha yaitu kreatif dan inovatif. Orang yang kreatif selalu 
menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan membuat lompatan untuk 
memungkinkan mereka memandang segala sesuatu dengan cara yang 
baru (De Porter, 2004). Mereka juga selalu memiliki rasa ingn tahu yang 
tinggi, ingin mencoba, berpetualang, suka bermain, dan semua orang 
berpotensi menjadi kreatif. Sedangkan inovatif menurut Fathoni (2006) 
merupakan suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber- sumber 
alam, energi, dan modal, pengaturan tenaga kerja dan penggunaan 
teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya system produksi 
dan dibuatnya produk- produk baru. Sedangkan menurut Robbins (1994) 
inovasi diartikan sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk 
memprakarsai atau memperbaiki proses, jasa dan suatu produk.  
Implementasi kebijakan KSTM ini berdampak positif bagi 
keberdayaan santri, keberdayaan santri ditandai dengan kemandirian santri 
dan kemampuan santri dalam berwirausaha ternak ayam. Kemandirian 
tersebut mencakup dua aspek yakni kemandirian berpikir dan kemandirian 
bertindak. Kemandirian berpikir berpikir yaitu keadaan dimana santri dalam 
menjalankan usaha ternak ayam mampu memikirkan solusi dari setiap 
permasalahan yang ada. Begitu juga dengan kemandirian dalam bertindak 






untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam beternak ayam. 
Kemampuan berwirausaha itu sendiri ditandai dengan kemampuan santri 
dalam memasarkan hasil ternak secara online maupun menjual langsung 
kepada pedagang daging ayam di pasar tradisional.   
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada santri ini 
merupakan wujud dampak dari pelatihan Kelompok Santri Tani Milenial 
(KSTM) dalam mewujudkan keberdayaan santri. Ketika santri sudah 
menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam beternak ayam maka 
santri setelah lulus dari Pondok Pesantren sudah memiliki bekal untuk 
berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 
Sehingga dengan adanya santri-santri yang berhasil beternak ayam secara 
mandiri akan semakin banyak pemuda di luar sana yang berminat untuk 
terjun pada sektor pertanian khususnya dalam beternak.  
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas peneliti menyimpulkan 
bahwa mampu berwirausaha merupakan wujud dari kemampuan yang 
dimiliki oleh seseorang dalam memulai suatu pekerjaan dibidang 
perniagaan yang disertai dengan kreatifitas dan inovasi tertentu. Kreatifitas 
dan inovasi bisa muncul dari dalam diri seseorang apabila seseorang 
tersebut mampu untuk terus belajar dan mengasah kemampuan diri sendiri. 
Dalam hal ini santri sebagai peternak diharapkan mampu berwirausaha 
yang ditandai dengan kemampuannya dalam menjual hasil ternak yang 







 Menurut Van Meter van Horn (1974) dalam menilai kinerja 
implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah 
melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong 
keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup 
lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang 
tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi 
kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi 
lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat 
berjalan lancar. 
5.2.2. Peran Kerja Sama Aktor Untuk Meningkatkan Kompetensi Santri Tani 
Milenial di Bidang Pertanian.  
 Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan 
aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak 
dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 
suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono 
(2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang 
membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan 
tertentu  
 Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan kelompok santri 
tani milenial antara lain terlihat dari jenis manfaat yang dihasilkan dalam 
kebijakan pembangunan sumber daya manusia milenial di bidang 
pertanian. Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan terobosan 
meningkatkan produksi pertanian di berbagai komoditas melalui 






 Sebanyak 15 ribu santri dari seluruh Indonesia melakukan dialog dan 
mendapatkan pelatihan agribisnis agar bisa menerapkan praktik usaha di 
bidang pertanian dari hulu ke hilir.  
 Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang 
terintegrasi dari hulu ke hilir, Kementan dan BBPP Kota Batu telah berperan 
menyediakan sarana dan prasarana. Menurut derajat perubahan yang 
diinginkan dari Kebijakan KSTM, peran Kementan dan BBPP Kota Batu 
terlihat dari proses sosialisasi terhadap kelompok santri dan berbagai aktor 
yang terlibat. Ini dibuktikan dengan sosialisasi terhadap kelompok santri 
milenial mengenai bagaimana merawat dan mengembangbiakan ayam 
joper.  
 Kajian terhadap para aktor dalam implementasi kebijakan sangatlah 
penting. Baik dalam negara maju maupun sedang berkembang, para aktor 
merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap 
proses kebijakan. Bahkan para ilmuwan politik memberikan penekanan 
khusus pada aktor-aktor ketika menganalisis proses kebijakan, termasuk 
para Lasswellian yang menekankan pada who gets what (Grumm dalam 
Greenstein dan Polsby, 1975) 
 Aktor dalam tahapan implementasi bisa berasal dari kalangan 
pemerintah maupun swasta. Mereka memiliki tujuan implementasi yang 
tidak sama dengan aktor yang lain. Dalam implementasi Kebijakan 
Kelompok Santri Tani Milenial di Bidang Pertanian, aktor yang terlibat di 
dalamnya adalah Pemerintah, Kelompok masyarakat dan Swasta. Aktor 






widyaiswara, dosen, guru, mahasiswa, alumni perguruan tinggi, siswa dan 
petugas lain yang kompeten.  
 Gerakan santri tani milenial adalah pilihan strategis untuk regenerasi 
dan meningkatkan produktivitas pertanian. Melibatkan para santri 
merupakan bagian dari program yang lebih besar yakni gerakan 1 juta 
petani milenial yang sudah ditetapkan sebagai program prioritas 
membangun manusia Indonesia di 2019. 
5.2.2.1. Komunikasi Antar Organisasi 
 Suatu kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, apabila apa yang 
menjadi standar tujuan dapat dipahami oleh para implementor (individu 
organisasi pelaksana). Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada 
para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi 
kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan 
harus konsisten (Widodo 2008).  
Komunikasi antar organisasi (BBPP Kota Batu dan Pondok 
Pesantren) dari informasi yang diperoleh dari informan adalah lancar 
dimana dalam prosesnya ada pelaporan secara berkala dan adanya 
pertemuan-pertemuan antar organisasi terkait pembagian tugas dan 
tanggung jawab juga membuktikan terjalinnya komunikasi yang baik antar 
ketiga organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial.  
 Penyampaian tentang informasi kebijakan kepada pelaku kebijakan 
harus dilakukan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa 






pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang diperlukan 
dan dilakukan untuk pelaksanakan kebijakan tersebut (Widodo, 2013: 97). 
Komunikasi yang di bangun oleh antar organisasi antara BBPP Kota 
Batu dan pondok pesantren adalah melalui koordinasi dan sosialisasi. 
Sebuah koordinasi dapat dilakukan apabila kedua pihak menciptakan suatu 
kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya, 
koordinasi yang dilakukan oleh BBPP Kota Batu selaku satker yang ditunjuk 
oleh kementan dengan beberapa pondok pesantren yang berada 
ditanggung jawabnya, dalam koordinasinya kedua instansi tersebut 
mempunyai peran koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan penumbuhan 
kelompok santri milenial ini. (1) Peran BBPP Kota Batu dalam koordinasi 
ini, antara lain: memberikan pembimbing, pemberi materi mengenai 
pembuatan kendang ayam dan tata cara pemilahan ayam joper, pemberi 
ayam dan pakan. (2) Peran Pondok pesantren, yaitu: penyedia lahan dan 
pembiayan, menyediakan peserta pelatihan, memberikan sarana dan 
prasarana, penyedian pakan tambahan.  
Van Meter Van Horn mengemukakan komunikasi di dalam dan 
antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan 
sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah suatu organisasi atau dari 
suatu organisasi ke organisasi lainnya, baik secara sengaja atau tidak 
sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda 
memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan 






bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar 
untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan.  
 Koordinasi yang dilakukan menjadi lebih sulit karena rentang kendali 
birokrasi yang lebih luas. Jening (dalam Purwanto dkk 2012 : 13) 
mengatakan bahwa koordinasi akan menjadi lebih sulit ketika unit kerja 
yang terlibat dalam suatu kebijakan semakin banyak. 
 Jadi jika dilihat dari peran instansi dan lembaga pemerintah ini, Balai 
Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu dalam koordinasi ini berperan 
seperti yang disebutkan Moekijat (1994: h.32) yaitu koordinasi ekstern 
bersifat diagonal karena pelaksanaan koordinasi ini menyangkut 
pelaksanaan satu kebijakan  yang sama dan dilakukan oleh dua pihak yaitu 
Kebijakan Penumbuhan Kelokpok Santri Tani Milenial. Kemudian 
koordinasi intern, termasuk dalam koordinasi vertikal yang bersifat 
koordinasi struktural, dalam koordinasi vertikal ini proses pelaksanaan 
mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural 
terdapat hubungan hirarkhis atau satu garis komando.  
5.2.2.2. Sikap Pelaksana Kebijakan. 
 Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pendangan dan 
cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-
kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van 
Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 
diawali dengan befiltered (penyaringan) lebih dahulu dari persepsi para 
pelaksana (implementors) dan dalam batas mana kebijakan itu akan 






kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu 
kebijakan, antara lain yaitu: 1) Pengetahuan (cognition), pemahaman dan 
pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan,2) 
arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, 
neutrality, and rejection), dan 3), intensitas terhadap kebijakan.  
 Dari semua aktor pelaksana yang memberikan keterangan dalam 
wawancara penelitian ini, hampir secara keseluruhan memiliki kepatuhan 
dan daya tangkap yang baik. Kepatuhan dan daya tangkap pelaksana ini 
didukung oleh budaya organisasi setempat yang sangat menghormati 
keputusan yang dibuat oleh Kementan. Sehingga koordinasi secara efektif 
dapat dilaksanakan sekalipun dalam kondisi darurat.  
 Van Meter Van Horn berpendapat pemahaman pelaksana tentang 
tujuan umum maupun ukuran ukuran dasar dan tujuan tujuan kebijakan 
merupakan salah satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang 
berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara 
menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan 
sering diakibatkan oleh Ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.  
Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha 
menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsi nya 
tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan  
 Adapun jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan kelompok 
santri tani milenial yang ada di 3 daerah yang berada di bawah tanggung 
jawab BBPP Kota Batu, kurangnya komitmen terhadap daya tanggap dan 






yang ada. Artinya, semua aktor dalam organisasi pelaksana menunjukan 
sikap responsif dan daya tanggap yang baik. Tetapi di luar lingkup 
pemerintahan, permasalahan tentang daya pemahaman berternak ayam 
joper masih kurang sehingga beberapa bantuan ayam yang diberikan mati.  
 Van Meter Van Horn (dalam Widodo 2013: 105) mengatakan bahwa 
keinginan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan dipengaruhi oleh 
tiga elemen antara lain pengetahuan, pemahaman dan pendalaman 
terhadap kebijakan. Namun demikian, diketahui juga bahwa pelaksana 
masih belum memahami teknis kebijakan termasuk kewenangan yang 
diberikan kepada kecamatan untuk dilaksanakan. Ketidak pahaman 
pelaksana, terutama tentang teknis kebijakan ini karena penyampaian 
informasi kepada pelaksana terutama pelaksana di level bawah tidak 
dilaksanakan secara intensif.  
 Sehingga tidak tahu batas kewenangan - kewenangan yang dimiliki 
kecamatan. Implementor menghadapi kendala- kendala dalam 
melaksanakan kebijakan, namun kebijakan ini tetap berjalan kerena 
loyalitas pelaksana terhadap pemberi kewenangan. Posisi hirarkis pembuat 
kebijakan terhadap implementor dapat mempengaruhi sikap pelaksana.  
5.2.2.3. Karakteristik Lembaga Pelaksana. 
 
 Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal 
maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi 
pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 
pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan 






beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang 
demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga 
dipengaruhi oleh cangkupan atau luas wilayah kebijakan. 
 Pada dasarnya, teori yang menerangkan karakteristik lembaga dan 
penguasa ini berasumsi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik 
instansi pelaksana seperti kemampuan untuk melaksanakan (power 
capabilities) atau interaksi lembaga (interaction of program environment 
and program administration) yang mana mereka harus saling mendukung 
satu sama lain, yang mana dicirikan dalam beberapa klasifikasi yang terdiri 
dari elit politik, agensi pelaksana kebijakan, birokrat pelaksana program, elit 
kelas menengah, dan masyarakat umum (Grindle, 1980; 12).  
Pusat perhatian pada agen pelaksana yang meliputi organisasi 
formal dan informal yang terdiri atas Balai Besar Pelatihan Peternakan 
(BBPP) Kota batu dan pondok pesantren. Karakteristik organisasi 
pelaksana ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat 
dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dari para agen pelaksana. Dalam 
hal ini misalnya Kementerian Pertanian (Kementan) mengatur penggunaan 
anggaran dengan satker yang telah di tunjuk seperti BBPP Kota Batu, 
pesantren-pesantren yang terlibat dalam implementasi kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial juga ikut serta berkontribusi 
dalam setiap tahapan sosialisasi, verifikasi, validasi dan pelaksaan di 
pondok pesantren masing-masing.   
 Sedangkan jika ditinjau dari segi komunikasi antar lembaga 






antar penguasa terjalin dengan baik. Meskipun dari narasumber yang 
menyampaikan informasi telah menunjukan dukungan sepenuhnya 
terhadap kebijakan kelompok santri tani milenial di bidang pertanian.  
  Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak 
karakteristik badan-badan administratif yang telah mempenaruhi 
pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan 
pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter Van Horn, maka 
pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi 
diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang 
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potesial maupun nyata denga napa yang mereka miliki 
dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri 
struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak 
formal dari personel mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan 
kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta 
dalam sistem penyampaian kebijakan. 
5.2.3. Faktor yang memepengaruhi implementasi kebijakan 
kelompok santri tani milenial di bidang pertanian.  
 Faktor, menurut KBBI adalah hal, keadaan, peristiwa yang ikut 
menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi dalam 
Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial di 
Bidang Pertanian ada hal-hal yang berpengaruh memberi dukungan dalam 
pelaksanaan Kebijakan agar dapat sesuai dengan Tujuan Kebijakan dan 






menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan hal tersebut sesuai 
dengan teori faktor menurut Abidin (2005), menyatakan bahwa;  
“Faktor Implementasi berkaitan dengan dua faktor utama yakni, 
faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama 
internal meliputi tentang kebijakan yang akan dilaksanakan dan 
faktor-faktor pendukung. Sementara Faktor utama Eksternal adalah 
Faktor Lingkungan dan pihak-pihak terkait”.  
 
 Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori Teori Ripley dan Franklin ini 
bersifat top down. Teori Rasional (top down) ini lebih menekankan pada 
usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat suatu 
kebijakan bisa berjalan sukses di lapangan. Menurut Ripley dan Franklin 
dalam Fatih (2010) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya 
implementasi kebijakan, yaitu:  
a) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku  
b) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi  
c) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki 
5.2.3.1.  Faktor Pendukung  
 Menurut teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter 
dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung 
implementasi kebijakan yaitu: 1. Ukuran - ukuran dan tujuan kebijakan. 
Dalam implementasi, tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran suatu program 
yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena 
implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan - 
tujuan itu tidak dipertimbangkan. 2. Sumber-sumber kebijakan, sumber - 
sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang 






efektif. 3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan 
implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan 
komunikasi antar para pelaksana. 4. Karakteristik badan - badan pelaksana 
erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kondisi 
ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badanbadan pelaksana 
dalam pencapaian implementasi kebijakan. 5. Kecenderungan para 
pelaksana intensitas kecenderungan - kecenderungan dari para pelaksana 
kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi 
Winarno, 2002:110) 
 Dalam penelitian ini berhasil ditemukan beberapa faktor pendukung 
implementasi kebijakan. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan 
diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan 
peraturan yang telah diatur. Ripley memperkenalkan pendekatan 
“kepatuhan” dan pendekatan “faktual”. Pendekatan ini memusatkan 
perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap 
agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis 
karakter dan kualitas perilaku organisasi. Dalam penelitian ini berhasil 
ditemukan beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan. Dalam 
pelaksanaanya implementasi kebijakan kelompok santri tani milenial 
terlaksana menyesuaikan dengan karakter khusus dari lokasi penelitian 
dimana satker atau tim dari BBPP Kota Batu memiliki budaya untuk 
menghormati seorang pemimpin. Oleh karena itu, ditinjau dari hasil 






beberapa staf biro dalam BBPP Kota Batu mengindikasikan tingkat 
kepatuhan yang sangat baik. Oleh karena itu, proses koordinasi dalam 
jajaran managerial nyaris berjalan dengan sangat baik tanpa adanya 
hambatan-hambatan kepentingan yang berarti. Tim satker dari BBPP Kota 
Batu berkoordinasi dengan baik dengan semua stakeholder yang terlibat 
untuk memastikan implementasi kegiatan berjalan dengan baik.  
 Mengingat prinsip koordinasi menurut Moekijat (1994) mengatakan 
bahwa prinsip dari koordinasi yaitu suatu hasil kerja organisasi yang efektif 
akan tercapai apabila sumber daya diselaraskan, diseimbangkan, dan 
diberikan pengarahan jika tidak maka tidak akan produktif. Oleh karena itu, 
dengan adanya faktor pendukung koordinasi antara jajaran BBPP Kota Batu, 
Pondok Pesantren dan stake holder yang terlibat dalam kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial melakukan keselarasan dan 
keseimbangan berdasarkan fungsi dan wewenang masing-masing.  
 Berjalanya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemeritahan di 
tingkat atas diharapkan dapat menjadi pemicu pelaksanaan kolaborasi di 
tingkat bawah dengan maksimal. Senada dengan baiknya koordinasi yang 
di lakukan BBPP Kota Batu, Adapun faktor pendukung lain dalam 
implrmrntasi kebijakan penumbuhan KSTM ini, antara lain:  
1. Kesiapan Pondok Pesantren dalam menyiapkan lahan seperti 
kendang dan lahan di lingkungan pondok pesantren.  
2. Kondisi lingkungan serta antusiasme para santri untuk ikut terlibat 






3. Tim satker dari BBPP Kota Batu berkoordinasi dengan baik dengan 
semua stakeholder yang terlibat untuk memastikan implementasi 
kegiatan berjalan dengan baik.  
4. BBPP Kota Batu mengadakan pelatihan sebelum memberikan 
bantuan, mengenai cara beternak ayam joper dan menjual hasil 
ternak. Sehingga meminimalisir kegagalan Ketika praktek.  
 Penguatan kreativitas kelompok santri tani milenial adalah proses 
untuk memperkuat/mengembangkan kemampuan kelompok tani dengan 
cara mengembangkan sumber daya manusia baik melalui pendidikan 
formal maupun non formal sehingga dapat lebih berkembang sehingga 
dapat mencapai tujuan yakni menjadikan santri yang maju dalam hal bertani 
dan usaha.  
 Faktor pendukung diatas sesuai dengan proses dan pencapaian 
tujuan pemberdayaan, ada lima penerapan pendekatan pemberdayaan 
menurut Suharto (1997) yaitu: (1) Pemukiman, menciptakan suasana atau 
iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 
(2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan - 
kebutuhannya. (3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama 
kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, 
menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak 
sehat) antara yang kuat dan lemah. (4) Penyokongan, memberikan 
bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu peranan dan tugas-






agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai 
kelompok dalam masyarakat. Maka dari itu tujuan utama pemberdayaan 
adalah pemperkuat kekuasaan kelompok lemah yang memililki 
ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi 
eksternal. 
5.2.3.2. Faktor Penghambat 
 
 Menurut Junaidi yang dikutip dalam Hakim (2010), pemberdayaan 
atau empowerment berasal dari kata empower yang makna sebenarnya 
adalah “to give official authority or legal power to make one able to do 
something”. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses kapasitas atau 
pengembangan kapasitas pengembangan manusia. Dengan kapasitas 
seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kewenangan yang diakui 
secara official atau legal sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi lagi 
sehingga sadar akan harga dirinya, harkat dan martabatnya.  
 Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk membangun 
kemampuan (capacity building) masyarakat dan memberdayakan sumber 
daya manusia yang ada melalui pengembangan kelembangan, sarana dan 
prasarana serta pengembangan tiga-p (pendampingan, penyuluhan dan 
pelayanan). Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total 
masyarakat, penyuluhan dan merespon dan memantau ubahanubahan 
yang terjadi di masyarakat dan pelayanan berfungsi sebagai unsur 






diperlukan masyarakat, Vitalaya (2000). Upaya pemberdayaan seperti yang 
dikatakan Kartasasmita (1996) harus dilakukan melalui tiga arah. Pertama, 
menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling), kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimilki 
masyarakat (empowering). Ketiga, melindungi masyarakat (protection).  
 Untuk mengembangkan kreativitas dapat dilakukan konsep 
pengembangan menurut Sukino (2013), konsep pengembangan sumber 
daya manusia dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu: pertama jalur 
pendidikan formal dan kejuruan. Jalur ini menyediakan pengetahuan dasar 
yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan lain. Kedua, jalur 
pendidikan nonformal yaitu melalui pelatihan dan pengembangan 
(knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) dalam 
mengembangkan usaha taninya. Dengan konsep ini kelompok santri tani 
milenial dapat lebih mengembangkan kreativitas dalam usaha taninya. 
 Kelompok santri tani milenial sebagai wadah organisasi dan bekerja 
antar anggota mempunyai peranan sangat penting dalam santri tani sebab 
segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh 
kelompok santri tani milenial secara bersamaan oleh karena itu 
memberdayakan kelompok santri tani milenial sangat diperlukan agar 
mereka dapat menciptakan kelompok tani yang lebih kreatif, kelompok tani 
yang lebih mandiri, lebih memperkuat organisasi komunikasi antar team 
penyuluh lebih baik.  Adapun permasalahan yang dihadapi kelompok santri 
tani  milenial dimana:  






a. Pemahaman santri milenial terhadap teknik berternak masih belum 
maksimal karena memang sebagian dari santri tidak pernah 
beternak ayam. Hal lain yang menjadi perhatian tim adalah 
bagaimana teknis pengelolaannya kedepan. Mulai dari persiapan 
kandang, jenis makanan yang dipakai, vitamin yang digunakan, 
waktu vaksin yang tepat harus santri ketahui. Jika salah dalam 
pengelolaan ini, ayam yang dipelihara bisa mengalami stres dan 
menyebabkan kematian atau gagal panen. Kandang yang tidak 
bersih juga akan menyebabkan penyakit bagi ayam. Ketahuilah 
cara merawat ayam dengan baik agar terhindar dari kegagalan 
bisnis ayam petelur. 
b. Beberapa KSTM belum bisa memanfaatkan bantuan secara 
maksimal, maksudnya bantuan yang sudah diberikan oleh BBPP 
Kota Batu terhadap beberapa KSTM hanya bertahan kurang dari 
satu bulan. Contohnya fasilitas kandang sudah di bongkar sebelum 
satu bulan. Seharusnya jika di kelola dengan baik akan 
memberikan manfaat secara keilmuan dan ekonomi.  
2. Bibit ayam joper 
 Koordinasi aliran distribusi untuk pasokan ayam joper peternakan 
ayam dari supplier kepada pondok pesantren dirasa masih kurang. BBPP 
Kota Batu mengkoordinasikan permintaan kebutuhan pondok pesantren 
kepada supplier ayam joper. Namun ditribusi ayam joper terkendala karena 
sulitnya mencari bibit ayam joper yang sesuai kriteria yang sudah di 






yang berusia 2 minggu. Kurangnya bibit ayam joper inilah yang menjadi 
hambatan saat pendistribusian bantuan ayam ke pondok pesantren. 
3. Monitoring 
 Proses pendampingan oleh BBPP Kota Batu ini dijadikan sebagai 
sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang dianggap penting 
dalam membangun wawasan dan dapat merubah mindset kelompok santri 
tani milenial dan atau pengelola bantuan ayam joper. Setiap monitoring, 
para pendamping menjadikan momentum ini untuk melihat juga bagaimana 
perkembangan para KSTM dan atau pengelola bantuan ayam joper dalam 
pelaksanaan kebijakan dilapangan. Oleh karena itu diperlukan aktor untuk 
berkoordinasi dalam menangani masalah yang terjadi dilapangan dimana 
sebagai penengah jika terjadi hal-hal yang menghambat terutama dalam 
hal monitoring, hasil akhirnya nanti dijadikan laporan oleh pendamping 
BBPP Kota Batu dijadikan bahan evaluasi. Karena minimnya anggran untuk 
kegiatan monitoring, maka BBPP Kota Batu selaku penanggung jawab 
menggunakan media sosial untuk melakukan monitoring. BBPP membuat 
grub khusus di aplikasi Whatsapp agar memudahkan KSTM saling 
berkomunikasi. 
4. Lokasi 
 Tempat/ lokasi KSTM di beberapa daerah memiliki waktu tempuh 
yang cukup jauh contohnya di daerah pamekasan dan sampang. Proses 
transportasi ayam joper dari kandang pemeliharaan ke lokasi KSTM bisa 
menimbulkan stress bahkan kematian karena jarak yang cukup jauh. 






 Informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan kunci di 
BBPP Kota Batu bahwa stres panas pada unggas (di atas suhu nyaman 
unggas) akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang ditunjukkan oleh 
peningkatan frekuensi panting dan konsumsi air minum, serta menurunnya 
konsumsi pakan. Kondisi fisiologis dan hormonal juga terpengaruh oleh 
stres panas, ditandai dengan meningkatnya hormon. 
5.3. Implikasi Penelitian 
 
 Sebagaimana telah disebutkan pada beberapa pembahasan 
sebelumnya bahwa secara teoritis dan praktis, hasil dari penelitian ini 
memiliki implikasi yang secara langsung maupun tidak langsung berguna 
bagi perkembangan literatur pembangunan sumber daya manusia di bidang 
pertanian dan kebijakan publik. Dimana hal tersebut, secara spesifik dapat 
diuraikan delam deksripsi berikut.  
 Bagi teori kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Van 
Meter Van Horn (1974) terdapat beberapa distorsi yang ditemukan seiring 
dengan adanya hasil analisis yang berbeda dengan yang disampaikan 
dalam teori yang ada. Menurut Van Meter Van Horn (1974) Sebuah 
kesamaan dalam kepentingan yang dimiliki oleh stakeholder yang terlibat 
dalam pembuatan kebijakan publik akan semakin memperkuat dominasi 
pembuatan keputusan. Artinya adanya kesamaan dalam kepentingan akan 
memudahkan para stakeholder dalam menyatukan rencana dan keputusan, 
sehingga kolektifitas akan relative lebih mudah untuk dicapai.  
 Tetapi didalam penelitian ini, hal tersebut belum menunjukan hasil 






agensi pelaksana, serta masyarakat pada dasarnya memiliki kepentingan 
yang sama, yakni memajukan sdm untuk regenerasi petani di masa yang 
datang. Tetapi, dalam faktanya masih ada KSTM yang tidak bisa 
memanfaatkan dan memaksimalkan kebijakan atau program-program yang 
berkaitan dengan penumbuhan kelompok santri tani milenial di bidang 
peternakan. Misalnya,beberapa KSTM belum bisa memanfaatkan bantuan 
secara maksimal, maksudnya bantuan yang sudah diberikan oleh BBPP 
Kota Batu terhadap beberapa KSTM hanya bertahan kurang dari satu 
bulan. Contohnya fasilitas kandang sudah di bongkar di bulan ke 2. 
Seharusnya jika di kelola dengan baik akan memberikan manfaat secara 
keilmuan dan ekonomi.  
 Selanjutnya, Van Meter Van Horn (1974) mengatakan bahwa 
rendahnya kepatuhan organsasi akan berdampak kepada proses 
implementasi secara keseluruhan. Namun hal tersebut tidak ditemukan 
didalam kebijakan ini. Didalam hasil penelitian ini, ditemukan bahwa 
terdapat organisasi pelaksana internal dan eksternal. Dimana internal 
organisasi tersebut memiliki tanggungjawab dan kewenangan utama dalam 
proses implementasi. Sedangkan organsasi pelaksana eksternal 
merupakan organisasi yang memiliki kewajiban dalam membantu 
pelaksanaan, namun tidak memiliki tanggungjawab dan kewenangan 
secara penuh sebagaimana pelaksana internal.  
 Organisasi pelaksana internal yang dimaksud adalah seluruh jajaran 
pemerintah dari kementrian pertanian maupun Balai Besar Pelatihan Kota 






pesantren, dosen dan sebagainya. Didalam hasil temuan penelitian ini, 
kurangnya respon dari organisasi pelaksana eksternal hampir tidak memiliki 
dampak yang berarti. Dengan kata lain, teori dari Van Meter Meter Van Horn 
(1974) tidak sesuai dengan hasil temuan ini. Namun, jika kita bandingkan 
dengan penelitian sejenis, tentang pembangunan SDM di bidang pertanian 
sebagaimana dilakukan oleh Adrianus Sodi Liwu, Cahyo Sasmito (2019) 
tentang Strategi pemerintah Dalam Pemberdayaan kelompok Tani, hasil 
penelitian ini memiliki temuan yang serupa.  
 Beranjak dari permasalahan pembuatan keputusan diatas, dalam hal 
implementasi dilapangan hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa 
terdapat persamaan antara temuan penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Jack Mangowal.2017, dimana salah satu kesulitan dalam 
pengintegrasian kebijakan kelompok santri tani milenial dalam 
pembangunan sumber daya manusia minimnya tingkat pengetahuan petani 
dalam hal bercocok tanam, sikap mental tradisional, minimnya aspek 
permodalan serta tingkat produktivitas petani secara umum masih sangat 
rendah. Diharapkan dengan adanya kebijakan KSTM dapat membangun 
sumber daya manusia yang unggul di bidang pertanian sesuai relevansi 
dengan penelitian ini, dimana kebijakan KSTM ini diharapkan menumbuh 
kembangkan kreativitas dan prakarsa para petani milenial untuk 
memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang 
tersedia. Senada, dengan kasus penelitian yang dilakukan oleh Lifa Indri 
Astuti (2015) bahwa proses pembangunan sumber daya manusia di bidang 






aktor pendamping bagi petani dalam proses pemberdayaan tersebut, hasil 
dari pemberdayaan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan belum 
maksimal masih terdapat hambatan. Faktor penghambat yang dihadapi 
oleh masyarakaat dapat teratasi dengan memaksimalkan sumber daya 
pendukung dan faktor-foktor pendukung yang lainnya yang dimiliki oleh 
masyarakat.  
5.4. Novelty (Kebaharuan Penelitian) 
 
 Penelitian ini, Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok 
Santri tani Milenial di Bidang Pertanian. (Studi di Balai Besar Pelatihan 
Peternakan Kota Batu) merupakan penelitian yang belum pernah diteliti 
sebelumnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap 
penelitian yang bertopik pemberdayaan masayarakat di bidang pertanian 
seperti penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti berikut: 
1. Inayatul Mutmainna, Lukman Hakim dan Djuliati Saleh tahun 2016 
berjudul Pemberdayaan kelompok Tani di Kecamatan Maririwaro 
Kabupaten Soppeng. Relevansi penelitian ini terletak pada topik 
penelitian pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok di bidang 
pertanian. Yang mana penelitian pemberdayaan kelompok tani ini 
dilakukan dengan cara penguatan dan keamanan langsung pada 
para petani di kecamatan Maririwaro Kabupaten Soppeng. Bedanya 
dengan penelitian implementasi kebijakan penumbuhan kelompok 
santri tani milenial di bidang pertanian adalah tertuju pada kelompok 






2. Jack Mangowal tahun 2017 dalam penelitiannya berjudul 
Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Maningkatkan 
Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Desa Tumani Kecamatan 
Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan.  Relevansi penelitian ini ini 
terletak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
dalam bidang pertanian, yang mana memberikan manfaat terutama 
dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat petani 
pedesaan. Bedanya dengan penelitian implementasi kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial di bidang pertanian 
adalah memberikan manfaat secara ekonomi, pengetahuan dan skill 
di lingkungan pondok pesantren. 
3. Adrianus Sodi Liwu dan Cahyo Sasmito tahun 2019 dalam penelitian 
yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan 
Kelompok Tani. Yang mana strategi pemerintah adalah 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menguatkan 
potensi yang ada serta melindungi kelompok tani dengan 
membentuk dan merubah perilaku masyarakat melalui 
pengembangan potensi-potensi yang dimiliki.  Relevansi penelitian 
ini terletak pada topik penelitian pemberdayaan masyarakat berbasis 
kelompok di bidang pertanian.  Bedanya dengan penelitian 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di 
bidang pertanian adalah tertuju pada kelompok santri milenial.  
4. Mustakim tahun 2018 dalam Penelitiannya berjudul Implementasi 






ini dilakukan di Kabupaten Bungo Dusun Karya Harapan Mukti. Yang 
mana penelitian ini mengidentifikasi berapa besar dana desa yang 
diperuntukkan pada Pembangunan Pertanian di Dusun Karya 
Harapan Mukti. Relevansi ini terletak pada peningkatan 
pembangunan sektor pertanian yang di lakukan di desa kepada 
petani. Bedanya dengan  implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial di bidang pertanian adalah tertuju pada 
kelompok santri milenial dan tani masih tahap pembelajaran.  
5. Djoko Suseno dan Hempri Suyatna tahun 2007 dalam penelitiannya 
berjudul Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. 
Relevansi penelitian ini terletak pada  penyediaan lapangan kerja 
dan kesejahteraan ekonomi petani.  Dengan pendekatan sistem dan 
usaha agribisnis maka pembangunan pertanian berbasis pada 
kerakyatan dijamin keberlanjutannya karena pengembangannya 
berbasis pada sumber daya lokal.  Bedanya dengan penelitian 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di 
bidang pertanian adalah selain memberikan manfaat secara 
ekonomi hal yang didapat juga adalah pengetahuan dan skill  oleh 
santri milenial.  
6. Medan Yonathan Mael tahun 2017 dalam peneltian yang berjudul 
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Petani melalui Program Padat Karya Pangan di 
Kecamatan Noemuti. Relevansi penelitian ini terletak pada 






pelatihan serta pengawasan  telah berjalan, namun hanya dilakukan 
bebrapa kali sehingga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program 
tepat sasaran sesuai dengan target. Bedanya dengan penelitian 
implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di 
bidang pertanian adalah tertuju pada kelompok santri milenial.  
7. Gleydis Susanti Oroh pada tahun 2011 dalam penelitian berjudul 
peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di 
bidang pertanian di desa tumaratas kecamatan langowan barat 
kabupaten minahasa. Relevansi penelitian ini terletak pada  
pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang mana 
penelitian in dilakukan di desa tumaratas kabupaten minahasa. 
Bedanya dengan penelitian implementasi kebijakan penumbuhan 
kelompok santri tani milenial di bidang pertanian adalah tertuju pada 
kelompok santri milenial. 
8. Lifa, Hermawan, Mochammad Rozikin tahun 2015 dalam penelitian 
yang berjudul pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 
pertanian berkelanjutan. Relevansi penelitian ini terletak pada  
pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan metode 
penelitian yang menggunakan kualitatif. Melalui proses 
pemberdayaan yang dilakukan dengan tahap penyadaran, 
pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dapat meningkatkan 
kesadaran, kemampuan, keahlian dan kekuatan untuk 






implementasi kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milenial di 
bidang pertanian adalah tertuju pada kelompok santri milenial. 
 Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penumbuhan Kelompok 
Santri Tani Milenial ( Studi Pada BBPP Kota Batu) dapat di gunakan 
sebagai pelengkap referensi tentang pemberdayaan masyarakat di sektor 
pertanian yang berdimensi pada generasi santri milenial berbasis 
pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi 
santri tani milenial di bidang pertanian dan memberikan kesempatan 
kepada santri tani milenial untuk mempelajari bidang pertanian melalui 
pendekatan kelompok. Serta dengan adanya penelitian ini dapat digunakan 
untuk memperkuat teori-teori tentang pemberdayaan masyarakat dengan 
melibatkan tiga pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dengan 
pendekatan kelompok tani yang telah ada. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara potensi 
generasi milenial, implementasi kebijakan, dan regenerasi petani milenial 
berbasis kelompok pada dasarnya memiliki keterkaitan satu sama lain. 
Kesimpulan yang dapat peneliti peroleh adalah sebagai berikut:  
1. Implementasi kebiijakan penumbuhan kelompok santri tani 
milenial di bidang pertanian:  
• Kebijakan KSTM ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial. KSTM 
juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri tani 
milenial untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan 
kelompok. Harapan besarnya santri milenial adalah dapat 
menjadi pelopor peradaban kemajuan Indonesia. Keilmuan 
santri harus mampu menyesuaikan dengan keadaan zaman, 
sehingga tidak lagi dikotomi antara keilmuan dunia dan keilmuan 
akhirat. 
• Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada 
kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 
implementasi kebijakan adalah sember data manusia, finansial, 






penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi 
kebijakan. Dengan adanya antusiasme santri dari pondok 
pesantren setempat, dan adanya bantuan baik yang tergabung 
dalam tim pendampingan dan dosen. Disamping itu, komitmen 
beberapa stakeholder juga telah membuktikan sebuah 
keunggulan dalam jajaran atas kepemimpinan. 
• Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 
selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van meter Van horn. Kondisi 
lingkungan sosial di pondok pesantren terkait implementasi 
kebijakan penumbuhan kelompok santri tani milnenial adalah 
sangat mendukung, santri beserta stake holder berperan aktif 
dalam terlaksananya implementasi kebijakan ini mulai dari 
sosialisasi hingga bimbingan teknis. Santri memahami 
pentingnya pembangunan sumber daya manusia milenial di 
bidang pertanian melalui pendekatan kelompok di pondok 
pesantren untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan sikap 
santri milenial. Implementasi kebijakan KSTM ini berdampak 
positif bagi keberdayaan santri, keberdayaan santri ditandai 
dengan kemandirian santri dan kemampuan santri dalam 
berwirausaha ternak ayam. Kemandirian tersebut mencakup dua 
aspek yakni kemandirian berpikir dan kemandirian 
bertindak.  
2. Peran Kerja Sama Aktor Untuk Meningkatkan Kompetensi Santri 






• Aktor pelaksana yang memberikan keterangan dalam 
wawancara penelitian ini, hampir secara keseluruhan memiliki 
kepatuhan dan daya tangkap yang baik. Kepatuhan dan daya 
tangkap pelaksana ini didukung oleh budaya organisasi 
setempat yang sangat menghormati keputusan yang dibuat oleh 
Kementan. Sehingga koordinasi secara efektif dapat 
dilaksanakan sekalipun dalam kondisi darurat. Tujuanya adalah 
untuk mendatangkan tenaga dan kapasitas penanganan untuk 
menekan risiko yang dapat terjadi dalam kebijakan KSTM.  
• Komunikasi antar organisasi (BBPP Kota Batu dan Pondok 
Pesantren) dari informasi yang diperoleh dari informan adalah 
lancar dimana dalam prosesnya ada pelaporan secara berkala 
dan adanya pertemuan-pertemuan antar organisasi terkait 
pembagian tugas dan tanggung jawab juga membuktikan 
terjalinnya komunikasi yang baik antar ketiga organisasi 
pelaksana dalam implemntasi kebijakan penumbuhan kelompok 
santri tani milenial.  
3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebiijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial 
  Berdasarkan hasil penelitian, hal yang menunjukan 
berjalanya kebijakan tersebut dibuktikan dengan baiknya koordinasi 
dan komunikasi pada organisasi pelaksana sehingga mendukung 
terlaksananya aspek-aspek Manajerial. Selain itu ada beberapa faktor 






tempat seperti kendang dan lahan di lingkungan pondok pesantren, 
kondisi lingkungan serta antusiasme para santri untuk ikut terlibat 
dalam kegiatan pelatihan, tim satker dari BBPP Kota Batu berkoordinasi 
dengan baik dengan semua stakeholder yang terlibat untuk 
memastikan implementasi kegiatan berjalan dengan baik, BBPP Kota 
Batu mengadakan pelatihan sebelum memberikan bantuan, mengenai 
cara beternak ayam joper dan menjual hasil ternak. Sehingga 
meminimalisir kegagalan Ketika praktek 
  Meskipun demikian jika dikaji dari aspek operasional, 
kebijakan KSTM ini masih memiliki kekurangan dari aspek sumber daya 
manusia, Pemahaman santri milenial terhadap teknik berternak masih 
belum maksimal karena memang sebagian dari santri tidak pernah 
beternak ayam. Hal lain yang menjadi perhatian tim adalah bagaimana 
teknis pengelolaannya kedepan. Mulai dari persiapan kandang, jenis 
makanan yang dipakai, vitamin yang digunakan, waktu vaksin yang 
tepat harus santri ketahui. Jika salah dalam pengelolaan ini, ayam yang 
dipelihara bisa mengalami stres dan menyebabkan kematian atau 
gagal panen. Kandang yang tidak bersih juga akan menyebabkan 
penyakit bagi ayam.   
 Selain faktor penghambat kekurangan dari kebijakan ini juga 
disebabkan oleh sumber daya manusia, Beberapa KSTM belum bisa 
memanfaatkan bantuan secara maksimal, maksudnya bantuan yang 
sudah diberikan oleh BBPP Kota Batu terhadap beberapa KSTM hanya 






bongkar sebelum satu bulan. Seharusnya jika di kelola dengan baik 
akan memberikan manfaat secara keilmuan dan ekonomi.  Sehingga 
untuk menyiasati kekurangan- kekurangan yang telah disebutkan 
tersebut. Penelitian ini menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.  
6.2 Saran  
 Beberapa saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan temuan 
penelitian ini ditujukan kepada beberapa lembaga strategis pemerintah 
yang memiliki kewenangan dalam mengatur implementasi kebijakan 
penumbuhan kelompok santri tani milenial.   
1. Pelatihan terhadap Kelompok Santri Tani Milenial lebih di perdalam 
lagi materi yang diajarkan pada peserta sampai pada tahap 
pengolahan hasil ternak sehingga dapat menambah keterampilan 
bagi peserta. Perlu memberikan pengarahan lebih lanjut terkait 
penanganan panen karena  untuk saat ini santri juga perlu dibekali 
ilmu bagaimana cara mengolah hasil ternak yang baik agar santri 
tidak hanya menjual ayam yang masih hidup melainkan bisa 
mengolah menjadi makanan siap saji agar pendapatan santri lebih 
menghasilkan.   
2. Perlunya anggran tambahan untuk monitoring lebih lanjut karena 
menurut informan kunci, monitoring yang dilakukan melalui media 
social di rasa kurang efektif.  Proses pendampingan oleh BBPP Kota 
Batu ini dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-
informasi yang dianggap penting dalam membangun wawasan dan 






pengelola bantuan ayam joper. Setiap monitoring, para pendamping 
menjadikan momentum ini untuk melihat juga bagaimana 
perkembangan para KSTM dan atau pengelola bantuan ayam joper 
dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan. Oleh karena itu 
diperlukan aktor untuk berkoordinasi dalam menangani masalah 
yang terjadi dilapangan dimana sebagai penengah jika terjadi hal-hal 
yang menghambat terutama dalam hal monitoring.  
3. Koordinasi terkait pendistribusian bantuan ayam joper perlu di 
tingkatkan. Koordinasi aliran distribusi untuk pasokan ayam joper 
peternakan ayam dari supplier kepada pondok pesantren dirasa 
masih kurang. BBPP Kota Batu mengkoordinasikan permintaan 
kebutuhan pondok pesantren kepada supplier ayam joper. Namun 
ditribusi ayam joper terkendala karena sulitnya mencari bibit ayam 
joper yang sesuai kriteria yang sudah di ditentukan oleh Kementan. 
Ayam joper yang menjadi kriteria yaitu ayam yang berusia 2 minggu. 
Kurangnya bibit ayam joper inilah yang menjadi hambatan saat 
pendistribusian bantuan ayam ke pondok pesantren. 
4. Perlu meningkatkan inovasi dalam berwirausaha ternak ayam. 
Artinya santri kedepannya tidak hanya menjual ayam secara 
langsung kepada pedagang di pasar melainkan berusaha untuk 
mengolah ayam menjadi masakan agar usaha yang dijalankan lebih 
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